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PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mem-
perbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk

tetap melaksanakan pilkada serentak’ disambut

positif sebagian besar kalangan. Seperti diberita-
kan, MK mengabulkan permohonan uji materi UU
No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bu-
pati -dan Wall Kota (UU Pilkada) yang diajukan oleh
Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryanfdaru.'Permo-

_honan uji materi tersebut menggugat ketentuan di
dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa.
syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti -

oleh dua pasangan calon kepala daerah
Jika dicermati, pertimbangan MK tentulah ma-
suk akal. MK.berpandangan bahwa pemllhan kepala

daerah adalah pelaksanaan keadulatan rakyat untuk .
| memilih kepala daerah secara langsung dan demokra- -
tis.- Dalam hal ini, penyelenggara pilkada harus menja-

min tersedianya ruang bagi rakyat yang mencakup hak

| untuk dipilih dan memilih. Maka, pemilihan dalam kon-
- testasi yang demokratis tidak boleh ditiadakan. Selain

itu, MK juga berpend'_épat bahwa tersedianya hanya

. satu pasang calon menimbulkan kekosongan hukum
Qsehingga berakibat pada tidak dapat diselenggarakan-
nya pllkada yang merupakan hak konstitusional rakyat.

Yang menarik adalah kalimat yang dike-

mukakan oleh Hakim. KonstltUSI Palguna yang me-' ‘
ngatakan andaikata penundaan dlbenarkan, tidak
.. ada jaminan hak rakyat dipilih dan memlhh dapat di-
penuhi, yaitu ketentuan paling sedikit dua pasangan ‘

calon terpenuhi setelah dilakukan penunda:an. Se-

mentara Hakim Konstitusi Suhartoyo, mengatakan

hak untuk dipilih dan memilih tidak boleh tersan-
dera aturan paling sedikit dua pasangan calon. De-
ngan a-d_énya putusan tersebut, p‘elak.sanaan piIkagia

serentak dipastikan berlangsung sesuai rencana,
_termasuk "di daerah dengan hanya satu 'pasangan

calon (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar,

' dan Kabupaten: Timor Tengah Utara)

. Sebagian besar pihak- mendukung putusan
MK - tersehut dengan alasannya masing-masing.
Ada yang berpendapat putusan tersebut membuat:

pilkada s_érentak menjadi efisien. Pendapat lain me:
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ngata‘k_an memiliki kepala daerah _'definitif nieru-"-
pakan hak rakyat. Putusan MK tersebut pun dini-

lai telah memecah kebuntuan yang dikhawatirkan

mencederai pilkada serentak yang sudah dlrancang '

jauh-jauh hari. Dan seterusnya.

Pandangan-pandangan tadi bisa disebut

" meloncat kepada hasil dengan menggunakan dalil

“hak konstitusional rakyat” sebagai instrumen

p_élontarnya.
rakyat untuk'dipilih sekaligus memilih serta memi-

liki pemlmpm melalui proses pemilu. Akan tetapi,
jika pilkada dtpahaml sebagal sebuah proses—bu-
- kan sekadar hasﬂ—-rmaka mau tidak mau harus di-
‘pastikan adanya sekurang-kurangn\ja dua pasangan

calon ‘sebagai syarat utama peiaksahaan.pilkada.
Lebih penting lagi,
beberapa pertanyaan. Sebutlah, bagaimana rakyat

" diminta memilih sedangkan pasangan yang tersedia

hanya satu?. B_agalmana dengan warga yang tidak

~ memiliki calon untuk dipilih? Dengan hanya satu
pasangan, bukankah itu justru menunjuk, mengu-
‘kuhkan, dan bukannya memilih?- Persoalan lainnya

‘Memang benar bahwa adalah hak

di sini masih mungkin muncul

' ' INDUK KARANGAN | .

v

ialah bahwa mengada-adakan pasangan lain untuk

sekadar memenuhi ketentuan 'dua pasangan calon
sangat mungkin melahirkan calon boneka.
bukankah putusan MK tersebut akan menciptakan

pasangan calon melawan kotak kosong, sebuah .

kekhawatiran lain yang sempat mencuat?
Alasan ‘kedaduratan’ atau_ situasi khusus
yang gagal diantisipasi oleh” UU Pi]kada mhngkin

dapat menampung seluruh persoalan yang ada di-
" balik kejadian “satu pasangan calon” tadi. Saat .in'.i,'
terlalu banyak persoalan yang menimpa’ negeri dan,
: rakyat. Sebagai lembaga pengaWa[ konsﬁtusi, lVIK;

memang harus membuat keputusan. Dan, dengan
putusan tersebut, MK tampaknya telah memecah
kebuntuan dan memupus kekhawatiran yang sem-

pat mencuat. Bagaimanapun, MK telah meletakkan | |
 aturan yang jelas dan mengikat bagi kemungkinan
'.terulangnya‘kejadian serupa di kemudian hari.
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'BERHARAP PADA TUAH POSITIF
“ PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Jakarta 2 Oktober 2015 (Busmess News}

Pemerintah menilai dua paket kebijakan yang
dikeluarkan belum cukup efektif untuk menstabilkan
kondisi ekonomi. Oleh karenanya _pemerintah akan

- merilis Paket kebijakan ekonomi plld I untuk meleng-
kapi dua paket sebelumnya. _

- Presiden Joko Widodo mengatakan paket

kebijakan yang ketiga akan:fokus untuk memper—“

baiki ekonomi dalam jangka pendek dan menengah
agar bisa memberikan hasil dalam tempo yang rela-

tif. cepat. Saat ini sedang disiapkan insentif bagi ma-

syarak_at;_ agar daya beli mereka meningkat. Insentif

yang dimaksj.:d diantaranya upaya mengurangi beban

perbankan, supaya buhga kredit bisa turun.

Selain itu, juga akan. digenjot proyek pa-.

dat karya sehingga tersedia lapangan kerja. Tujuan-
nya agar penghas;lan masyarakat bisa terjaga, dan
- pada akhirnya mempertahankan daya bell Untuk
_ itu, pemerintah akan mendorong penggunaan dana
pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, serta dana desa.
Terakhlr

runkan harga BBM, mesklpun kecil. ngua upaya
pemerintah itu kini edang dinanti oleh pasar. Fakta di
lapangan, berbeda saat merespons paket derégulasi
jilid 1, pelaku pasar justru optimistis dengan paket ter-
baru yang lebih.memberi kepastian investasi.

. Seperti telah diprediksi, paket stimulus per-
ekonomian nasional jilid dua lebih fokus dan efektif
menjadi *penawar dahaga' di tengah situasi ekono-

mi yang belum normal. Pasar pun merespon positif

paket deregulasi yang diumumkan Selasa {29/9) lalu

itu. Apalagi, Bank lncloneSIa (BD) juga mengeluarkan,

lanjutan paket kebuakan per 9 September lalu untuk

- menstabilkan nilai tukar ruplah semng dengan paket

kebijakan jilid dua.

Pada perdagangan spot Rabu (30/9), rupiah
sempat ditutup di fevel Rp14.653 per dolar AS, men-

-guat 38 poin atau naik 0,26% dari Ievei penutupan Se-
lasa {29/9) yang 14.690 per dolar AS. Ini jauh berbeda
ketika pasar menanggapi terbitnya Paket September. |

‘Pertamina dlmlnta untuk  men--
-gevaluasr kembali harga bahan bakar minyak (BBM). '
Diharapkan masih ada ruang bagi Pertamina menu-

pada 9 September lafu.. Saat itu, rupiah justru melemah.

63 poin menjadi Rp14.307 per dolar AS.

Indeks harga sahar‘n" gabungan {IHSG) juga
sempat ditutup menguat 45 poin ke level 4.223,9

'setelah' dibuka di level 4.189,4. Sektor-sektor yang

mulai masuk ke zona hijau dipimpin sektor keuangan/
N . | R
perbankan yang menguat 2,15% dan pertambangan

 yang naik 1,46%. Sebaliknya sektor manufaktur ma-

sih di zona merah. IR
Selain karena sentlmen pOSltlf dari Paket Sep- |
tember ll, faktor. lain yang juga menjadi penyebab

'_,|alah adanya window dressmg yang dilakukan pada

kuartal IH buian depan yang mendapat respon cukup

- positif di pasar.

Penguatan rupiah juga tidak Iepas dari peran
BI untuk mendlngmkan pasar.  Di samping melakukan
intervensi di pasar spot, Bl juga melakukan intervensi
di pasar forward guna menyeimbangkan penawaran
dan permintaan. Upaya pemerintah ‘dan BI me‘np‘ip-‘

- takan kestabilan rupiah. merupakan iangkah strategis

d| téngah sentimen global yang masm mendommam
‘Terkait dengan msentlf pajak untuk memasuk—
kan de\nsa hasil ekspor (DHE} BI memperklrakan po-- '
tensi aliran kelebihan devisa ke cadangan devisa bisa
mencapai 1 miliar dolar AS per bulan. Meski kebijakan

.ltu dlpandang baik untuk memperkuat rupiah, me-

mang tidak semua eksportlr lebih memilih menyimpan
dana di dalam negeri. Pilihan pengusaha’ bertransaksi ‘
keuangan-di luar Indonesia tak lain karena pinjaman |
da'ri perbankan Iuar‘neg'eri lebih menarik Selain insen-

' trf pajak, pemermtah juga tengah mempertimbangkan ‘

pemberian pengampunan pajak (tex amnesty).

" Fokus kebijakan ekonomi jilid kedua lebih ban-
yak dlarahkan untuk mempercepat proses investasi
dan pembenan fasilitas perpajakan. Menko Perekono-
mian Darmin Nasution mengungi(ap‘kan untuk inves- !

tor yang akan membangun pabrik di kawasan industri, .

cukup mengurus se;umlah izin yang memakan waktu' |
sekitar 3 jam, .
Izin lingkungan d| kawasan industri sudah di-
berikan kepada kawasannya, sehingga untuk investa- ‘
si di dalamnya tidak perlu izin lagi. Dengan demikian, |
waktu untuk mengurus izin, investasi di kawasan in-
dustri menjadi jauh lebih cepat, menjadi sekitar 3 jam'
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upaya pemermtah menjaga stabllltas makroekonomi.’

“membangun pabrik setelah 3.

~ notaris. Selain itu,  investasi

saja. Investor ‘bisa langsung
jam, . ‘
- lzin investasi -yang
bisa diselesaikan ‘selama 3
jam - mencakup izin prinsip,
akta perusahaan serta NPWP. -
Untuk"keperluan ini, BKPM
akan n’ienyiapkan in-house

yang ditetapkan paling sedikit
Rp100 miliar atau yang bisa
menyerap. 1.000 tenaga kér}a-
Indonesia. Kawasan industrin-
ya sudah ada Amdal, namun
investor tetap harus memban-

-gun pengelolaan limbah.

Dengan izin yang hanya memakan waktu 3

| jam, investor bisa Iangsung memilih lokasi di kawasa_n
Jindustri, dan farigsung mulai rencanakan untuk mem-
| bangun dan melakukan. konstruksi pabrik. Hali lain, |

pemetintah juga ingih menarik simpanan valuta asing

“{valas) milik eksportir yang saat ini banyak tersimpan
o di luar negeri. Untuk itu, pemerintah mémangkas pa- '

jak deposito valas, bahkan hingga 0%.

Saat ini pajak deposrco DHE jlka dlsrmpan dli_
‘| bank nasional- mencapa: 20%. Dengan diterbitkannya
paket ekonomi jilid il ini; besaran tersebut dipangkas. -
_Adapun besaran pajak deposito- valas- di. Indonesia
| adalah sebagai berikut: deposito 1 bulan besaran pa-'
! jak 10%; deposnto 3 bulan besaran pajak 7 5%, de-:
'pos:to 6 bulan besaran pajak 2 ,5%; dan deposito di

atas 6 bulan besaran pajak 0%.
~ Jika DHE dikonversi menjadl rupiah, maka be-

saran pajak yang dikenakan adalah sebagan berikut:-

deposito 1 bulan besaran pajak 7,5%; deposito 3 bu-
lan besaran pajak 5%; dan deposito 6 bulan besaran
pajak 0%. Diharapkan para eksportir yang basisnya

- sumber daya alam mau menempatkan DHE ke dalam

sistem perbankan: domestik. Tentu harus ada pelapo-
ran terlebih dulu ke Bl, karena yang diberikan poton-
gan adalah mereka yang melapor ke Bl.

Tak mau kalah dengan pemermtah “gitiran Bi
mengumumkan paket kebuakannya untuk mendukung

. Ada tiga hal yang menjadi fokus dalam paket kebi-
. jakan BI, yaity menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,

memperkuat pengelolaan hkundltas rupiah, dan mem-

fa asmg

perkuat pengelolaan penawaran dan permlntaan valu— :

Untuk menjaga stabllltas nilai tukar ‘Bl akan
mefakukan intervensi di pasar forward, selain men-
jaga keseimbangan di pasar spot. Tujuannya, supaya

-suplai valas di pasar berjangka ini meningkat. Dengan

begitu, diharapkan Bl melihat persepsi nilai tukar ke
depan. Adapun, intervensi bisa dilakukan baik secara

_bllateral maupun Ielang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memperkuat pengelolaan likuditas ru-
piah, BI akan menertibkan Sertifikat Deposito- Bank
Indones:a (SDB!) tiga bulan, dan reverse repo atas su-
rat berharga negara, (SBN) dengan tenor dua minggu.
Tujuan penerbitan ingtrumen ini supaya penyerapan
Iikuiditas bergerser ke insfrumen yang memiliki tenor

“lebih panjang. Dengan begitu, Bl berharap bisa. men-
. gurangi risiko penggunaan likuiditas. rupiah’ yang ber-

leb;han tefutama pada kegiatan yang berisiko pada

~tekanan nilai tukar rupiah.

Penerbltan SDBI tiga bulan dan RR SBN dua;

minggu akan dilaksanakan secara Ielang dan disesuai-

kan dengan kondisi lukuiditas. Untuk memperkuat

.pengelolaan ‘penawaran dan permlntaan valas, dilaku-

kan sejumtah langkah. »

Partama dengan mengeiola permmtaan dan
pe_nawaran di pasar forward_ Caranya dengan mendo-
rong transaksi forward dan jual valas atau rupiah, serta
memperjelas underlying pembelian valas atau rupiah.

‘Kedua, dengan menerbitkan Surat Berharga

' bank Indonesia (SBBI) valas. Penerbitan SBBI akan |
mendukung' pendalaman pasar keuangan, khususnya ! -

_valas. Ketiga, penurunan hofdlng period SBI dan satu |
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1. EKONOMI & BISNIS ' |

bulan menjadl satu minggu, tujuannya supaya sliran . ‘salah satu faktor sentlmen negatlf ‘bagi mata uang'

-modal asing bisa masuk. Keempat, membenkan in-

sentif pengurangan pajak bunga depos:to kepada eks-

portir-yang menyimpan DHE di perbankan domestik.
Kebijakan ini dilakukan oleh pemettntah bekerjasama
dengan BI. Terakhir, mendorong transparansi dan me-

nmgkatkan ketersediaan irformasi atas’ penggunaan-

devisa. Caranya dengan memperkuat !aporan lalu lin-
_ tas devisa. : ,
Upaya pemerintah dan Bl di atas patut daa-
presiém Meski demikian, tetap saja fa'ktor ketidak-
pastian kenaikan Fed Fund Rate (FFR} oleh The Fed
harus terus dicermati,

_ketidakpastian s.oal FFR, pemerintah memberikan sen-

timen positif ke pasar. Ini penting guna mempertebal .
kepercayaan pelaku pasar yang berujung. meredakan

kepanikan pasar.

Pemenntah juga harus menjalankan paket"

ekonomi ]I]Id I dan Il agar memberikan dampak lang-
' sung ke sektor riil. Saat ini pasar butuh ‘aksi nyata,
bukan hanya janji tanpa ‘r‘ealis:asi.'
" penting juga untuk mengurangi atau menghilangkan
kegaduhan .di dalam negeri yang tidak perlu. P'emer-
intah harus menunjukkan soliditas dan kompak dari

atas dan bawah. Di tengah situasi ekonomi global :

"yang kurang kondusif, pemerintah harus Iebnh aktif
berperan mendorong perekonomlan ‘

Pasar Uang )
Bloomberg Do!lar Index mengemukakan saat
dibuka di akhir pekan lalu (2/10) dimana rupiah me-

lemah' 9 poin atau 0,06% ke Rp14.700 per dolar ;

- AS, Nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan
- mengikuti tren arah mata uang di kawasan Asia.

" Di tengah kondisi perekonomian global yang
belum membaik, dolar AS tampaknya dinilai pelaku

pasar sebdgai satu-satunya mata uang 'safe haven. .
Sentimen eksternal masih menjadi penahan bagi nilai

tukar rupiah untuk kembali terapresiasi Apalagi, The

Fed juga belum memastikan kapan suku bunga acuan-

nya akan dinaikkan.

Data manufakiur Tiongkok yang ‘mengalami
_ penurunan serta proyeksi pertumbuhan ekonomlnya_

yang pada tahun ini juga'masih melambat menambah |
sentimen negatif bagi mata uang rhpiah. Dari dalam _
_negeri, ekonomi- Indoﬁeé'ia yang masih akan ‘mengal-

~ami perlambatan pada tahun ini juga masih menjadl

terlebih hal ini membuat senti-
| men positif dari domestik terkikis.- Tepat jika di tengah

Bahkan sangat

rupiah Secara fundamental beberapa sektor usaha
di dalam negeri masih mengalami perlambatan seperti

. pertambangan dan manufaktur.

Selain itu, -berbagai paket kebijakan ek0n0m|
yang telah dlketuarkan oleh pemerintah dan BI diperki-
rakan berdampak pada jangka menengah dan pan-

_jang, sehingga belum direspons pada ‘saat ini. Sen-

timen positif dari kebuakan pemernnt,ah dan Bl serta

‘data ekonomi-yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)
- bahwa pada September 2015 terjadl deflasu 0,05%,
‘juga belum dlrespon pasar, '

Faktor eksternal masih menjadi sentlmen uta-
ma b_agl fl_uktuas] nitai tukar rupiah. Namun, potensi

rupiah kembali menguat masih cukup terbuka menyu- -

sul paket kebijakan ekonomi jilid 1l ya_ng dinilai cukup
menggiurkan bagi investor untuk masuk ke Indonesia.

" Dampak dari kebijakén pemerintah itu memang tidak

akan langsung bagi penguatan rupzah namun ke de-

" pannya rupiah masih positif.

Hal itu sudah tampak pada transaks1 Kamls
{1/10) saat nilai tukar rupiah bergerak menguat men-

jadi Rp1 4.654 perdolar AS dibandingkan sebelumnya:

di posisi. Rp14,657 per dolar AS. Sebelumnya nilai tu-
kar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus kisa-
ran Rp14.800 per dolar AS sehmgga menjadl level

" terendah sejak 1998 silam.
Sejak saat ini potensi penguatan rupaah bakal

tertopang .oleh sentimen positif dari kebijakan eko-

nomi jiolid | dan -l serta kebijakan Bl dengan segala .
turunan kebljakannya Pemerintah melalui Menteri |
- Keuangan juga ikut melayangkan sentimen positif ke
_pasar dengan mengétakan serapan anggaran pemer-

intah baru 60%, tetapi segera membengkak dalam
waktu dekat. ‘
Semua upaya pemenntah dan BI di atas akan
mampu mengoreksi persepsi investor di pasar uang
yang. memprediksi rupiah akan terus merosot menuju

posisi Rp1 5.000 per dolar AS. Keyakinan mereka ber- :

dasarkan suplai dolar AS y'ang‘ masih kering di saluran
pasar uang. Namun dengan kebijakan DHE yang lebih
pro investor, diyakini likuiditas dolar, AS di pasar uang
domestik kembali menguat sehlngga pasokan dolar

-AS akan lebih mudah dan lancar.

Sejauh ini Bl secara konsisten menagih DHE

‘perseroan yang belum ditransfer ke bank devisa
dalam negeri. Bila perseroan tidak membayar denda,

otoritas moneter itu mengancam akan memblokir ke-
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EKONOMI & BISNE . |

giatan ekspor peruéahaan .dan berkoordinasi dengan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Bila perseroan ti-
dak menurut, Bl akan menjatuhkan sanksi admlmstra—
tif berupa denda sebesar 0,5% dari nommal DHE yang
belum diterima atau pallng banyak Rp1 00_ juta.

- Dari gamba_fan di atas, di akhir pe‘k'an lalu

" {2/10) kurs rupiah -‘dipe‘rkirékan akan ditutup. pada’

kisaran Rp14.600 - Rp14.650 per dolar AS dengan
kecenderungan menguat. Sementara untuk pekan ini
_kurs rupiah masih melanjutkan penguatan pada kisa-

ran Rp14.500 - R'p14;.600 per dolar AS. Proyeksi kurs

ini sudah mempertimbangkan kemungkinan- The Fed
menaikkan FFR entah di Oktober, Desember atau bah-
kan di kuartal pertama 2016

_Pasar Modal ‘ '
' Pada_Kamis lalu (1/10), Indeks Harga Sa-
ham Gabungan (IHSG) naik ‘30,1 poin, berkat pen-
guatan saham-saham berbasi_s komoditas. Investor
domestik yang semangat berburu saham. Mengawali

perdagangan, IHSG naik tipis 7,502 poin-{0;18%) ke

lével 4.231,410. Investor asing malah memanfaatkan

kesempatan ini untuk mengambll untung. o
Sebagian investor- merespon positif data

Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan Sep-

tember 2015 terjad| deflasi 0,05%. Sementara inflasi

~ kumulatif, Januan September 2015, adalah 2, 24%.
Akhlrnya, pada penutupan. perdagangan

Sesi |, IHSG melaju 35,728 poin (0,85%). ke level

4.259,636 didorong aksi beli selektif investor. domeSP ‘

‘tnk Hamplr seluruh indeks sektoral bisa menghijau.
Aksi beli marak dilakukan investor domestik. Saham-

saham komoditas naik paling tinggi hingga penutupan

perdagangan.

Lalu, mengakhiri perdagangan, Kamis (1/10)
IHSG ditutup naik 30,968 poin (0,73%)} ke level
4.254,876. Sementara Indeks LQ45 dltutup bertam-
bah 6,793 poin (0,96%) ke level 711, 769’ Transaksi
investor asing hingga sore hari ini tercatat melakukan

" penjualan bersih (foreign net sell) senllal Rp1 67, 155 '

miliar di seluruh pasar.
Perdagangan berjalan moderat dengan frekuensi

transaksi sebanyak 255.820 kali dengan volume 5,414
miliar lembar saham senilai Rp4.63 triliun. Sebanyaki

| 169 saham naik, 103 turun, dan 83 saham stagnan.

" Di bursa negara lain, pasar saham Tiongkok

. dan Hong Kong tutup menyambut hari kemerdekaan.
Bursa saham regtonal yang tetap beroperasi ditutup

E hltungan kepada mvestor

" kompak menguat. ihdek‘s.'. Nikkei 225 melonjak 334,27
- poin (1,92%) ke level 17.722,42.

Indeks Straits
Times naik 12,25 poin (0,44-%) ke level 2.803;14. '
: Sedangkan bursa saham Wall Street juga ditu-
tup naik tipis pada perdagangan Kamis (1/10). Hanya
indeks Dow Jones yang _b'erakhir turun -tipis 0,08%.
Investor menUn'ggu laporan tenaga kerja bulanan,
dan juga laporan kinerja kuartal lll para perusahaén

' Sepanjang perdagangan, pergerakan saham naik tu-

run: Bursa saham ]uga massh dihancui perlambatan‘
ekonoml global dan ketldakpastlan soal kenalkan suku .
bunga oleh The Fed.

" Angka tenaga kerja AS bisa memberlkan per-
terkait ‘kondisi ekonomi
AS, dan menjadi petunjuk apakah The' Fed akan me-
naikkan suku bunga acuannya bulan ini. Indeks Dow
Jones turun tipis 12,69 poin (0 08%) ke 16.272,01.
Indeks S&P 500 naik 3,79 poin {0,2%) ke 1,923,82.

-Indeks Nasdaq naik 6, 92 poin {0,15%) ke 4.627,08.

Di akhir pekan lalu {2/10), IHSG berpeluang
menguat' kembali pada kisara'n,4_.275_.—4.325_ ditopang
oleh data ekonomi dbmestik yang positif. Salah satun- -

. ya angka BPS tentang- defIaS| sebesar 0,056%. Dengan

tren yang membaik itu, maka target inflasi Bl untuk
2015 sebesar 4 +/- 1% akan tercapal Di pekan ini,

- IHSG berpeluang masih melan]utkan lpenguatan pada
" kisaran 4.325- 4.375 seiring dengan respon DOSltlf

pelaku pasar terhadap‘paket kebijakan ekonomi | dan |

Il serta kebijakan B! yang lebih pro pasar.

Apalagi secara teknikal, tren IHSG juga terli-
hat peluang untuk kempali membuka pola penguatan
_da!am jangka men'engah-panjang'. . Jangan - diabaikan
juga rencana BPJS Ketenakerjaan {dahulu Jamsostek)
yang diberitakan akan menaikkan porsi investasi di
pasar saham 12%. hmgga 18% BPJS Ketenagaker—
jaan ini- mellhat bahwa por5| mvestasmya akan dit-

‘ambah karena saham-saham sedang murah.

Menurut BPJS Ketenagakerjaan, kini saatnya

| masuk ke pasar ‘saham karena sudah undervalued.
' BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengelola dana hingga

Rp200 triliun. Saat ini investasi BUMN tersebut di
pasar. saha’m sudah mencapai Rp40 triliun. Rencana’
Kementerian ESDM mengubah kebuakan juga blsa :

membantu mendongkrak IHSG..

“Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-

eral (ESDM) berwacana. mengubah kebijakan di sek- .| a
 tor pertambangan dan energi.
" menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pada

Perubahan itu untuk
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glhrannya mengakseleraSI pertumbuhan ekonoml Pe-

rubahan itu akan dilakukan di level undang- undang
. dan peraturan npmerlntah .
Dalami hal ini UU No. 4/2009 tentang Mmeral

dan Batu Bara masuk ke Program Legislasi Naslonal--

2015. Lalu PP No. 77/2014 tentang Perubahan Ke-
| tiga Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu
Bara juga telah direvisi dan sedang dalam. tahap pem-
bahasan di Kementerian Koordinator Perekonomian.
"~ Menurut Kementerian.ESDM, PP No. 77/2014
sangat tidak - masuk akal. Di dalam aturan itu, di-

katakan para pelaku usaha pe_rtamban'gan baru bisa

mengajukan perpanjangan kontrak atau méngubah

status usaha pertambangan minimal dua tahun se-
Investasi ‘di mineral |
‘ .izin‘usaha pertambangan (IUP} yang baru mencapai pro-

‘belum masa kontraknya habis.
~ dan batubara memerlukan dana besar sehingga perlu

waktu persiapan dan studi yang panjang. Jadi, pemer-

‘intah ingin membuat segala sesuatunya masuk akal.

Karena tu, Kementenan ESDM mengubah
masa pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan
Untuk mineral logam dan batu bara, perpanjangan
kontrak. atau perubahan status usaha bisa dilakukan
minimal 10 tahun dan maksimal dua tahun sebelum
masa kontrak habis. Untuk mineral nonlogam, bisa di-

o ajukan minimal lima tahun dan maksimal satu tahun

" sebelum kontrak habis. Dengan,dem;klan, kepastlan
investasi tersebut akan berdampak positif bagi per-
'ekonomiah nasional. Bila kepastian cepat diberikan,
kepastian penggunaah barang dan jasa dalam neg-
eri juga bisa diberikan. Tenaga kerja lokal pun bisa
diserap dari kegiatan‘investasi‘tersebut. o ‘

Di samping merevisi PP, pe'meri'nt‘ah akan 3
mengkaji ulang UU Minerba. Beberapa poin yang

akan dikaji ulang ialah pengajuan perpanjangan kon-
trak yang akan. diatur lebih rinci di PP-'dan_ pelepasan

(divestasi) saham. kepada pemerintah. Maka, untuk

sementara wa‘ktu, supaya tidak ada pelanggaran,
pémérintah bisa mengusulkan peraturan - pengganti
UU {perppu). Adanya perppu itu memberi’ kepastlan
hukum bagi investor:

- Di soal perubahan regulasu dl level UU dan PP, -

Kementerlan ESDM juga sudah merevisi kebuakan yak-

r_u.mula; pertengahan_tahun ini sudah d;pangkas periz- .
inan di sektor pertambangan. Dari 62 perizinan dipang--

kas menjadi 18 perizinan, 11 di antaranya dilimpahkan
ke Badan Koordinasi Penanaman Modal {BKPM). \

' . Sejak Januari 2015, perizinan di sektor kelis-
trikan dan minerba sudah mulai masuk p‘eIaYanan ter-

padu satu pmtu (PTSP) di BKPM Untuk sektor mlgas

“di 1 Oktober 2015 lalu ada sisa 12 izin yang akan
‘masuk ke BKPM. Saat |tu perizinan sektor ESDM ada

di BKPM semuanva
Kementerlan ESDM j Juga akan tetap konsusten ‘

" menjalankan - penghiliran sesuai dengan peraturan

yang ada. Pemerintah tidak akan mengelﬂarkan izin
ekspor konsentrat bila tidak ada komltmen memban-
gun fasilitas pengoléhan dan pemurnlan (smelter).
Dalam uu Minerba yang saat ini berlaku, pemban-

gunan smelter tidak harus dibangun tiap perusahaan

pertambangan. Perusahaan- perusahaan tersebut bisa
bekerja sama membangun smelter. Ini lantaran tidak
semua mlneral membutuhkan ‘smelter.

Hlngga Juli 2015 lalu, sebanyak 97 pemegang

gres hingga 5% (studi kelayakan), 12 pemegang IUP
yang progres smelter-nya 6%-10% {sudah memiliki izin
amdal), 18 pemegang IUP yang progresnya sudah kon-

- struiksi awal, 18 pemegang IUP yang progres smelternya

pertengahan konstruk'si', 9 pemegang IUP yang progres '
smelternya sudah akhir konstruksi, dan 28 pemegang
IUP yang sudah mencapai tahap commissioning. .
-Dalam’hal ini, pemerintah akan memberlaku-
kan pemberian tax holiday atau tax allowance dan
pembebasan bea masuk barang’ modal, - Selain itu,

- pemerintah akan membebaskan PPn pembelian emas

di dalam negeri untuk mendorong para pemegang IUP
dan KK membangun smelter di dalam negefi..
‘Masalah penghlllran memang menjadi ‘topik

.yang henguat dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah sudah memperpanjang jangka waktu agar

' penghllaran di sektor sumber alam dapat ‘terealisasi

pada 2017. Namun, sejumlah kalangan mendssak |
agar jangka waktu 2017. tidak ‘menjadi- harga mati. -

',Kebutuhan untuk mewujudkan berdirinya 'pabrik pen-

golahan atau smelter sangat besar.. .
- Para pengusaha memiliki keterbatasan dalam

‘hal pendanaan di tengah situasi -perekonomian global |

yang sedang menurun. Dltambah lagi , harga-harga

‘barang tambang juga sedang mengalami' penurunan

sehingga para pelaku usaha perlu menghitung ulang . -
rencana bisnisnya. Barangkali arah klebijakan di sek-
tor minerba ini juga harus menjadi perhatian investor
pasar saham untuk menentukan sikap investasinya

.yang setidaknya hisa mendongkrak indeks saham
sektor pertambangan.

Rk
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‘.Jakarta, 2 Qktober 2015 (Business New.é}

Dengan penundaan kenaikan suku bunga
. di Amerika Serikat, Fed Fund Rate (FFR), oleh The
Fed pada 16-17 September lalu, perekonomian dunia
kembali. dihadapkan pada ketidakpastian yang makin
| panjang. Spekulasi pun merebak yang sangat tidak
. menguntuﬁgkan_ posisi negara—negera berkembang
- femerging economies), termasuk Indonesia.

~ Tak hanya itu saja, mata uang dolar AS juga

" menguat sepanjang tahun ini yang- membuat mata’

uvang kawasan Asia- menggelepar. _Apalagi" setelah

~ Presiden Federal Reserves New York William C. Dud-

ley mengatakan langkah kebijakan perigetatan mung-

_ kin akar diambif secara bertahap Ini signal cepat atau
Iambat kenaikan FFR bakal meWUjUd

Presiden -The -Fed San Francisco John ‘Wil

liams juga me’ngharapkar’r_suku' bunga akan naik se- ‘|
cara bertahap dan mengihgatkan'-bahwa akan terjadi

. kenaikan harga rumah. Kalangan -ahli strategi valuta
asing memproYek_sikan dolar AS dan yield AS akan

‘naik ketika The Fed menaikkan suku bunga tahun ini.-

M'enuru't‘ Williams, bulan Oktober tetap menjadi pili-
han untuk peningkatan FFR tehap pertama.
Ketua.The Fed, Janet Yellen mengatakan
pada 24 September lalu, bahwa dia merasa kemung-
'7 kinan The Fed akan menaikkan FFR tahun ini untuk
: pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Jika The
Fed merealisasikan janjinya menaikkan FFR, maka
- harag dolar AS akan makin melambung. L
Bagr Indonesia, sudah ditehaui melemahnya

rupiah memberikan tekanan yang kuat-terhadap per--

ekonomian 'nasiohal Maklum, penguatan dolar AS

terhadap ruplah sangat memukul dunia usaha. imbas-
nya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari

berbagai sektor terus dilakukan hingga saat ini. _

Jika perlambatan ekonomi' terus berlang-
sung, bukan tidak mungkin Indonesia jatuh kembali
menjadi negara miskin.. Banyaknya pengangguran
baru, bangkrutnya dunia usaha serta hengkangé

nya orang-orang kaya dari. Indonesia, bakal men-

- jadi prestasi buruk yang dilakukan pemerintah saat
.ini. Jawaban yang bisa diberikan pemerintah dalam
menghadapi- krisis ini adalah kiasik, yakm menung-
-gu "badai pasti berlalu

_ imbulkan oleh badai ekonoml tadi.

Memang badai krisis pasti berlalu, walaupun
masalah tersebut tidak ditangani sama sekali. Tetapi'
permasalahannya berapa kerugran yang sudah dit-
PHK bukan lagi
merupakan ancaman, tetapi memang Renyataan' yang
sedang dihadapi Indonesia saat ini.'Kuatnya dolar AS
membuat industri domestik tidak lagi mampu membeli .

“bahan baku dan bahan penolong yang sebagian besar
‘'memang masih didapat dari impor.

Dengan demikian, banyak dunia usaha yang
mengurengi tenaga kerjanya dikarenakan memarng

~ terjadi penurunan produksi. Bukan hanya penurunan-

produksi, tetapi banyak perusahaan yang sudah gu-

lurig tikar. Jadi pemerintah harus mewasadai hal ini..
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia

{Apindo} Hariyadi Sukamdani mengatakan sepan-

jang September 2015 telah terjadi 27.000 PHK. Hal

itu terjadi lantaran berbagai‘hal, di antaranya karena

pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan pelambatan _

ekonomr domestik. . ‘
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jami-

‘nan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat lebih dari

724.000 pegawai yang mencairkan dana jaminan hari

“tua (JHT). sepamang Januari- September 2015 Dari

Jumlah tersebut, sebanyak 210.000 pegawai di anta-

‘ranya mencairkan JHT di bulan September 20156.

Pémerintah berdalih, PHK terhadap pekerja di-

- latari herbagai alasan pasca melemahnya rupiah. Rata-

rata PHK dilakukan perusahaan karena untuk efisiensi
atau nt‘eningkatnya beban produksi akibat bahan baku
rmpor mahal. Namun, sebagian buruh di-PHK dengan
cara tidak dlperpanjang kontraknya.

Di sini terdapat tiga kategori PHK yang ter-
jadl yaltu perusahaan tutup total sehmgga semua pe-
kerja harus terkena PHK, perusahaan melakukan ra-
sionalisasi sehingga mengurangi jumlah pekerja, dan
adanya pekerja yang' berpotensi terkena PHK. Yang

' terbanyak adalah pekerja yang berpotensi di—PHK. '

Secara umum kegiatan bisnis saat ini. sudah
sangat sulit. Bany’ak pengusaha truk harus merumah-
kan karyawannya Contohnya, seperti di pelabuhan

‘ Tanjung Prrok dimana truk: trailer angkutan peti ke-

mas lebih ‘banyak parkir di garasi, karena tidak ada
Iag| muatan yarig harus diangkut. Banyak pemilik truk-
harus mengembalakan armadanya kepada krediturnya,
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karena tidak mampu membayar cicilan.
Di pelabuhan paling subuk di Indonesia itu, kini
nampak lengang. Sejumlah lapangan penumpukan,

hanya berisi peti kemas kosong. PHK besar-besaran

juga bakal terjadi pada sektor bongkar muat, karena

| - sampai saat ini, arus barang yang masuk terus menu- )
‘run. Kalau arus barang sedikit, yang dlbongkar juga

sedikit, lama kelamaaan PHK pasti terjadl

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain,
maka dampak dari pelemahan ekonomi global terha-
dap Indonesia adalah yang paling parah. Ini lantaran
daya saing produk nasional sangat rendah. Di tengah
persalngan global, daya saing menjadl faktor utama
memenangkan persaingan. o

Maka, untuk mengurangl PHK pemenntah ha-
rus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih

baik dari waktu-waktu lalu, terutama menyusul sejum-

lah proyek infrastruktur yang sudah berjalan. Apalagi,

belanja pemerintah juga mendorong pertumbuhan eko-

nomi. Keyakinan itu setidakihya didukung. oleh data
penjualan semen.yang naik. Ini terpicu karena sebagian
proyek infrastruktur pemerintah sudah berjalan.

Pada kuartal 11/2015, Badan Pusat Statistik

“““GRUWTHMSER;B{B%W . |

(BPS} mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indone-

sia 4,67 % tyoy), lebih rendah dari kuartal | yang sebe-

sar 4,7%. Pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi

kuartal 1| dan IV akan lebih tmggn karena data Asosia-
si Semen lndonema {ASI) menunjukkan konsum5| se-
men di bulan Agustus 2015 naik 11%.. Adapun pada

-bulan September 201 5 sebesar 6% dari penode yvang -

sama tahun lalu. _

Dengan data pertumbuhan
konsum’s_i semen tersebut, ka-
‘langan ekonem memperkirakan
pertumbuhan ekoriomi Indonesia
kuartal Il dan IV berada pada
kisaran 4,8-5,1%. Sedangkan

EBNSTRM?ED INﬂﬁ ;,.“.' sampai akhir tahun,. pertumbu-
= han ekonomi diproyeksikan han-.
ﬁm - . ya mencapai 4,8-5,0%.

Perkiraan pertumbuhan eko-
nomi yang mendekati 5% Sérripai
akhif tahun ini juga diprediksikan
oleh sejumlah lembaga 'interna-
sional. Terakhir Bank Pemban-
gunan Asia {Asian Development .
Bank/ADB} memangkas prediksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia

'tahun ini. darl 5,5% menjadi 4,9%.

Walau sampai akhir tahun diperkirakan tldak
akan mencapai angka 5%, namun pencapaian itu di-
anggap cukup baik jika dlbandlngkan sejurmlah negara

‘yang mengalami perlambatan ekonomi lebih dalam.

Selain belanja, pendorong pertumbuhan ekonomi In- |
donesia kuartal 11 dan IV adalah konsumsu masyara-'

' kat yang masih tinggi.

Konsumsi maSyarakat memba|k seiring - den-

'-gan adanya efek berganda atau multiplier effect dari

proyek mfrastruktur Pembangunan infrastruktur mu-
lai menambah jumlah lapangan kerja sehingga ke-
mampuan daya beli masyarakat meningkat.

Disinilah pemerintah merespon desakan ka-
langan pelaku usaha tadi dengan menerbstkan paket

" kebijakan ekonqml pada 9 September falu, d|susul pa-

ket jilid dua pada 28 September. Memang paket kebi-

- jakan ekonomi episode pertama tidak akan bisa lang-
" sung d:rasakan dampaknya oleh pelaku dunia usaha

dalam waktu dekat Kebijakan ini sengaja dlkeluarkan

‘untuk mengata3| persoaian ekonomi untuk jangka

menengah panjang. ‘
Paket deregulasi dan deblrokratlsaSI ini bukan-

' lah obat bagi rupiah’ yang kian melemah dan pasar

yang terus mengalami penurunah. Peran Bank Indo-
nesia (Bl) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah

harus turun tangan dan bersmkronlsaS| dengan paket .|

kebuakan ekonomi tadi.
' - Pemerintah masih yakin dengan program tiga
‘paket kebuakan Kebuakan tersebut, pertama mendo- '
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" debirokratisasi,

: penurunan dalam beberapa bulan tt_arakhlr

P

rong dava saing mciustn nasional melaluu deregulasn
‘penegakan hukum dan penmgkatan
kepastian usaha

Kedua, mempercepat |mplementa3| proyek

- strategis nasiona dengan menghilangkan hambatan
‘yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pen-

gadaan barang, serta memperkuat peran kepala dae-

-

rah untuk mendukung program strategis itu. Ketlga,

_ memngkatkan investasi di sektor properti.

. Di paket ekonomi jilid kedua yang dinilai Ieblh
riil dan aplikatif, dunia usaha bisa berharap efeknya

lebih cepat dlrasakan. Misalnya, pemberian diskon |

pajak bagi eksportir yang menempatkan devisa hasil
ekspor (DHE)-nya ke perbankan devisa domestik. Juga
diberikan fasilitas kecepatan proses penyelesaian ijin
in'vestadi di kawasan industri paling lama hanya tiga
jam. Semua ini tampak lebih riil dan konkrlt serta bisa
langsung dikerjakan.- -

‘ Yang menarik, pemenntah memlal dua paket
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan belum cukup un-
tuk menstabilkan kondisi ekonomi, Oleh. karenanya,
pemaerintah akan me'rillis, Paket kebijakan ekonomi jilid

‘tiga untuk melengkapi dua paket sebelumnya. Menu-

rut Presiden Joko Widodo,. paket kebijakan ekonomi |

. yang ketiga akan fokus untuk memperbaiki ekonomi
‘dalam jangka pendek dan menengah.. . -

EKONOMI & BISNIS | '

 Agar bisa memberlkan hasil dalam tempo yang
relatif cepat, pemerlntah sedang menylapkan insentif
bagi masyarakat, agar daya beli mereka meningkat.

- Insentif yang dimaksud diantaranya upaya menguran-

gi beban perbankan, supaya bunga bank bisa turun.
Biaya-biaya di datam bank harus dlef131enkan supavya

: _-mereka mau menurunkan bunga pinjamannya.
Selain itu, Juga akan digenjot proyek pa- |-
. dat karya sehingga tersedla lapangan ker;a, Tujuan-

nya agar penghasﬂan masyarakat bisa terjaga, dan
pada akh|rnya mempertahankan ‘daya . beli. Untuk

itu, pemerintah akan mendorong penggunaan dana .

pembangunan infrastruktur yang ada di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dana

desa. Padat karya dari dana desa akan difokuskan.

- Terakhir, Pertamina diminta untuk men-
gevaluasi kembali harga bahan bakar minyak (BBM}.

~ Pemerintah berharap masih ada ruang bagi Pertami- .
'na menurunkan harga BBM, meskipun kecil. Dengan

upaya-upaya tadi, pemerintah'berhara*p_ badai ekono-
mi akan segera berlalu karena masyarakat pun lebih
optimis menyongsong masa depannya. {Rk)

Jakarta, 2 Oktober 201 6 {Business" News)

-

“Federasi Pengemasan Indonesia.(FPI) melapor-.

kan permmtaan terhadap produk kemasan mengalaml'

Dengan
melihat itu, pelaku industri pengemasan pesimistis
target pertumbuhan tahun ini sebesar 8% dapat ter-

capan Ariana Susaniti, Direktur Pengembangan Bisnis
FPI, di Jakarta, {1/10), memperkirakan pertumbuhan :

hanya berkisar 3%-4% dari tahun lalu yang mencapai
Rp70 triliun. Dia menjelaskan bahwa selama ini pe-
milik merek yang membutuhkan kemasan mengontrak
‘pemesanan untuk jangka waktu minimal satu tahun.
Namun dengan Iesunya konsumsi pasar do-

| mestik, pelaku lndustrl tersebut menurunkan produksn

FPI: PERMINTAAN TERHADAP PRODUK KEMASAN TURUN |

‘d'én berdampak pada kontrak pada industri pengema; '
| - san yang saat ini hanya dipesan untuk jangka waktu
. tiga bulan hingga enam bulan. Dia mengatakan saat

ini masih banyak bahan baku yang dumpor sepertl biji
plastik yang 50% diimpor, kaleng dengan standar ter-
tentu. Adapun bahan baku yang tersedia sepenuhnya :
di dalam negeri seperti kertas dinilai masih mahal. ‘Se-
lain itu, masih banyak juga pesanan kemasan yang

lari keluar negeri. Misalnya seperti kemasan premium

maupun jenis produk lain yang dipesan dalam jumlah
vang sedikit. ‘

Selain perlemahan permintaan, produktlwtas
industri dalam negeri Juga terhambat tingginya biaya

logistik dan transportasi yang mencapai 18% dari be-
- ban produk3| Untuk itu, - perbalkan mfrastruktur akan
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meningkatkan pertumbuhan industri kemasan. Pemer-

intah juga diharapkan bisa foku_s, memperbaiki infra-

struktur, sehingga.dapat menarik minat investasi.
Pelaku ' industri. kemasan, lanjut dia, juga

meminté}. pemerintah untuk. menurunkan bea ma-

suk bahan baku kemasan. Pasalnya, pasokan bahan
baku kemasan plastik hanya bisa dipenuhi 40% dari

dalam negen Menurut dia, pasar kemasan lokal terus
: tergerus akibat semakin banyaknya pelaku ritel yang
mengimpor produk konsumsi yang sudah dikemas. -

“Kami meminta pemerintah tidak meémbatasi material

' dan bahan baku impor, serta menurunkan bea ‘ma-
" suk,” katanya. ' :

_ Dia menambahkan target pertumbuhan ‘tahun
ini tidak lepas dari harapan asosiasi terkait tuntutan

‘kepada pemerintah untuk menurunkan minimal 5%

atau pembebasan bea masuk untuk -bahan baku in-
dustri hilir plastik. Saat ini beban bahan baku meme-

gang porsi mencapai 60% dari total biaya produksi
‘kemasan. Kebutuhan bahan baku di-industri kemasan
plaétik 50% masih dipenuhi .dari basokan impor Ini.
disebabkan karena pasokan di dalam negeri yang ma-

5|h ‘belum’ mencukupi.
Sementara itu, Budi Santoso Saduman Wakll

‘Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefm dan Plastik

Indones:a {Inaplas), mengatakan penurunan tarif bea
masuk impor bahan baku plastik dapat mengganggu
industri hulu. Alasannya, rencana penurunan bea ma-

suk itu _belum tentu efektif dampaknya. Jika diband-

ingkan, negara-hegara lain juga menerapkan bea ma-
suk:impor yang hampir sama 10%, bahkan ada yang
12%.

Saat ini umporta5| bahan ‘baku plastik® Ieb—

ih banyak dari kawasan negara ASEAN, yang pada

dasarnya 0% bea masuknya. Dikatakan; di Timur Ten-

. gah itu tidak ada surplus untuk bahan: baku piastlk
sebab . di negara-negra tersebut penyerapannya juga:
sangat besar. Jadi harus hatl hati dalam menerapkan

- . | PUPR bertanggung jawab urusan teknis. Rapat kami

kebijakan p_embebasain bea masuk. :
Selain untuk membangun industri hilir plastik,

- pihaknya "juga mempertih’nbangkan kondisi in.dustri'

hulu plastik nasional, jika bea masuk impor tersebut

‘benar-benar diturunkan. Selain itu, Budi menilai, penu-
runan atau pembebasan bea masuk bahan baku plas-.

tik_dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi
serta ekspansi mdustrl hulu yang saat ini sedang ber-
jalan

lST)

‘DPRD DKI ANTISIPASI
PROYEK SODETAN
CILIWUNG-KBT
- Jakarta, 2 Oktober 2015 (Busmess News)

DPRD DKI Jakarta sudah ancang-ancang pen-:

.gawasan serta antisipasi proyek sodetan Ciliwung -

Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek sodetan sudah sam-
pai am'l)ing shaft {(titik temu) yang berada’ di Jalan
Otista Ill.” Tetapi masalah pembebasan lahan belum
berjalan mulus terutama di kawasan Bidaracina seb-
agai jalur masuk.

o "Karm minta sertlptkatnya (warga Bidaracinal,

| supaya jelas. Kami akan cek, betul tidaknya SHM

(sertipikat' hak' milik) atau HGB (hak guna bangunan).
Kalau - {sertipikat) ;elas, anggota Dewan bisa' mem- !
bantu, dan {fungsi) pengawasan bisa efektif berja-
lan. Kami memikirkan dan memberi masukan kepada |

.pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur-

nama) bagaimana ganti ruginya,” Siegvrieda (Vrieda)
Lauwani, anggota Komisi A DPRD DKl Jakarta men-
gatakan kepada Business News {1/10). , _

Komisi - A juga sudah mengadakan pemba-
hasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Pe-’
ru‘mah.an Rakyat {PUF‘B) terkait dengan rencana peng-

- gusuran di kawasan. Bidaracina (Jatinegara, Jakarta
Timur). Teknis pengerjaan proyek sodetan Ciliwung

merupakan ranah Kementerian PUPR. Tetapi langkah
antisipasi terhadap seperti kericuhan. penggusuran

- Kampung Pulo adalah tugas Pemprov DK1 Jakarta dan

DPRD. Permukiman kumuh Bidaracina akan tergusur
untuk proyek sodetan Ciliwung — Kanal Banijir Timur
{KBT). Permasalahan yang signifikan terkait dengan
tugas Komisi A yakni masalah ganti rugi. Kalau war-.

' ga yang tidak terbukti menduduki tanah negara, dan ‘

- pemermtahan

kaitannya dengan agraria, harus mendapat ‘ganti rugi
yang pantas. “Warga juga berhak dilindungi. Menteri

{dengan Kementerian PUPRY) baru hari ini {1/10), nanti
ada rapat lanjutan untuk proyek. sodetan Ciliwung di
Bidaracina,” kata politisi PDI Perjuangan, kelahiran Ja-

“karta, 16 Agustus 1967,

" Hal-hal terkait dengan tugas Komisi A yakni:
‘termasuk -urusan penggusuran ka-

_wasan kumuh dl Jakarta Belajar dari pengalaman !

kefusuhan Kampung Pulo, Vrieda berharap ada arah
kebuakan Ahok yang Ieblh terarah "Kami maunya,
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‘pak Ahok menyiapkan dulu tempat tinggal. Karena

| masyarakat juga khawatir kalau tidak ada penam-

pungan. Mereka juga berharap ada keselamatan ka-
lau ternyata penggusuran beru;ung bentrok sepert| di
Kampung Pulo.”

Komisi A yakln kalau pembahasan dengan'
Kementerian PUPR’ dan Dinas Tata Air Pemprov. DKI

bisa win-win ‘solution. Terutama hubungan DPRD
DKI' dengan Ahok yang sering ncuh dlharapkan tidak

terjadi untuk atasi proyek sodetan dan penggusuran
di Bidaracina. Pada saat proses mediasi draf APBD

2015 di Kementerian Dalam Negeri memang sem-
- pat ricuh. la mellhatnya bahwa dinamika perpolitikan
masih terjaga, dan wajar, “(DPRD dan Ahok) tetap
‘ada kekompakan (kerja). Rapat-rapat kerja {(Komisi A}
dengan dinas pertamanan, pemakaman berjalan den-
'gan baik. Kami mengikuti aturan main, dan menjaga
kekeluargaan. Kita tidak risih dengan pak Ahok. Ka-
lau temu, kita (anggota DPRD) sering foto bersama,

salam- salaman Pada dasarnya, tidak ada masalah,”.

kata dosen paruh waktu di Fakultas Hukum Universi-
tas Atma Jaya Jakarta. :

Di sisi lain, upaya menjalin komunlkaS| dan .

menampung aspirasi konstituen adalah keharusan.
Dulunya, Vrieda sebagai ketua DPC {(dewan pimpi-

nan cabang) PDI-P Jakarta Barat. Konstituennya juga -

banyak yang tinggal di daerah kumuh, seperti keca-
. matan Tambora (Jembatan Besi, Angke, Kali Anyar).
" Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terpadat
- se-Asia Tenggara dan daerah paling rawan kebakaran.
| la mengaku sudah akrab deﬁgan-'karakteristik wilayah

"para ‘konstituennya, ‘
bangunan berhimpit semi permanen, masalah kebersi-

termasuk rawan kebakaran,

‘lurahan, bahkan RT/RW."

han (sampah'),.f'e;\s.il-it'as air bersih dan lain sebagainya.

“Kebakaran sering terjadi di Tambora termasuk Jem- '
. batan Besi, Angke dan sekitarmnya. Saya juga. malam.

ini (1/10) harus langsung ke lokasi, temui korban. Ini

bentuk tanggung-jawab sebagai wakil rakyat. Saya ti-

dak melihat korbannya Tionghoa atau non-Tionghoa,

 tetapi sebatas kewajiban saya untuk temui, memban-

tu Iangsung di lokasi,” kata peraih gelar MH (Magister
_ Hpkum} Universitas Parahyangan Bandung.

- Pengalamannya selama mengunjungi daerah

kebakaran, antara lain pemberian bantuan. la merasa

_perll untuk temu langsung dengan keluarga korban.

Karena kalau bantuan diserahkan kepada ketua ke-
lompok 'atau pengurus RT/RW, sering tercecer. “Yang
paling gampang dan praktls kami berikan sembako.
Ada ibu-ibu yang pernah minta {bantuan makanan)
selingan, seperti kacang ijo, bubur. Saya pikir, seperti
menghibur mereka, saya penuhi permintaannya.”

~ Rapat DPRD DKI mengenai reses, yakni rahg— ‘
kuman kegiatan di daerah konstituen 106 anggota
| DPRD DKI. Bulan lalu, September mefupakan masa re-
~ ses. Vrieda menyerap.banyak keluhan terutama pen-
empatan sampah yang kurang memadai. Selain bau

busuk, tumpukan sampah sangat merusak pemandan-
‘gan. Kesehatan anak-anak terutama di perumahan ku-

- muh di Tambora semakin rawan karena sampah yang ‘.
“tidak terurus. “Ada juga yang mengeluh fasilitas air

bersih dari PAM (perusahaan ‘air minum} di Angke,

 Kali. Anyar. Reses selanjutnya kami didampingi oleh -
eksekutif {petugas Pemerlntah ‘Provinsi DKI Jakarta) |

dan satu staf ahli. Aspnrasu (masyarakat) d_nharapkan
bisa langsung turun sampai wa'likota',' kecamatan, ke-
(SL)
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PT RPN SIAP TINGKATKAN PRODUKSI PERKEBUNAN

Jakarta, 2 Oktober 2015 (Business News)

Dalam kondisi keterpurukan harga beberapa
komoditas perkebunan saat in| pemermtah seha-
rusnya bertindak karena banyak sekali rakyat yang
hidupnya tergantung-pada bisnis ini. Apalagi hampir

semua komoditas perkebunan sebagian besar diusa- .
hakan oleh masyarakat, kecuali kelapa sawit. Teg-

uh Wahyudi, Direktur Utama.PT Riset Perkebunan
Nusantara {RPN) menyatakan hal ini: kepada Bus:-
ness News. .

pungutan. Hal ini penting untuk mengembalikan gai-

rah petani supaya tetap mal mengusahakan komoda— .

tas perkebunan tersebut.

RPN sendiri untuk mengangkat kemball komo-'l

ditas perkebunan ini dihulu tetap akan menghasilkan

klon-klon unggul yang produksinya tinggi dan tahan"

terhadap berbagal hama penyakit dan cekaman.
Enam Pusat Penelitian di bawah PT RPN yartu
Pusat’ Penelltlan Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Karet,

Pusat Penehtlan Kopl dan Kakao, Pusat Penelitian Perke-

bunan Gula, Pusat Penehtlan Teh dan Kina. akan terus
menghasilkan klon-klon unggul sehingga produks: akan
semakin meningkat. Klon - klon unggul ini juga akan di-

perbanyak secara Cepat dalam jumiah banyak sehmgga '

berapapun kebutuhan’ petanl bisa dipenuhi..

Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bloidustri siap. .

memperbanyak klon- klon unggul tersebut dengan ber-

bagai' macam cara sepertl somatlc: embryogenesus dan

kultur jaringan. Selain itu kedepan tren komoditas adalah

,semakln ramah lingkungan dan lembaga ini sudah meng-

hasilkan banyak pupuk hayati dan pestisida alami: 4

_Di hilir penelitian diarahkan untuk menghasil-
kan produk-produk- h.i‘lir yang berdaya saing sehingga
nilai tambah bisa didapat. Déngaq cara ini Indone-
sia tidak lagi mengandalkan komoditas primer untuk
ekspor karena sejak jaman penjajahan Belanda juga

. sudah seperti itu tetapi masuk ke ‘ekonomi modern

dengan _menghasi!kan produk jadi. '

Khusus untuk kelapa sawit Teguh berharap'

Badan Pengelola Dana Pérkebunan Kelapa Sawit

’ menga!ukamkan dana yang- cukup besar untuk- riset,

Saat ini yang bisa dllakukan adalah mengha- -
- pus berbagai jenis hambatan tarif, menghapus PPN
‘komoditas perkebunan dan menghilangkan berbagai

i terutama ‘_risef di hilir.

v

“Kalau di hulu kita boleh di-
katakan sama bahkan lebih di banding Malaysia. Teta-
p| di hilir kita sangat ketunggalan katanya.. ‘
Apalagi- Indone3|a sebagai penghasil CPO ter- ‘
besar harusnya punya keunggulan di hilirnya. Kalau
dana dari BPDPKS ini cukup. besar maka dalam lima
tahun ke depan Indonesia bukan saja akan sama, |
tetapi bisa lebih unggul.dari Malaysia. Teknologi hilir
yang ingin dikembangkan Indonesia dari kelapa sawit
adalah bio. ehergy, bio food dan bio oleochemical.

Pusat Penelitian Karet juga membantu pemer- i

mtah dalam program hilirisasi karet Lembaga peneli-
tian ini terlibat: dalam penyusunan Keppres hilirisasi.
Selain itu sudah dihasilkan berbagai macam barang
jadi karet yang bisa dlhasﬂkan dalam- skala besar oleh
mdustrl ‘
’ Sedang kakao karena |ndustr|nya di Indone-
sia sudah berkembang pesat, saat. ini konsentrasi di
hulu pada klon-klon L_;nggul_ supaya produktivitas me-

. ningkat. Kalau tidak -disertai ‘penin‘gkatan pro_duksi di
- hulu maka impor biji kakao akan semakin méningl_cat.

Selain itu juga industri setengah jadi yang sekarang
"berkembang diharapkan akan se'makin ke hilir dengan
produk-produk jadi. D: harap ke depan akan ada brand
“ kakao Indonesia yang mendunia. _

Sedang kopi konsentrasi pada hulu untuk me- -
ningkatkan produktivitas dan menjaga serta mening-
katkan mutu kopi speciafty. Kopi-kopi terbaik dunia
ada di |nd0ne5|a dan ini harus- dlpertahankan dengan
+konsisten menjaga mutu.

Pada tebu Pusat Penelltlan Perkebunan Gula |

bekerjasama d.engan beberapa PTPN juga konsentrasi
mengembangkan klon-klon unggul. Revitalisasi PG

-yang - sekarang dilaksanakan .beberapa PTPN harus

diikuti dengan kenaikan pfoduktivi-tas tebu‘d_iti‘ngka‘c‘
petani.. Dengan cara ini maka PT RPN bérperan dalam
upaya mencapai swasembada gula nasional. ‘
‘ Teh juga konsentrasi pada klon-klon unggul
untuk m.enlngkatkan produktivitas. Saat ini indus-
tri' teh siap minum berkembang pesat dan karena
- produksi teh semakin menurun akibat fahan mulai me-
nyusut mereka mengimpor teh dari Vietnam. Dengan &
klon-klon unggul maka berkuranganya lahan dlharap-
kan tldak menurunkan produk5|
; {Sn)
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INDONESIA PUNYA KOPI KUALITAS DUNIA
TAPI PRODUKTIVITASNYA MASIH RENDAH

Jakarta,‘l2 OKtober 2015 {Business News}, '

Sebagai.produsen kopi dengan kualitas terbaik
dunia, namun produktivitas petani kopi Indonesia-saat
ini_ hanya menempati urutan ketiga terbesar setelah
" Brazil dan Vi.etham. Mengutip data Kementerian Perin-
dustrian, Iu_a's lahan kopi di IﬁdDheSia mencapai 1,24
juta hektare. Dari luas lahan tersebut, produktivitas
* tanaman kopi di Indonesia per tahun hanya 741 kg biji
per hektar untuk robusta dan 808 kg bl]l per hektar
untuk. arabika.

Diakui, produktmtas tersebut lebih rendah ]Ika
dibandingkan dengan Vietnam yang mampu mencapal
1.500 kg per ha per tahun per jenis pohon. Kendati
Indonesia menjadl produsen kopi dengan kualitas ter-
baik dunia, saat ini 5% produksi kopi diekspor dalam
~ bentuk mentah atau biji. Adapun sisanya dalam ben-
tuk instan, ekstrak, esens dan konsentrat. Padahal,

sejumlah jenis kopi specialty asli Indonesia telah ter-

kenal di dunia, seperti Gayo Coffee, Mandailing Cof-
fe, Lampung Coffee, Java Coffee, Kintamani Coffee,

Toraja Coffes, Bajawa Coffee, Wamena Coffee, dan

Luwat Coffee..

~ - Saimi Saleh, Wakil Ketua Umum | Asosiasi
Eksportir & industri Kopi Indonesia (AEKI), di Jakar-
ta, Jumat (2/10), meminta pemerintah mengeluarkan

program yang mendorong peningkatan produktivitas

dan nilai tambah komoditas kopi melalui hilirisasi di
dalam negeri sebelum dlekspor ke sejumlah negara.
Dia mengatakan kop| Indonesia memiliki kualitas ter-
baik di dunia, namun mavyoritas petani kopi selama ini
mengekspor dalam bentuk mentah atau biji kopi.

_ ‘Saat ini, Ianjutnya, dengan poten5| lahan
perkebunan kopi yang sangat besar,
f:nroduktivitas . perkebunan di Indonesia diperiukan

- guna menutupi kekurangan produksi kopi dunia. Saat

ini, kopi menjadi komoditas ekspor unggulan keempat

setelah kelapa sawit, karet dan kakao “dengan nilai ‘

;. devisa lebih dari USD1,4 miliar serta menghasilkan
! .Japangan kerja untuk 1,89 juta kepala keluarga.

Produksi kopi Indonesia_pada tahun lalu ter-’

‘catat sebesar 685.000 ton atau hanya 8,9% dari
produksi kopi dunia. Dari jumlah tersebut, 76,7%

-periing katan

pr_oduksi kopi kualitas kurang baik terus béikurang‘.-

. Sementara ftu, Indonesia berambisi mengge- .
. ser Brasil sebagai penyuplai kopi peringkat wahid du-
nia. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima. Posisi.

pertama penyuplal kopi dunia ditempati Brasil, kedua
diisi Vietnam, ketiga Kolombia, dan keempat Jerman.

" Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional

{Dirjen PEN), Nus Nuzulia Ishak, menegaskan Indone-
sia "harus bisa menjadi penyuplai kopl peringkat per-
tama dunia.

_ Nus melaporkan ‘Italia merupakan konsumen
utama kopi terbesar dunia setelah Amenka Serikat
dan Jerman. Di Uni Eropa sendiri, Italia adalah kon-

“sumen terbesar kedua di bawah Jerman, dengan kon-
~ sumsi sebanyak 546,780 ton ‘pada 2014. Potensi

yang besar ini, mienurut Nus, perlu dibarengi upaya

" keras menggenjot posisi Indonesia sebagai penyup-

lai kopi ke-5 dunia dari 348,830 ton tahunlalu, agar
dapat menggeser empéif‘-besar penyuplai kopi dunia:

Ekspor kopi Indonesia ke ltalia selama lima ta-
hun terakhir mengalami tren positif sebesar 10,14%.
Tahun Ialu, _Indonesia mengekspor kopi . sejumlah
29,750 ton dengan nilai USD69,64 juta. Nilai ekspor

- selama periode Januari-Juni 2015 meningkat ta- .
jam sebesar 65,86% dari USD26,66 juta menjadi

usD44,21 juta dlbandmgkan perlode yang sama se-
{ST)

tahun lalu.

merupakan jenis 'robu'sta dan 23,3% berjenis arabi- ' g g

ka. Kendati ekspor kopi didominasi dalam bentuk biji,

 tetapi dalam lima tahun terakhir produksi kopi dengan <

'_kualltas bagus memngkat hlngga 20%, di sisi lain

 Business News 8761/5: ﬂ? 20{5
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| PENGUSAHA DAN PEKERJA o
PERLU DUDUK BERSAMA ATASI MASALAH PHK

Jakarta 2 Oktober 201 5 (Busmess News} . -

Memburuknya_ perekonomian. . Indonesia

telah diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja
{PHK)}. Belasan ribu pekerja pun harus kehilangan

mata pencarian utamanya dalam tujuh bulan tera-

‘| khir. Pengusaha berda!ih,-lini terjadi-karena desakan

pertumbuhan' ekonomi yang buruk. Kementerian

Tenaga'Kerja (Kemenaker}. membenarkan adanya

hantaman tersebut.

Dengan melihat kond|5| tersebut Kemenaker"
 meminta kepada pengusaha dan pekerja untuk ber-

satu dan merumuskan langkah efisiensi yang tepat

di tengah pelambatan ekonomi yang masih berlan-
jut. Sahat Slnurat Dnrektur Pencegahan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industnal Kemenaker, Jumat
(2/10) mengatakan, kedua pihak itu harus memaksi-

1 malkan komunikasi bipartit untuk merumuskan solusi..

Menurutnya, untuk mengatam masalah PHK

kunci utama bukan ada pada pemermtah melain-

kan pada kedua pihak tersebut. Efisiensi yang bisa

T dilakukan oleh perusahaan, menurut dla, antara lain
adalah memangkas jam dan hari kerja pekerja, serta
mengurangi produksi sehingga biaya yang dikeluarkan

perusahaan lebih terjangkau. Intinya, mereka harus

. duduk bersama untuk mencari solu5| terkalt maraknya

PHK " katanya. . ‘
Hal senada juga diungkapkan rEkson' Silaban,
Direktur Labor Institute Indonesia. Ekson meényarank-

an kalangan pekerja dan pengusaha untuk bersedia
| melakukan efisiensi dengan memangkas upah pekerja

untuk beberapa _bulan terakhir. Pemangkasan upah
pekerja ini dinilai menjadi solusi cerdas untuk menjaga

. ketahanan finansial perusahaan di tengah pelambatan

ekonoml dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain skenario pemangkasan upah, dla juga_
menyarankan_ penudaan pelaksanaan upah minimum®.

pada tahl.i,n depan. Dikatakan, pemerintah hatus me-
nyepakati skenario ini sehingga dunia usaha bisa tetap

' .'be‘rtahan Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagaker-'__

jaan No. 907/2004 tentang Pencegahan Pemutusan

Hubungan Keqa Massal, pengusaha bisa mengurangl
upah dan tasilitas pekerja tingkat atas seperti tingkat
manajer dan direktur. Selain melakukan pengurangan 7
upah dan fasilitas kerja, surat edaran itu juga memuat

‘tentang penguranngan -jém kerja, membatasi kerja
lembur, mengUrangi hari kerja, merumahkan pekerja,

memberikan pensiun, dan t|dak memperpanjang kon-

“trak pekerja.

) Menguti;ﬁ data Asosiasi Pengusaha Inaonesia
{Apindo), sepanjang September 2015 telah terjadi

. 27:000 PHK. Hal itu terjadi lantaran berbagai hal, di

antaranya karena peieméhah .rppiah terhadap. dollar

AS dan pelambatén ekonomi nasional. Berdasarkan

data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

' Ketenagakerjaan tercatat Ieblh dari 724 000 pegawal

yanig mencairkan dana jamlnan hari tua {JHT) sepan-
jang Januari- September 2016. ‘Dari Jumlah tersebut;
sebanyak 210.000 pegawai di antaranya mencalrkan .
JHT di bulan September 2015, Dlsebutkan , sebanyak
27.000 pegawai itu kemungklnan besar di-PHK kare-

‘na perus_ahaan tempatnya bekerja’ sudah tidak ber.op-
-erasi. Sedangkan jumiah lainnya dianggap mencairkan
"JHT karena mengundurkan diri.:

Banyak kalangan menduga ada PHK yang

'Ieblh besar yang dllakukan oleh industri kecil, namun |

PHK ini tidak dllapprkan sece_lra formal. Angka PHK d."

" duga mencapai angka jauh lebih besar dari data yang |

disampaikan oleh Kemenaker. Sebab, data tersebut
diperoleh hanya dari perusahaan atau serikat pekerja
yang melapor ke dinas tenaga kefja (disnaker).
Sementara, bila masalah dapat Iangsung‘
disei_esankan dengan damai antara perusahaan dan
pekerja;-PHK tidak akan "dicatatkan”. PHK tersebut

,'kebanyafkan dilakukan = oleh ‘perusahaan-perusaan_ )
. yang bergerak di sektor padat karya dan tambang.

Seperti tekstil, sepatu, batu bara serta minyak dén
gas (migas). Pemermtah diminta -untuk melakukan

langkah efektif untuk mengantr3|pas1 hal ini. Selain it

-dltambah dengan respons kebljakan pemerlntah yang

cepat dan tepat.
"~ {8T}.
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" dilakukan pendistribusian 1.034 ton beras wintuk ke- -
lima provinsi tersebut, dengan rincian: 110 ton beras -
- melalui 11 truk ke Medan, 480 ton beras dari 60 truk

5 pedagang

EKONOMI & BISNIS :

PRESIDEN LUNCURKAN OPERASI PASAR BERAS .
UNTUK TURUNKAN HARGA HINGGA Rp500 Rp800 PER KG

B Jakarta, 2 Oktobet 2015 (Business M_aws}

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini

Soemamo dan Dirut Perum Bulog Dijarot Kusun\ayakti,

meluncurkan .Operasi Pasa_r' Be_ras sebannyak 1.034
ton untuk lima provinsi, masing-masing DK! Jakarta,
Medan {Sumut), Bandung {Jabar), Semarang (Jateng), B

dan Surabaya (Jatlm)
Djarot dalam Iaporannya menyampalkan op-

erasi pasar ini dilakukan serentak di Jakarta, Medan,
Bandung, dan Surabaya, dengan total beras menca-

pai 300.000 ton. Namun, bersamaan dengan itu juga

untuk DKI Jakarta, 144 ton beras dari 18 truk untuk

- Bandung, 130 ton béras melalui A2 truk ke Sema-

rang, dan 170 ton beras dari 17 truk ke Surabaya
" Dijarot mengatakan, operasi pasar tersebut di-
maksudkan untuk menstabilisasi harga pangan, seka-

ligus menunjukkan. bahwa pemerintah selalu siap dan

hadir, serta membantu beban rakyat pada masa-masa

vang kurang cukup menggembirakan ini. Selain itu,
operasi QOasar Bulog tersebut juga' dimaksudkan un--

tuk mencegah ruang spekufasi yang dlmanfaatkan di

.mu5|m panen gaduh yang menurun.

Stok Bulog hari ini sebanyak 1,7 }uta ton.

. Posisi tersebut untuk . gaat ini masih cukup aman.-

Bulog juga rmasih terus mengoptlmalkan penyera-
pan beras yang dimaksudkan untuk menumpuk stok

i yang ada sehmgga ma_Syarakat tidak- _perlul_ merasa
khawatir. : o

" ‘Dalam Operasi Pasar ini,

kg. Adapun Operasi Pasar dilaksanakan. oleh Satuan

Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk, sélanjutnya didis- |

tribusikan ke pasar untuk drfual Iangsung atau melalui

Bersamaan dengan peluncuran Operasi Beras

tersebut Bulog juga menyalurkan atau menggelontor- .
| kan tambahan alokasi restra atau raskm untuk ke14 |

beras premium di- '
jual dengan harga di kisaran Rp8.700/kg ~ Rp 9.700/ |

sedlklt - ]elas Presiden.

| bahan: De_ngan tambahan ini, makan akan ada tam-"

bahan -pasokan beras kepada masyarakat minimum

: aebanyak 464 juta ton, sehingga diharapkén akan

mermbantu menciptakan stabilisasi harga beras.’
“Kita patut bersyukur, bahwa hasil survey

BPS yang kemarin sudah diumumkan, nilai tukar

petani naik hampir kurang lebih rnendek,atl 2%. Arti-
nya apa? Artinya petani mendapatkan manfaat dari
kenaikan harga yang ada di pasar.. Petani senang.
Tetapi di lain pihak juga dari laporan BPS kemarin
disebutkan bahwa ada kenaikan beras 2%. Nah, itu-

lah sekarang yang ingin kita lakukan stabilisasi pada

pagi hari ini dengan opérasi pasar, supaya kenaikan-
Jitu tidak terus dan bias dikendalikan pada harga-

harga yang wajar yang terjangkau,” papar Presiden

‘usai melepas truk-truk pengangkut beras keluar dari - |

Gudang Bulog, Keiapa Gadlng, JakKarta Utara, Jumat
{2/10)..
Sebagaiman'a

dlsampalkan oleh ‘kepala-

kepala dnnsa regional yang ,ada di Jakarta, Medan !
Bandung, Semarang dan Surabaya, target operasi |
beras tersebut bisa menurunkan kembait harga be- -
“ras kurang lebih Rp300 sampai Rp500 per kag.
. Meskipun Presiden melihat dalam dua hari ini sudah

ada p‘edagang yang menurunkan harga beras a‘ntara

‘Rp100 dan 200 per kg. Tetapi dia ingin agar harga

beras yang terjangkau selain betul'-betul ada di pasar,
stoknya juga tersedia. '

“Kemudian juga klta ingin tunjukkan supaya

nanti tidak hanya di gudang di sini saja, tetapi juga

'di gudang lain, bahwa memang stok kita ini ada.
Jangan sampai ada isu-isu bahwa tidak ada stok..

Dan ini kita masihilakukan penyérapan lagi dari petani,

dari pedagang yarig di beberapa daerah saat ini ma-
' sih ada panen, seperti di Karawan, Jawa Tengah'

Jawa Timur. Ini yang terus dsserap oleh Bulog, dan

-kita harapkan nanta stok bulog Juga ada tambahan

{Pt)
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T
. EASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN
TINGKATKAN KEDATANGAN WISMAN

Jakarta, 2 OKtober 2015 (Business News)

‘Selama Januari-Agustus 2015 jumlah- kun-

jungan wisatawan mancanegara {wisman) tumbuh
2,71% menjadi 6,32 juta kunjungan dibanding peri-
ode yang sama tahun 2014. Meningkatnya jumlah
kunjungan wisman tersebut antara lain dipicu kebi-

 jakan pemerintah membefikan fasilitas bebas visa

kunjungan untuk 30 negara Pada awal September
2015 yang falu kebuakan memberikan fasilitas bebas

visa kunjungan ‘dltam.bah lagi sebanyak-45 negara
- penerima. Tahun 2014_ jumlah kunjungan wisman .
tercatat 9,44 juta orang dengan Sumba’ngan devisa .
USDQ 8 ‘miliar. Tahun ini jumlah kunjungan wisman

dltargetkan naik menjadl 10 juta wisman.

_ Setelah pemermtah ‘memberikan fasilitas be— _
bas visa kunjungan untuk beberapa negara, disusul .
kebijakan Kementerian Perhubungan memberikan ke-
mudahan bagi wisman menggunaka'n'kapal pesiar
berbendera asing di wilayah perairan indonesia. Hal: |

itu dimaksudkan untuk rnén'dorong lebih _banyak lagi

jumiah wisman yang berkunjung ke Indonesia. Kapal -

pesiar.dapat mengangkut wisatawan asing untuk ber-
layar dari dan ke beberapa .pe!ébuhan di Indonesia.
Selain itu, kemudahan ini dibuat agar masa tinggal
wisman meriggunakan kapal -pesiar bisa lebih lama.

Kapal pesiar yang membawa wisatawan asing

menunjukkan tren meningkat. Tahun 2013, jumiah ka-
pal pesiar yang datang ke ‘Indone'sia sebanyak 57 unit
dengan membawa 81,372 orang. Tahun 2014, jum-
lah kapal pesiar yang datang sebanyak 73 unlt dengan
membawa 102.270 wisatawan. Sampal minggu kedua
September 2015 tercatat sebanyak 61 kapal pesiar
yang datang dan mengangkut 106.653 orang. Meski-
pun diberi kemudahan, namun kapal pesiar hanya bo—
leh singgah di. 5 pelabuhan, yaltu Pelabuhan Tanjung

‘_ Priok, Pelabuhan Tanj.ung Perak, P'qlarbuhan Belawan,

Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Benoa Bali.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) yang didapat

Jumat {(2/10) menyebutkan secara kumulatlf {Januari-

Agugtus 2015}, jumlah kunjungan wisman ke Indone-

sia mencapai 6,32.juta kunjungan, atau naik 2,71%

dibanding periode yang sama. tahun 2014. Kenaikan

jumlah'_kunjung_an ‘wisman fce‘rjadi" 'di 6 pintu mésuk

\ utama'_&engan persentase kenaikan tertiriggi tercatat
di- pintu masuk Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi
Utara sebesar 22,87%, diikuti Pintu Masuk Entikong,
Kalimantan Barat 11,73%, dan Bandara Sultan Syarif
_Kasimll, Riau 10,86%. Sedéngkan kenaikan terendah

“terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta sebe- |
sar 1,11%. Semenara itu, jumlah kunjungan wisman

' yang mengalami penurunan terbesar terjadi di’ Ban-
‘dara Adi Sumarmo, Jawa Tengah sebesar 44,83%,
dan penurunan paling kecil di Pelabuhan Tanjung Batai

' Karimun, Kepulauan Riau 1, 92%

~.Jumlah kunjungan wisman pada Agustus 201 5
encapau 850,5 ribu- kunjungan, atau naik 2,87% |
dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya Kenai-
kan’ jumiah -kunjungan wisman Agustus 2015 terjadi di
sebagian pintu masuk utama dengan persentase kenai-
kan terting'g'i terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim I,
Riau sebesar 36,48%, dan kenaikan terendah terja'd'i di
Bandara Juanda, Jawa Timur 0,39%._F’_enurunan jum-
lah ktjnjun'gan wisman terjadi di 9 pintu masuk, dengan '
penurunan paling tajam terjadi di Bandara Sepinggan-
Balikpapan, Kalimantan Timur sebesar 54,62%, dan |-
penurunan paling lambat terjadl di Pelabuhan Tanjung
Balai Karimun, Riau O 45%.

" Dari 850,5 ribu kunjungan wrsman -yang
datang ke Indonesia selama Agustus 2015, dianta-
-ranya’ dilakukan. wisman berkebangsaan Smgapura
15,13%, Tiongkok 14,95%, Malaysia;11,18%, Aus-
‘tralia 8,35%, dan Jepang 5, 75 %.

Dibanding Juli 2015, jumlah kunjungan wis-

man Agustus _201 5-naik 4,46%. Kenaikan terjadi ham- .
.pir di semua pintu masuk dengan persentase kenai-
. kén tertinggi terjadi di Bandara Husein Sastranegara,
Bandung, Jawa Barat sebesar 55,96%, diikuti Banda-.
ra Internasionai Lombok, NTB 52,16%, dan Bandara
Soekarno Hatta, Jakarta 44, 24%. Sedangkan penu-
_runan kunjungan wisman terjadl h_anya di 4 pintu ma-
suk, vaitu di Pintu Masuk Entikong, Kalimantan Barat .
33,54%, Bandara Ngurah Rai, Bali 21,80%, Bandara
~Hasanuddin, Sulawesi Selatan 6,62%, dan Bandara -
Sultan Syarif Kasim Il, Riau 6, 47%. _

, .- Tingkat Penghunian Kamar (TPK} Hotel Ber-

bmtang pada Agustus 2015 di 27 provinsi di Indo-
nesia mencapai rata-rata 55,61% atau naik 3,59
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poin dibandiiﬂg TPK Agustus 2014 sebesar 52,02%.
- Dibanding TPK Juli 2015 yang tercatat 61,25%, TPK
. Agustus 2015 mengalami kenaikan 4,36 poin. Pada
Agustus 2015, TPK tertinggi di- Provinsi Bali sebe-
sar 67,49%, diikuti Rrovinsi'DI Yogyakarta 65,85%,
dan Provinsi Kalimantan Tengah 60,31 %. Sedangkan
TPK . terendah terjadi d| Provmsn Gorontalo ‘tercatat
-34,90%. : :
Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu
Indonesia pada hofel berbin'tang di 27 provinsi di In-
donesia mencapal 1,93 hari selama Agustus 2015,

atau terjadi penurunan 0,08 poin dibanding rata-rata.

lama menginap pada Agustus 2014, Dibanding dengan
rata-rata lama menginap pada Juli 2015 tercatat
mengalami kenaikan 0,03 poin. Secara umum, rata-

rata lama mehgihap_tému asing Agustus 2015 lebih

ti_nggi dibanding rata-rata lama menginap tamu Indone- |
sia, masing-masing 2,55 hari dibanding 1,76 hari.

Dirinci menurut provinsi, - rata-rata lama

‘menginap tamu yang terlama pada Agustus 2015

terjadi di Provinsi Bali 2,90 hari, diikuti Provinsi Jawa
Timur 2,34 hari, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2,25 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu
yang tercepat terjadi di Provinsi Sumatera Barat 1,34
hari. Untuk tamu asing, rata-rata lama menginap paling

lama dicatat di Provinsi Sulawesi Utara 4,02 hari, dan

terendah terjads di Provmsr Bengkulu 1,18 han Untuk
tamu Indonesua tercatat rata-rata lama mengmap ter-

. tinggi di Provinsi Bali 2,72 hari, dan terendah terjadi di

Provinsi Sumatera Barat 1,31 hari. (Dm)

* PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT
DI KALTENG TERMASUK PALING PESAT

Jakarta, 2 Oktober 2015 (Business News)

. Pembangunan perkebunan 'kelapa_séw_i_t di
Kélirpantan Ten_géh {Kalteng) termasuk paling pe-
sat dibanding-dengan Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, .dan Kalimantan Selatan. Pada tahun ,1990, ‘
luas kebun sawit di Kalimantan Tengah yang paling

rendah hanya 1 .598 ha atau 1, 9% dari total kebun"
saw1t di Pulau Kalimantan. Sementara itu di Kaliman- -

tan Barat pada tahun 1980 Iuas kebun sawit sudah
' mencapai 56.890 ha atau 67% dari total kebun sawit
di Pulau Kalimantan. Tahun 2013 luas kebun s'aw_i.t di
Kalimantan Tengah -te[éh mencapai 1,26 juta ha, atau
36,1% dari total 'kebun sawit di Pulau Kalimantan,
Sedangkan di Kalimantan Barat pada tahun 2013 luas
kebun sawit hanya 694.448 ha atau 24.,4% dari total
kebun sawut di Pulau Kalimantan. -

informasi PASPI {Palm Oil Agribusiness Stra- '.

- tegic Policy Institute) yang diperoleh Jumat (2/10)

| menyatakan, data di atas menunjukkan bahwa Kali-

- mantan Tengah memiliki respon yang cepat dan_tinggi
-dalam transformasi dari “gkonomi berburu” ke “eko-
nomi agribisnis sawit”. Dibanding dengan total luas
tanaman kelapa sawit di Indonesia, Kalimantan Tengah

memberikan kontrlbu5| sebesar 11 4%. Pola pengusa- -

‘haan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah

' terdiri atas Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat,

dengan proporsi masing—rﬁasing 87,29% dan 12,72%.

Kebun sawit di Kalimantan Tengah menyebar |
di ‘Kota Waringin Timur- 45%, Kota Waringin Ba’rat'

21%, diikuti Sukamara 7%, Katingari 7%, dan Gunung

. Mas 5%. Sekltar 15% Ialnnya menyebar di sejumlah

Kabupaten di Kallmantan Tengah Hal ini menunjukkan
bahwa sentra kebun sawit Kalimantan Tengah berada
di 2 kabupaten (Kota Wangin Barat dan Kota Waringan

Timur), namun wilayah penyebaran sawit cukup besar, .

yakni pada 12 kabupaten lainnya. Hal ini memberikan
dampak jangka panjang bagi pembangunan ekonomi di

daerah pedesaan Kalimantan Tengah.

Pesatnya pembangunan perkebunan saW|t

rakyét di Kalimantan Tengah secara empiris - “ber-

dampak pada pembangunan wilayah pedeséan dan
menjadl pedesaan sebagai pusat pertumbuhan eko-

‘nemi di Provinsi Kalimantan Tengah Daerah vang

sebelumnya {cerbelakang {hinter land} yang tertiriggal

‘telah berkembang menjadi pusat-pusat -pertUmbuhan

baru. Evolusi perkembangan pembangunan perkebu-

- nan kelapa sawit tersebut mengikuti dua fase, yai-

Business News 8761/5-16-2013
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tu fase Gestation Stage, di mana daerah pedeSaan
yang umumnya masih kosong, t_erisbl"asi atau degrade
land/ghost town yang ditetapkan pemerintah untuk

~ kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit,
Ldik’embangkan’ oleh: perusahaan swasta yang bertin-

dak sebagau inti. Sementara masyarakat lokal bertin-
dak sebagai plasma. ,
. Menglngat daerah yang bersangkutan masih

terisolasi, maka perusahaan swasta harus membuka.

jalan/fjembatan masuk dengan’ investasi besar. Selain
itu, investasi yang dikeluarkan perkebunan. sawit inti

-(4-5 tahun) mencakup'pe_mbangu'nah jatan usaha tani,.

pembangunan kebun inti dan plasma, pembangu-

“nan peruma_hén karyawan, fasilitas sosial/fumum dan

pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

Fase kedua 'adalah Growt Stages. Umum-
‘nya setelah 5 tahun, keberhasilan inti-plasma telah
‘menarik investasi petani lokal untuk menanam ke-

lapa sawit'(pérkébunan rakyat mandiri}. Perkebunan
fakyat' yang bertumbuh dengan cepat dan dapat dise-
but sebagai pertumbuhan yang sifatnya revolusioner,
khususnya oleh 'peran fndependent farmer, yang

mengembangkan usahanya secara mandiri.

.

‘Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kelapa
sawit khususnya setelah.menghasill‘(an minyak sawit
(CPO} di kawasan tersebut berkembang pusat-pusat
permukiman, perkantorah, pasar, dil., sehingga, se-
cara keseluruhan menjadi suatu agropolitan {kota-kota
baru'p'e.r:tanian). Menurut Kementerian Transmigrasi
dan Tenaga Kerja (2014}, sampai tahun 2013 daerah -
perkebunan kelapa sawit telah berkembang menjadi:
kawasan pertumbuhan sentra produksi CPO.. '

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di ka-
wasan pedesaan di Kalimantan Tengah bermakna

ekonomi, yaitu :

s Sebagai baglan dari dunia usaha perkebunan ke-

" lapa ‘sawit- merupakan ‘organlsam produksi yang

mencibtakan'pendapatan' di p_e‘c'l'esa_an. _

¢ Berbasis pada sumber daya pedesaan, baik sum-
" ber daya alam, sumber daya manusia, dll.

*  Perkebunan kelapa sawit dengan investasi yang
relatif besar untuk ukuran perekonomian pede-
saan akan cukup éfektif menarik perkefnbangan
sektor-sektor ekonom1 lainnya. d| kawasan pede-
saan.

(Dm)

- STOK BERAS PERUM BULOG 1 8 JUTA TON BELUM AMAN

Jakarta 2 Oktober 201 5 (Busmess Nsws)

Perum Bulog memiliki stok beras sebanyak |

1,8 juta ton dinilai belum aman untuk menstabilkan
harga dan memenuhi kebutuhan beras masyarakat
sampai memasuki musirh'pahe_n tahun depan. Se-
tiap bulan Perum Bulog harus menyalurkan beras
sejahtera (Rastra/dahulu Raskin} sebanyak 250.000

~ton Kali 3 bulan sampai-akhir tahun 2015 diperlu-

kan alokasn beras 750.000 ton. Kemudian ditambah
penyaluran -beras sejahtera (Rastra) ke 13 dan 14
sebanyak 500.000 ton, maka stok beras Perum Bu-
log sampai akhir tahun ini diperkirakan tinggal sekitar
600.0(_)0 ton. Stok beras Perum Bulog pada akhir ta-

hun ini'sebany‘ak 600.000 ton merupakan stok beras

akhir tahun yang terkecil selama 10 tahun belakangan
ini. Pada tahun 2007 stok beras Perum Bulog pada

-akhlr tahun pernah hanya 700. 000 ton .kemudian

terjadi gejolak kenaikan harga beras tidak terkendali.
Hal itu dikatakan pengamat ekonomi beras Prof (riset}
M. Husein Sawit saat dihubungi Kamis (1710}

- Stok beras akhir tahun Perum Bulog yang ke-
cil tersebut bisa berdampak terhadap gejolak: harga |
beras yang lebih parah pada awal tahun depan. Di sisi

| lain sekarang pengjusaha beras dah penggilingan badi '

tldak merasa aman dan nyaman memiliki dan menyim-
pan beras dalam Jjumlah besar, karena selalu dlawa3|
polisi. Supaya._ usahanya -tidak mendapat gangguan,
maka pengusaha beras dan 'penggilingan padi beru-
paya melepaé stok beras'ke pasaran. Akibatnya stok

beras di masyarakat juga semakin menipis. Padahal

dampak dari El Nino akan terjadi musim tanam padi
mundur,
juga akan mundur menjadi sekitar bulan Maret 2016

‘sehingga musim .panen padi diperkirakan
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mulai’ ada panen. Oleh karena. :itu,r perkembangan
harga beras pada bulan Januari- Februari 2016 perlu

diwaspadai. Gejolak harga beras yang pernah terjadi.

_pada awal tahun 2015 hendaknya jangan sampal
terulang lagi terjadi pada awal tahun 2016. .

Untuk -menambah stok beras pemerintah-

yang akan dilakukan impor beras pada bulan- De-
_sember 2015 dinilai‘terlambat. Impor beras yang

"direncanakan 'Sgbanyak' 1,6 juta ton dinilai sangat

besar; dan dampaknya akan mendorong kenaikan

harga beras di pasar dunia.. M. Huseln Sawit meng;— '

- baratkan apabda saat ini dllakukan pemadaman ke-
‘bakaran apinya ‘masih keml dan- lebih mudah diatasi
d|band|ng kobaran api yang membesar yang terjadl
.pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. la mem-
berikan contoh .'pengalaman “Philipina tahun 2009
yang mengimpor beras. kurang dari 1 juta 'tpn{dill_aku-

kan secara mendadak, telah menimbulkan kenaikan_

harga beras sangat sngnlflkan di pasar mternasnonai
Sekarang harga beras Vietnam broken 25% sekitar

USD3186/ton, dan beras Thailand broken 25% seki-

tar USD362/ton. Sedangkan harga beras Thailand

broken 5% sekntar USD373/ton dan beras Vletnam _

broken 5% sekitar 'USD332/ton. Be_ras broken 5%

tersebut sampai di sini harganya' sekitar Rp7.000/kg,

| padahal beras broken 5% tersebut setara dengan be-

" ras kualitas premlum

Pernyataan pemermtah bahwa

mem:hkl stok beras cukup banyak dan produksi be-‘
_ras besar, tidak didukung dengan mdnkator pentlng_
berupa perkembangan ‘ha‘rg.a beras di pasaran. Pada
musim panen gadu Perum Bulog dituga’si:membeli‘ .
beras melalui jalur k0mersi‘al dengan harga beli beraé‘
prem|um Rp9. 800/kg, di atas harga pasaran. Kebi-,
jakan tersebut télah mendorong harga beras ‘terus

terdorong nalk karena Perum Bulog tefah ikut bersa-
ing. dengan pengusaha beras dan penggllmgan padi
berebut mencari barang pada mu3|m panen gadu
Aklbatnya terjadl perang harga, karena pengusaha
" beras dan pe_ngglhngan padi- berusaha me_mbeh be-

ras di atas harga pembelian .Bu_rllog_‘ Harga pembelian |
beras Perum Bulog selalu dijadikan patokan bagi pe-

ngusaha beraa dan penggilingan padi untuk m:enet_ap.-

kan harga beli gabah/beras dari petani. Padahal se-

" penggilingan padi.

~diumumkan pada akhir tahun’ ini,

lndonesia D

jak awal keberadaannya Perum Buiog tidak didesain |

untuk "ber'saing‘dengah_'pengusaha beras swasta dan

swasta tetapi payung kebuakannya tidak berubah.

'HPP {Harga Pembellan Pemerintah) terhadap’
‘ _be[as med_l_um hendaknya tidak perlu dinaikkan lagi,
| karena penetapan HPP beras medium tersebut su-

dah tinggi. Kalau ‘pemerintah menghendaki Perum

Bulog membeli beras premium pada musim panen

gadu, diusulkan agar pemerintah menetapkan HPP
untuk beras premlum ‘HPP beras premium supaya
tetapl dlgunakan

- Perum Bulog untuk membelu beras prémium pada

musim panen gadu mulai bulan Agustus 2016. Den-

gan demikian Perum]B'qug' memiliki—payung hukum |

untuk pembelian beras premium, dan apabila beras

p're.m'iurn digUn-a_k'an,Qpeljasi Pasar (OP) dengan har- '
ga subsidi, maka pemerintah berkewajiban memberi- -

kan sub3|d| _

Apablla pemermtah tidak ingin impor beras,
tetapi memiliki stok beras yang berasal dari produk3|
dalam negeri, maka p__mermtah harus mewajibkan
kepada pengusaﬁ; beras d

sar untuk menjual sebag:an berasnya {dalam jumlah

'persentase tertentu) kepada Perum Buiog Supaya
pengusaha beras dan. penggllmgan padi besar ter-

tarik menjual sebaglan berasnya ke Perum Bulog,

maka pe‘rnerintah bharus memberikan insentif fiskal:

berupa '..kéringanan ,menﬁbayar pajak ataq"lainnya.
Kebijakan tarsebut harus didukung: dengan payung

hukum yang kuat, kalau mempuat undang-undang’ '
. dinilai terlalu lama, hendaknya bisa berupa Peraturan '
" Pemerintah (PP). Kebijakan semacam itu telah diber-

lakukan oleh Pemerintah India, yang mewajibkan se-
tiap pengusaha beras dan penggilingan padi menjual

‘berasnya 10-12% kepada pemerintah. Dengan kebi-
| jakan tersebut Pemerintah India memiliki stok beras
sangat besar guna menstabilkan harga beras di dalam

negeri, dan sebagian a"gia vang diekspor.
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» DALAM RAPBN 2016 ANGGARAN BELANJA S
PEMERINTAH PUSAT DIRENCANAKAN 10,5 PERSEN DARI PDB

Jakarta, 2 Ok”tober 2015 (Busmess News)

Alokasi  anggaran belanja pemermtah pusat dalam RAPBN tahun. 2016 - dwencanakan sebesar

N Rp1 .339.084,4 miliar (10,5% dari PDB]). Aiokasn anggaran belanja pemenntah pusat dalam RAPBN tahun 201 6
_tersebut akan dngunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan vang dllak-
~sanakan K/L (KementenanlLembaga) sesuai tugas dan fungsinya, maupun program- program yang bersifat lin- | :
‘ ‘tas. sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umurmn Negara (non K/L).
| Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang diperoleh (1/10). '

Dalam RAPBN tahun 20186, ankasn anggaran pemerintah pusat masih dldommasu oleh fungsr pelayanan

“umum sebesar 57, 1% dari_total anggaran belan;a :pemerintah pusat, sedangkan sebesar 42, 9% tersebar pada
fungsl fungm Iamnya Relatif tlnggrnya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tetsebut merupakan"

" konsekuen5| dari kebuakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menduﬁung program'

ketahanari pangan melaluu penyéluran subsmh energi dan nonenergi, mendukung program jaminan kesehatan

nasional (JKN) melalul pengalokasmn anggaran untuk iuran bagi peserta penerima bantuan iuran. (PBI) dan me-

. ‘nlngkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerusan reformaS| birokrasi.

Belanja Pemerlntah Pusat Menurut Fun95|, 2015-2016 . . - L ’ E—

(Mlllar Rupiah)

.2015 - 2016
No.| - Furgsi — — —
E APBNP | % thd RAPBN - % thd
o BPP | - ~ BPP
1. Pelayanan Umum R | . 695.286,3 - 52,7 . 764.030,4 | 57,1
2. |Pertahanan © . - | 102.2786 | 7.8 95.811,2--| 7,2
3. |Ketertiban dan Keamanan Lo 54.681,0 41 |- 56.852,0 4,2
4. |Ekonomi . ©216.290,6 16,4 | 189.4903. | 14,2
5. |Lingkungan Hidup . . | 117281 | 09 13.205,2 |. 1,0
6. | Perumaban dan Fasilitas Umum 1 25.587,2 . 1,9 | 23.098,1 | 1,7
7. |Kesehatan'. =~ . . - 24.208,5 1.8 | 186853 | 1.4
8. | Pariwisata dan Ekonoml Kreattf - 3.765,6 | 0,3 o 7.878,_4 0,6
9. |Agama . _ |, 89206 | 05 | 76822 | 06
10. | Pendidikan Lo T . 156.186,9 | 11,8 | 146,1275 10,9 -
11. Perhndungan Sosnal ‘ 1 22.615,8 1,7 . 16.223,8 1,2
Total - | 1.319.549.0 | 1000 | 1.339.084.4 | 1000

'| - Sumber: Kementerian Keuangan.
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' Kebuakan umum belanja pemerlntah pusat: dalam RAPBN tahun 2016 akan dlarahkan pada
1. Mempertahankan tlngkat kesejahteraan aparatur pemerlntah dengan memperhatlkan tlngkat lanaS| untuk
. memacu produkt:wtas dari penlngkatan pelayanan publik, melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar '

gaji. pokok bagl PNS/TNI/Poiri dan sebesar 50% pensiun pokok bagi para pensiunan.

-2, Mendukung pelaksanaan berhagal program dan sasaran pembangunan, antara lain di bldang

a. Pendidikan, kesehatan dan penyediaan perumahan (dimensi pembangunan manusia).

b. Kedaulatan pangan, kedaulatan’energi dan ketenagahstrlkan kemarltlman serta parlwusata dan mdustrl

{dimensi pembanguan sektor unggulan).

c. Pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah.

3. .Memperkuat kepastran dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan-keamanan, polrtlk dan demokrasi.
4, AMeIanjutkan keb1]akan eflsrensr SUbSIdI yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit usaha

rakyat. o

5. Melanjutkan dan memperkuat pembangunan |nfrastruktur untuk memperbalkl kualltas pembangunan

6. Menrngkatkan efektlvrtas pelayanan- serta berkelanjutan program SJSN di bidang kesehatan (haik dan sisi !

‘ demand maupun suppiy} dan ketenagakerjaan

7. Menyeleraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebaglan belanja I(IL (termasuk dana dekon-

sentrasiftugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK).

{PBR)..

' 3. Mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% darl belanja negara |
9. 'Menvyediakan, dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagl masyarakat berpenghasnlan rendah 5

(Dm)

IISIA TOLAK PENGHAPUSAN
REKOMENDASI KEMENTERIAN UNTUK IMPOR BAJA

Jakarta, 2 Oktober 2015 (Busrness News)

/

_Asosrasi Industri . Besi Baja Nasmnél (IISIA)

mendukung keluarnya kebijékan di bidang perdagangan |

khususnya terkait dengan penerbitan APl (Permendag
No. 70 tahun 2015), SNI Wajib. dan péngawasannya
{Permendag No. 72 tahun 2015} dan kewajiban Pencan-

| tuman Label (Permendag No. 73 tahun 2015), indus-
tri baja nasional apresiatif dan mendukung- pemerintah

secara penuh agar implementasi ketentuan-ketentuan

tersebut dapat secara efektif meningkatkan keperca-
| yaan masyarakat dan investor terhadap kelangsungan. -

industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan UU No. 3

- tahun 2014 tentang Penndustnan dan UU No 7 tahun

2014 tentang Perdagangan ‘
Menanggapi deregulasi kebijakan ekonomi,

- khuslisnya tentang deregulasi/debirokratisasi tata

niaga impor baja, produsen industri baja hilir sebagai
anggota Asosiasi Industri Besi Baja Nasional {IISIA -

The Indonesian Iron & Steel Industry Association),

. sangat menentang adanya perubahan beberapa me-

kanisme yang telah berlaku selama ini; ant_ara Iain ter-

| kait-dengan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan

jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat f{pre-
shipment inspection), termasuk penerbitan L/S, peng-
hapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustria

‘seperti dlkemukakan Direktur Eksekutlf IISIA Hldajat

Triseputro
Kementerlan Perrndustrlan selaku pembina in-

-dustri ba}a nasronal dari hulu sampai hilir, berkewajiban

menjaga kelangsungan industri secarajangka panjang

beserta pengembangannya. Ketentuan tentang tata
niaga- impor. baja: tersebut, sebagaimana termuat di -

dalam Permendag No. 8 Tahun 2012 jo. Permendag

No. 54 Tahun 2010 serta Permendag No. 28 Tahun

2014 diberlakukan selama ini, untuk memetakan dan
menjaga kese:mbangan supply demand produk baja
di Indonesia. Sehingga jika ketentuan ini dihilangkan,

‘maka akan berdampak secara Iangsung kepada indus-
“tri baja nasional yang akan rnenjadl semakin merugi

dan bahkan mengalami kebangkrutan karena tidak

adanya kontrol dan pengawasan kepada keluar ma-

Lo o . Business News 8761/5-10-2015
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suknya produk baja- impor ke pasar Indonesia, teru-

- tama produk baja dari China.

Produsen industri ba;a hilir - Asos;asn Besi
Baja Indonesia (IISIA) meminta agar penerbltan de-
regulasi kebijakan tentang tata niaga impor baja
hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut,
tetap mengutamakan ketahanan industri baja nasi-
onal dimana keseimbangan supply demand baja hulu-

hilir tetap terjaga; tetap mempertahankan adanya

pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan

. spesifikasi barang di pelabuhan muat {PSI); masih

tetap diperiukan rékomendasi teknis dari Kemente-
rian Perindustrian untuk-menjaga ketahanan industri
baja nasional sebagai industri strategis; tetap me-
wajibkan produk yang mempunyai Standar Nasional
Indonesia (SNI) dimana sertifikasi'SN! harus melalui

proses. sesuai dengan UU no. 7 tahun 2014 tentang -
' Perdagangan Bab VIl tentang Standardisasi.

Izin impor hanya diberikan kepada Impo‘rt'ir,Pro-
dusen {IP); penerapan mekanisme post audit terhadap

_perusahaan importir terkait dengan kesesuaian peng-
Dengan pertimbangan diatas

gunaan produk impor.
maka rekomendastberupa pertimbangan teknis sangat

. diper'iukan. untﬁk menjaga keseimbangan antara sup-

ply dengan demand. Verifikasi surveyor (Pre Shipment

.inspection) juga sangat diperlukan untuk memeriksa .

kesesuaian barang (spesifikasi dan’ ukuran) dengan
jjin impor yang telah dikeluarkan. Tanpa adanya kuota

. impor maka dimungkinkan tidak terkontrolnya produk
‘impor yang masuk ke pasar Indonesial Sebagai industri

baja nasional kami sangat berharap pemerintah mem-
perhatlkan keberlangsungan industri baja nasional.
Sektor industri berpandangan industri baja
adalah salah satu pendorong ekoniomi sehingga layak
ditetapkan sebagai industri strategis. Sampai tahun
2025 Indonesia memerlukan baja kurang lebih 26 juta
ton, dan hal ini merupakan peluang untuk pengem-

bangan industri baja nasional. Namun dermikian masih
- tingginya impor bahan baku- baja ‘seperti scrap, me-
'nyebabkan juga kebergantungan yang tinggi-terha-

dap impor. Kementerian Perindustrian {(Kemenperin}.
menekankan masalah ini, sehingga untuk jenis bahan
baku yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri,
akan makin ditekan impornya secara bertahap, se-

. hingga secara keseluruhan industri ini menjadi lebih
- efisien. '

(Mi)

'PERMINTAAN PENURUNAN HARGA BBM
DIHARAPKAN BUKAN UNTUK POPULARITAS |

Jakarta, 2 Oktober 2015 (Busmess News}

Permlntaan Presiden JOkOWI _agar paket kebi-
jakan jl|id lll, yang mempertlmbangkan kemungkinan

diturunkannnya harga bahan bakar mlnyak (BBM) bu-

kan"merupakan ajang pencitraan.
Gubernur Bank Indonesia

mencerminkan kondisi yang sebenarnya, ujarnya di

Slstem yang transparan akan membuat - publik
mengetahui, bahwa penyesuaian harga masih kon-

gisten dalam upaya reformasi di sektor energi. Jangan

sampai saat perhitungan evaluasi harga BBM belum

" jelas, pemerintah secara sepihak melakukan penurunan

harga. "Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM
yang kami recommend, adalah basis perhitungannya

harus transparan, karena ini bagian dari pendidikan ke-

pada masyarakat dan juga kredibilitas,” tegasnya.
Agus menambahkan Indonesia merupakan
maka ‘akan selalu

(Bl) Agus ‘Mar-.
Atowardojo, yang mengemukakan hal itu juga meminta
~gara pemerintah. transparan dalam menghitung dasar
‘harga BBM. "Maksud saya jangan untuk popularitas.
Tetapi harus betul-betul sesuai accountability dan juga

mendapa,tkan sorotan darl seluruh negara lain. Untuk
itu, pemerintah harus konsisten dengan pernyataan
yang dibuat. Jika tidak, maka kepercayaan yang se-
lama ini*diban'gun bisa runtuh. "Jadi kalau mau di--
review setiap enam bulan kita harus Iakukan dengan
disiplin_setiap enam bulan direview dan’ kalau perlu .
turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik. Tetapi yang
penting konsistensi;” tegasnya. ‘ .
. Selanjutnya Agus mengatakan, jika semua
persyaratan terpenuhi, akan mendukung secara penuh
pemerintah. menurunkan harga BBM.
diturunkan paﬂa saat hitung-hitungannya masih be-’
lum menunjukkan waktu yang tepat untuk menurunk-
an. Nanti yang terjadi hanya sedikit penurunan, tetapi
kita kehllangan kepercayaan, kehllangan kredlbllltas
Jadl itu yang saya titip," tutupnya
Sementara itu, Presiden Jokowi saat pelun--
curan Operasi Pasar Beras, di Gudang Bulog, Kelapa

: Gading, Jakarta, Jumat (2/10) mengatakan saat’ ini

Pertamina tengah menghitung kemungkman bisa ti-

‘daknya harg BBM jenis premium diturunkan. Hasil

hitungan- itu akan dilaporkan kepadanya pada Senin

-ini.

“(Pt)
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KELIHATANNYA SULIT
TURUNKAN HARGA GAS BUMI SAAT INI

Bandung, 2 Oktober 201 5 (Busmess News)

‘Melihat struktur harga gas bumi yang dari-

hulunya sudah tinggi, maka kelihatannya akan sulit
menurunkan harga gas bumi saat ini. Berbicara dalam
workshop “Membedah. Harga Gas untuk Industri,”
- Jumat (2/10), pengamat energi — Direktur Eksekutif

Energy Watch Mamlt Setiawan mengemukakan, sela- |
ma enam tahun terakhir harga gas sudah naik bekisar i

antara USD3 sd USD6/MMBTU.

_ “Karena itu mengantlsrpasr permmtaan indus-
tri pengguna gas, agar harga gas lebih kompetitif seperti
negara-negara ASEAN lainnya, maka kelihatannya hal
.ini akan sulit terealisasi. Tahun 2014 saja harga gas

industri berkisar antara USD6 sd USD8/MMBTU. Apa--

lagi kondisi tersebut berpotensi men'yebabkan turun-
nya penerimaan negara dari sektor gas, 'pa'parnya di
".Bandung, Jawa Barat. ‘

-Sementara ‘itu penetapan harga gas bumi _

- mengacu pada keekonomian lapangan dan infrastruk-
tur, vakni fasilitas alir gas. Sementara harga gas bumi
-juga dapat berupa eskalasi. ltu sebabnya pemilihan
model harga gas bumi harus mempertimbangkan

| ‘model harga gas bumi termasuk mempertimbangkan .

pendapatan negara. ltu sebabnya penetapan harga gas

bumi harus mempe'rtimbangkan kesetaraan antara ke- -

pentingan produsen dan konsumen.

Itu sebabnya perlu segera dilakukan perbarkan
terhadap deregulasi hukum-di’ sektor industri gas. Selain
itu-menurut Mamit, perlu segera dipercepat pembangu-
| nan infrastruktur yang terintegrasi antara penyediaan
'dan kebutuhan gas dengan mengoptimalkan kebutu-
! han dalam negeri. Perlu juga dilakukan penertiban para

trader (badan usaha niaga) tanpa fasilitas dan perkem—
bangan jaringan distribusi. Dengan:demikian perlu ada
‘transparansi biaya, baik di sektor hulu ataupun hilir,
sehingga bisa menurunkan harga gas jelasnya.

Sebelumnya pada Sidang - Anggota Dewan

Energu Nasional (DENJ Ke-15, Menteri Perindustrian .

Saleh Husin menegaskan aktivitas industri di tanah air

sejauh ini menyerap hampir separuh energi hasional.

Energi juga telah menjadi penggerak kelangsungan in-

dustri yang menghasilkan devisa dan lapangan kerja. |
Menurut dia posisi sentral energi tersebut mendorong.

perubahan paradigma. "Energi jangan lagi dipandang
- sebagai komoditas semata dan energi tidak lagi men-
* jadi sesuatu yang diperdagangkan begitu saja, me-

lainkan diperlakukan sebagal pendorong pertumbuhan .

¢ ekonomi," paparnya

_ mikro .ekonomi.

Harga gas domestlk‘selama_ ini dinilai Kemen-
perin menjadi kendala utama pengembangan petro-
kimia. Banderol harga gas masih di kisaran USD9 sd
10 per MMBTU sedangkan d| luar negeri hanya USD3
sd 4 per MMBTU.

Dengan kata lain iika- energi sebagal pendo-
rong maka energi merupakan modal pembangunan
untuk pengolahan dan meningkatkan nilai tambah.
Pendapatan negara pun bergeser dari sebelumnya di
hulu dan lantas dituai .di hilir. "Seperti gas jika. paso-
kan dan harganya lebih sesuai harapan pelaku bisnis

manufaktur, maka produksi -akan meningkat, lapangan

kerja bertambah, dan menciptakan efisiensi yang

mendongkrak daya saing. Belum lagi ada perolehan‘

pendapatan dari pajak,” ujarnya.

‘Menperin Juga mengungkapkan sektor indus-
tri merupakan pengguna energi terbesar, kurang lebih
sekitar 42 persen atau 46,5 MTOE dari total konsumsn
energi secara nasional (baik berupa bahan bakar mau-

pun feedstock). Diperkirakan kebutuhan energi-sektor -

industri pada tahun 2035 sebesar 151 MTOE, derigan

bauran energi terbesarnya adalah gas (39 persen}. .
. Sayangnya ada beberapa kendala di sektor industri

untuk memenuhi kebutuhan energinya. Terutama su-
litnya memperoleh pasokan energi gas dengan biaya
murah dan efisien serta terbatasnya infrastruktur lis-
trik yang dibutuhkan kawasan industri.

. Masalah gas bukan semata-mata menjadi, ke—‘
" wenangan Kementerian Pennd_ustrlan saja, hamun
- karena melibatkan kementerian lain seperti Kemen-

terian Energi Sumber ‘Daya Mineral {ESDM} maka
keputusannya berada di bawah koordinasi Menko Per-
ekonomian. “Untuk memperoleh tingkat harga yang
diinginkan, karena ini menyangkut sektor energi,

harus ‘diadakan analisa perhltungan untung dan rugi.
- {cost and benefit). ‘
" Itu sebabnya kami bekerjasama dengan Uni-

versitas Iridonesia dan Universitas Gajah Mada,
untuk menghltung analisariya dari segi makro dan
Kajian yang dilakukan adalah me-
nentukarn struktur biaya yang sampai saat ini ma-
sih dihitung,” papar. Saleh Husin. Sementara di sisi
lain pihak PGN menyatakan, beberapa pertimbangan
penentuan harga gas salah satunya adalah dari segi

_harga, harus adanya. daya beli yang affordable. Se-

lain itu juga menyangkut infrastruktur atau pasokan

juga dilihat, apakah dapat dipasok, karena intinya.
adalah untuk menglsu kebutuhan industri dalam

negeri. (Mi)
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' MENPERIN: CANTUMKAN LOGO “BATIK INDONESIA”
UNTUK PERKUAT MEREK

 Jakarta, 2_0ktobei‘ 2015 ]’Business ‘News) ‘

Menterl Penndustnan Saleh Husin mendorong

jp:uaarajm dan pengusaha batik untuk mencantumkan
"logo bertuliskan “Batik - indonesm

Indonesia mudah dikenal, terpercaya untuk dunia dan

untuk menjaga kualitas setiap batik Indonesia. Serta,’

dalam rangka menghadapi tantangan jangka panjang.

“Kualitas batik perlu kita jaga bersama dan -
_juga untuk menghadapi tantangan jangka panjang.
Maka diharapkan perajin dapat menyertakan logo ba-
tikmark “Batik Indonesia” dengan Hak Cipta nomor

034100,” kata Menperin Saleh 'Husi'n.'saat membuka

secara resmi peringatan Hari Batik Nasional di’ Mu-

seum Tekstil, Jakarta, Jumat {2/10).
Citra * batik

setelah para perajin batik telah menerapkan produk-
- si bersih fcleaner production) disertai dengan eko-
efisiensi {eco-efficiency). Hal ini memberikan indikasi
produk batik Indonesia sudah berwawasan lingkungan

" dan berpengaruh positif terhadap pasar. Sebelumnya
batik di tanah air telah dikenal kaya motif yahg mern-

punyai filosofi, nilai seni dan warisan budaya yang

 sangat tlnggl .desain menarik sesuai trend atau mode
yang terus berkembang. :
"Selain qtu Kementerian Perindustrian melalui

" Direktorat Jenderal Industri Kecit dan Menengah telah -

menyelesaikan‘-SNl Batik pengertian 'dan istilah, dan

pada tahun 2015 ini sedang menyusun Rancangan .

Standar Nasional Indonesia (RSNI} tentang Batik Tu-
lis, Batik Cap dan Batik Kombinasi.-

Peringatan Hari Batik Nasional merupakan ba-

" gian tak terplsahkan atas pengukuhan batik Indone-
sia oleh. UNESCO menjadi warisan Budaya Tak Benda
peninggalan budaya dunia, yang dltetapkan tanggal 2
Oktober 2009 di Abu Dhabi. Lantas, melalui Keppres
No. 33 tahun 2009 pada tanggal 17 November 2009
juga telah ditetapkan tanggal 2 Oktober sebagai "Hari
Batik Nasnonal”

Nilat Tambah

Direktur Jenderal Industn Kecn Menengah
(IKM) Kemenpenn Euis Saedah menekankan peng-
gunaan pewarna alami menjadi nilai tambah batik

bersama  merek
dagang masing-masing produk Tujuannya agar batik

Indonesia semakin bertambah'

' Indone'sia. Kerag‘amah‘tana‘man yang dimiliki Nusan-
~ tara sebagai bahan baku pewarna menjadi keunggu-

lan. “Benefitnya, perajin feluasa untuk terus mengem-

: bangkan warna alam dan diterapkan ke batik yang

"

dlprOdUkSI ujarnya sembari mengungkapkan hal ml
turut memacu munculnya wurausaha baru. o
Jumlah usaha skala pembatikan IKM di In-

donesia saat ini tercatat 39.641 unit usaha dengan. |

penyerapan tenaga kerja 916. 783 orang dan nilai
produksi UsD39,4 juta.serta total ekspor USD4,1
juta. Ketua Yayasan Batik indonesia Jultin Ginand-
jar Kar.tasa_sm.|ta menegaskan, organisasinya terus

rmendukungr'pemb'atik agar bisa memakai pewarna
“alami. )
~dan pelaku usaha mulai mengurangi ‘atau bahkan'
- tidak lagi memakai pewarna k|m|a yang tidak ramah

Pihaknya juga mendukung agar para perajin

lingkungan:

Menurut Menperln kerajlnan tradisional yang
telah diwariskan oleh para sesepuh Indonesia mampu
menghasilkan produk-preduk unggulan dan mempun- |
yai nilai kekayaan' tradisi ataupun corak yang tinggi,

‘baik dari aspek kerajinan, anyaman, tenun, gerabah,

ataupun produk sandang yang masing-masing memi-

liki berbagai bentuk ‘yang indah dan fungsi. beragam.
: Keraunan tradisonal juga memiliki potensi besar seb-

agai k_omodltas industri kreatif yang bernilai estetika’

- dan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, berbagai kegiatan

dalam rangka mempromaosikan industri kérajinan perlu

' dldukung sebagai upaya mendorong pertumbuhan
-sektor ekonomi kreatif.

7 la meyakini ekonomi kreatif masm poten5|al
dan bisa menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan
perekonomian nasional ke depannya, karena didukung
dengan sumber daya yang tidak terhabiskan. “Sumber
daya utamanya adalah orang kreatif yang dapat terus
berkembang dan menciptakan nilai tambah. Terlebih -
lagi dengan terciptanya iklim yang kondusif, diharap-
kan akan terus tumbuh dan memberikan kontnbusu
ekonomi maupun nen ekonomi,” katanya. Di. samp-
ing itu karya kreatif dapat mengangkat citra bangsa
Indonesia di mancanegara maupun membangun rasa

" bangga di dalam negeri seperti teriihat pada penggu-

naan batnk dan tenun di masyarakat saat ini. _
' (Mi)
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PASAR UANG & MODAL : |

BANK INDONESIA

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakar_ta, 2 Oktober 2015 (Business News)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :

: e | ooKtoeemoets

| o L REl D) ~ TENGAHRp | JUAL (Rp)

AUD (Australia) 1,- 10;300,11 10.355,89 10.411,67
BND (Brunei) 1,- 10.202,87 10.256,26 10.309,65
CAD (Canada) 1,- 11.059,47 11.117,08 11.174,69
CHF (Switzerland) 1,- 14.976,46 15.054,51 15.132,56
CNY (China Yuan) 1,- 2.300,63 2.312,27 2.323,90
DKK (Denmark) 1,- 2.195,44 2.206,71 2.217,97
GBP (United Kingdom) T 22.158,85 22.275,33 22:391.81
HKD (Hong Kong) 1,- 1.888,34 1.897,93 1.907,51
JPY (Japan) 100,- 1249307 12.254,44 12.317,1.1
KRW (Korean) i 12,39 12,46 12,62
- KWD (Kuwaiti Dinar) 1.~ 48.380,17 48.632,88 48.885,58
MYR (Malaysia) 1,- 3.288,76 3.308,01 3.327,26
NOK (Norway) 1,- 1.733,82 1.743,41 1.752,99
NZD (New Zealand) 1,- 9.369,33 9.421,14 9.472,95
PGK (Papua New Guinea) 1,- 4.968,58 5.104,568 5.240,57
PHP (The Philippines) 1 312,58 314,20 315,81
SAR (Saudi Arabian Riyal) 1,- ~3.902,15 .3.922,14 3.942,13
SEK (Sweden) 1,- 1.748,34 1.7567,66 . 1.766,97
SGD (Singapore) 1.~ 10.202,87 10.256,26 - 10.309,65
THB (Thailand) 1= 399,86 401,94 404,02
USD {(United States) 1,- 14.635,00 14.709,00 14.783,00
EUR (Europe) - 1,- 16.375,10 16.460,86 16.546,61

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan Business News.
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[ huRumcewn
MACAM MACAM SUKU BUNGA |

Jakarta, 2 Oktober 201 5 {Eusmess News} ' o

Suku Bunga “EURIBOR” {Euro, %) . ' | . Suku Bunga Antar Bank (JIBOR Rupiah, %)
_ . Tanggal 2 Oktober 2015
Tanggal 7Hari . 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan T ’ .
30Sept15  0.145 0.113 0040 0.028 042 - | NamaBenk OMight 1Minggu 1Buan ~3Buan 6Bulan 12Bulan
28 v 0141 0111 0.041 0029 0.145

94 ° 0.141 - 0.109  0.040 0.032 0.148 : BPDD K| 575000 6.30000 790000810000 8.20000 8.30000

: BCA 5.85000 6.30000 8.00000 8.25000 8.25000 8.25000
3 _ : : NIAGA . 600000 6.30000 8.00000 8.20000 8.30000 8.40000
Suku Bunga “LIBOR”™ (Euro, %} o COMWEALTI-IBOOOOO 6.30000 8.00000 8.10000 8.20000 8.30000 -
, ; ; - . DANAMON 5.80000 6.30000 8,00000 8.20000 8.30000 8.40000
Tanggal 7Hari 1 Bulan 3 Bulan ' 6 Bulan . 12 Bulan.. DBS INDO = 5.75000 6.50000 8.30000 8,6000C 8.70000 8:80000
30Sept 16  0.16500 0.11929 0.04071 001986 0.2643 | 15B8C - 800000 6:50000 7.50000 8.15000 8.15000 8.30000
g = 015857 0.11857 004214 001571 0.12909 BII 5.80000 6.30000 8.00000 8.20000 8.25000 §.30000

24+ - 0.16857 0.11857 0.04214° 0.01643 0.13029 MANDIRI 580000 6.35000 7.85000 8.10000. 8,20000 8.30000

— - ' MIZUHO 625000 7.00000 8.10000 8.25000 8.35000 8.60000
L ‘ L BNI 1946  6.60000 7.25000 8.10000 8.26000 8.25000 8.30000
Suku Bunga “SIBOR™ {Sin Dolar, %} NISP 610000 640000 8.10000 820000 saoooo 8.35000
| TOKYO . 600000 7.35000 8.25000 836000 8.40000 8.45000

Tanggal 1 Bulan . 3 bulan ‘ 8 bullan 12 bulan

: : | PANIN 5.85000° 6.40000 7.50000 8.00000 8.20000 9.40000
29 Sept 15 1,01741,  1.13933 - 1.19083 . 1.31225 PERMATA  5.90000 6.30000 7.80000 8.00000 8.10000. 8.20000
22 4 7 1.01666 1.13858  1.19083 ~1.31225 BRI 5.75000 6.30000 8.00000 8.10000 8.20000 8.30000
15 ¢ 100816 .1.13583 1.19055 1.31434 | gT N " 5.90000 6.30000 8.00000 8.10000 8.20000 §.30000

UOB INDO . 5.85000 6.35000 8.00000°8,20000' 8.30000 8.40000
| CITIBANK  '5.85000 6.30000 800000 859000 8.31000 8.35000
CHASE 750000 7.25000 8.00000 8:30000 8.40000 8.52600
STANDARD 6.00000 645000 7.97000 8.13000' 8.27000. 8.42000

Suku Bunga ﬁank Sentral AS (Tlhé FED) 0,25% ——

S_ukiia Bunga Penjaminan LP$ _
{15 September 2015 s/d 14 Januari 2016}

Suku Bunga Acuan {Bl Rate) Rupiah

Rupish Bank UMUM : 1,3, 6 & 12 bulan: 7,75% |.Tangeal (%) - Tanggal (%)
Rupiah Bank BPR : 1,3, 6 &12 bulan: 10,25%. — - . o - .
Valas Bank UMUM. : 1, 3,6 & 12 bulan: 1,50%. | 16 September‘ZO‘ISf 7,60 " 12 November 2014 7,75
— — = | 18 Agustus 2015 7,50 09 Oktober = 2014 7,50
_ Suku Bunga ”JIBOR"-(Rupiéh, %Y ) 14 Juli 2015 7,60 11 Seplember ‘2014 7,50
tanggal 2 Oktober 2015 : . | 18Jduni © - 2015 7,60 14 Agustus 2014 7,50
L ' 19 Mei- 2015 7,50 .08 Jul ‘2014 7,50
ofmight 7 hari 1 bulan 3 bulz-in 6 bulan 12 bulan . | 14 April - '20,15 7.50 12 Juni 2014 7,50 '
_ - S ‘ 17 Maret  ~ 2015 - 7,60 ' 08 Mei 2014 7,50
Avrge . 591333 6.40333 7.989800 8.18200 8.25867. 8.35133 17 Februaf‘i 2015 -7‘50 08 Aprif' 2014 7.50
‘Maxim 610000 7.00000 810000 8.30000 8.35000 845000 - | 15 januari 2015, 7,75 ~ 13 Maret .. 2014. 7.50
Minim  5.80000 6.30000 7.90000 8.10000 8.20000 8.30000 | 11 pesember 2014 7,76 13 Februari. 2014 7,60
{A)
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'HARGA OZONE PP DAN PVC (PP GELOIVIBANG)

v

" Jakarta, 2 Oktober 201 b (Busmess News}

Harga Ozone PP dan PVC (PP gelombang) berbagal ukuran tercatat harl ini sebagal berikut: -

OZONE PP ROOFING

{PP Geélombang) : : p/meter
Jumbo 0,8mmx105cm, Putih . ... .. . .. Rp35.000

© Jumbo 0,6mmx105cm, Putih . ... ... .. _. 30.000

Standard 0,8mmx80cm, Bird . ... ..... - 27.500
“Standard 0,6mmx80cm, Biru ... .. ..... 24.500

OZONE PLAT (PP Plat Polos} '

Polos 0,6 mm, Putlh Biry, Hijau. . ... .. - , 22.000 -

Polos 0,8 mm, Purih, Biri, Hijau . . . ... .. 30.000

Polos 1,2 mm, Putih, Biru, Kijau. .. ... .. 40.000
OZONE DESIGH (PLAT MOTIF) ,

Stella @,6mm {ACC), Putih, Biry, . . .. .. ' 21.000

Stella 0,8 mm {ACC), Putih, Biru, . .. - 30.000

" Stella 1,2.mm{ACC), Putih, Hujau ... . ... 37.500
Leaf 0,7 Putih, Biru, Hijau, Cok... . . ... 27.500

“Bamboo 0.7 Putih, Hijau, Biru ... ... 27.500

" Bamboo 0.5 Putih, Hijau, Biru .. : ... 25.000
Natural 0.7 Putih, Hijau, Biru . ... .. 27.500
Natural 0.5 Putih, Hijau, Biru .. . . . 23.300

- Blossom 0.6 Putih, Hijau, Biry .. .... 22.500

OZONE PVC GELOMBANG ) :

. Standard 0,8mm x 80cm . . .. ... .. ... . 35.000
Standard 0.6rmm x60cm . ... .. .... ... 29,800
Standard Jumbo.0,8mm x 105cm . . .. .. 39.500
Economi 0,8mm x 80cm . . . .. IR . 28.000

‘Economi 0,5mmx80cm . .......... .. 24500
Economl Jumbo 0, 6mm x106cm. ... ... 25.000
OZONE PVC PLAT . L L
Shine 0,8mm x 40m . ... .. .. L. 25.500
~Jasmine 0,8mm x 40m . ..... 25.500
SELANG BENANG . p/100 mtr
Uk. 3/16 *, Clear, Hltam/Huau P . 270.000 -
Y% f Clear Hitam/Hijau-. . . .. ... . 320.000 .
5/186”, Clegr, Hitam/Hiaju . . . . ... 420.000
3/8”, Clear, Hitam/Hijau . ... . =\ ~.570.000
‘ %", Clear, Hitam/Hijau. . .. . . .. 725.000
" Uk. 5/8", Clear, Hitam/Hijau. . ... ... - '920.000
- 3", Clear, HltamlHuau cve ... 1.225.000
. _ p/50 mtr
7/8" Clear, Hitam/Hijau . . . .. . . . 762.000
17, Clear, Hitam/Hijau . . ... ...  900.000..
1 %*”, Clear, Hitam/Hijau". . . . .. 1.260.000
1 1/2"‘Cle'a‘r,Hitam.;’H_ijau e e 1.850.000
1 %, Clear, Hitam/Hijau . . . . . . = 2.300.000

~ 2”7, Clear, Hitam/Hijau . . .. . ..

o Uk, %"

3.100.000

SELANG TRANSPARAN STANDARD‘

Uk. %", Clear.........
' 5/8", Clear '
%", Clear

..........

17, Clear............
17 “W'Clear .. ........ .
1 %" Clear

"SELANG TRANSPARAN TIPIS p/100mtr

Uk. 3}'16" Clear....... .
%", Clear......:
5/16",Clear . . . . .. :..
3/8", Clear .........
1 %", Clear
1 %", Clear ...... .
2", Clear. ... «...u..

' SELANG TRANSPARAN TEBAL p/100mtr

Uk. 3/16", Clear.
%", - Clear,
5/167, Clear . ... ..... _
'3/8”, Clear..........

SELANG WALRUS ECO

. Biru, Hijau, Merah
5/8" Biru, Hijau, Merah
%", Biru, Hijau, Merah -
17, Biru, Hijau, Merah

SELANG BENANG LITE P/100 MTR .
Uk. %", Clear.......... ’
5/8”, Clear.........
%Y, Clear .. ...... .
.17, Clear p/50 meter

"SELANG BENANG SUPER BASIC

Mk, %", Clear
5/8”, Clear
%", Clear ....,.

17, ;7 Clear p/50 meter

.........

* SELANG SUPER FLECO WALRUS

Uk. %" p/SOmeter......
.~ B/8" p/50 meter . . ...

- %" p/bOmeter..... :

7 p/SOmeter......
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" p/100 mtr

© 475.000

—_

650.000 .
775.000
p/60 mtr
525.000

- 675.000

.170.000

80.000
112.000

- 131.000

170.000 .
p/50 mtr -
875.000

.025.000
.375.000 .

180,000
260.000

 355.000

450.000

/B0 mtr

190.000 |

268.000

- '335.000

470.000

510.000
645.000
860.000

- $30.000

p/100 mtr
450.000
580.000
755.000

~ 565.000 -

" 320.000

422.500
582.500

., 834.500

(0}




CATATAN HARGA HARGA

HARGA SELANG AIR BERBAGAI UKURAN
[ Jakarta 2 Oktober 201 5 {Business News}
‘ Harga berbagal selang alr berbagm ukuran tercatat harl ini kurang Ieblh sebaga| berikut :

: ]Uku'r.anIDiameter R Pani_ang eroil' - Wama Harga p/roll: Harga p/meter
SELANG BENANG ~ ‘ L SR .
-3/18" © 4,5 mm 100 mtr . Clear : Rp300 000 .. Rp5.000
- 1/4" 6.0 mm 100 mtr - Clear , 3560.000 ... 5,500

- 5/16" 8.0 mm 100 mtr . Clear . . - 450.000 . - 6.500
- 3/8" 9.0 mm 100 mtr . . © - Clear ' : 585.000 ‘ 8.000.
-1y2" . 12.0 mm - 100 mtr . Clear . 73b.000 9.560
- /8" 15,0 mm 100 mtr ' Clear -~ . 8950.000 ' 11.600
- 3/4" 19.0 mm 100 mtr. o -Hitam ) 1.245.000 ' 14.500
- 3/8" 22.0.mm ‘50 mtr ' Hijau =~ . 770.000 :17.500
-1 ~25.0 mm .50 mtr ‘ Merah Strawbery .910.000 19.500
-1-1/4" 31.0 mm 50 mtr . Clear 1.290.000 . - 27.000
-11/2" - 50 mtr - : " Clear - 1.950,000 38.000
-13/4"7 - " 50 mtr Clear 2.350.000 - 52.600"
-2" - 80 mtr . Clear . ..~ 3.230.000 - - 165.000
SELANG TRANSPARANT STD _ : T - S R ‘ L
- 3/16" - ‘ 100 mtr - Clear . ; Rp115.000Q" " Rp2.000
- 1/4" . ‘~, ' ‘_ 100 mtr - Clear - =~ 175.000 i 2.150
-big" - - - 100 mtr Clear 215.000 3.250
- 3/8" . . 100 mtr Clear . 265.000 : ~.3.5600
- 142" 12.0 mm ' 100 mtr -~ . Clear " 455.000 .- 5760
-5/8" - 1560 mm 100 mtr . Clear - 640.000 E 7.500
- 3/4" 19.0 mm - 100 mtr - Biru - - 760.000 8.500
-1 25.0 mm iy : 50 mtr : Biru ' © .. 536.000 12 000
-1 1/4" ‘ 31.0 mm . 50 mtr Hijau . 685.000 . 15.500
SELANG TRANSPARANT TIPIS : e : o
- 3/18" - , - 100mrr - - Clear ) Rp75.000 Rp8.000
- 1/4" ' - ' 100 mtr - ' Clear 100.000 - 10.500
- b5/16" - - 100 mtr _ ~ Clear ©125.000 12.500 -
-3/8" - : . 100 mtr. - -Clear A 160.000 .16.000
SELANG TRANSPARANT TEBEL - : ) : , RS ‘
- 3/16" g 4.5 mm - - 100 mtr . Clear . Rp180.000 . " - Rp18.000
- T/4" ‘ 6.0 mm _ ' 100 mtr. . " Clear - 260.000 © . 2B8.000
- b/187 .. 8.0mm 7 100 mtr Clear ' 355.000 35.500
-3/8" - L .. B0 mtr- . Clear .~ . 4B0.000 45,000
SELANG’ WALRUS ECO g o S o
- 142" o - B0 mr - Biru " - Rp190.000 -
- 5/8" o P BOmtr = _ Hijau " - 2b68.000 -
- 3/4" : S 50mtr. -~ Merah 335.000 - .. -
-1 = - . - bOmtr : Merah - 470.000 -
_SELANG BENANG LITE . o ) a g o
-1/2" 100 mtr. - ‘ Clear - . Rp525.000 -
- 5/8" L o 100 mtr Clear = . 655.000 -
- 34" 100 mr . Clear =~ - 670.000 -
=17 y , : . BOmtr - Clear . " . 650.000. -
SELANG BENANG SUPER BASIC o ' . ' R N S ;
- 142" ‘ - 100.mtr ' Clear Rp450.000 o -
-5/8" . ' o — 100mtr. .. -Clear - - 580.000- - -
- 3/4" : ‘ : 100mtr - . - Clear : . 755,000 : I
-1 o ' . BOmir Clear . . 565.000 } -
_ - 40) ,
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" PENDAFTARAN PESTISIDA
. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 39/Permentan/SR 330/7/2015 tanggal 10 Juli 2015)

. DENGAN RAHMAT TUHAN Y_ANG MAHA ESA .
- MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, -

- Menimbang :
a.

bahwa ° berdasarkan Peraturan Menteri

ditetapkan Syarat dan ‘Tatacara Pendaftaran Pesti-
Slda : :
bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang

- memiliki ‘potensi menimbulkan ‘dampak nega-
tif terhadap lingkungan  dan keanekaragaman -

hayati, menyebabkan resistensi, resurjensi, tim-
bulnya ham'a baru, serta gangguan kesehatan

manusia dan makhluk hidup. lainnya, sehingga ;-

harus dikeloia dengan penuh kehatl hatian;
bahwa untuk mengendalikan pendaftaran se-
cara efektif dan efisien, menmgkat_kan pelaya_nan

. dan kepastian hukum dalam pemberian ‘nomor
. pendaftaran dan izin Pestisida, perlu meninjau -

kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24}
- Permentan/SR.140/4/2011;

Menglngat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Bughd_aya Tanaman {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tamba-

© han Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor
.3478); - . : L f

) Undang-Undang Nomor 8. Tahun 1999 tentang Per-
-lindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

~ indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lern-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); -
‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Bagang (Lembaran Negara Republik Indo-

- nesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lem-
baran Negara Republik In_dbnesia Nomor 4044);.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Pengesahan Stockholm Convention On Persistént

Organic Polfutants {Konvensi. Stockholm tentang' ‘

Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lem-
baran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009

" Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia ‘Nomor 5020);

Perta-
- nian “Nomor 24/PermentanfSR 140/4/2011 telah

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang |
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Normor - 140, Tambahan Lembaran Negara Re—
publik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Hepubllk Indone5|a-r )
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); '

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
'VPerlndustnan {Lembaran Negara Republik Indorte-

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republtk Indonesia Nomor 5492);

| Undang-Undang Nomor 7 Tahun' 2014 tentang
_Perdagan_gan {Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512); - -

"' Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 ten-

tang. Pengawasan atas Peredaran, Penylmpanan J

~ dan Penggunaan Pestnsuda (Lembaran Negara Re-

1.

. . publik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);.
110,

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 ten-
tang 'Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 12, Tam--

"bahan Lembaran’ Negara Republlk Indone3|a No-
. mor 3586); . cod
,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

tentang ' Pengelolaan - Limbah Bahan Berbahaya |
dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indo-

- nesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lem-

12.

baran Negara Republik - Indonesia Nomor 3815)

“sebagaimana. telah " diubah dengari_ Peraturan.
~ Pemerintah Nomor 85. Tahun 1899 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indo-
nesia Nomor 3910) ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

‘tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Bera-

- ocun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun °

2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara‘

‘ Republ;k Indonesia Nomor 41 53); o

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahtjn 2012‘
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penenmaan
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14,
15.
16.
' 17.
.r"'1-.3.\

19,

20.

Negara Bukan Pajak. Yang Berlaku Pada Kemente- |.
rian Pertanian. (Lembaran Negara Repubhk Indone-.

sia Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5307},

Keputusan Presiden. 121/P Tahun 2014 tentang g
Pembentukan - Kementerian dan Pengan.gkatan_

Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); .
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian -Pertanian (Lembaran Negara |

Republik - Indonesia Tahun. 2015 Nomor 85); -

Peraturan Mentarl Kesehatan Nomor 472/Menkes/ '
- Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya !

Bagi Kesehatan;

Keputusan Bersama. Menterl Kesehatan dan Men— g
teri Pertanian Nomor 881 [MenkeslSKBNlll/J 996, |

771/ Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksi-
mum Residu Pestisida pada Hasil Pertaman,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkas:r "

SK/XII/2001 tentang Pengeiolaan Pestisida;
Peraturan Menten Pertaman Nomor 37/Permen-

“tan/SR.140/7/2009 tentang Penggunaan Pesti-

~ sida Berbahan Aktif Metil IB'ramida'. untuk Tindakan

- 21,
22,

23!

* Perlakuan Karantina Tumbuhan dan Perlakuan P"ra_

Pengapalan

Peraturan Menten Kesehatan Nomor 1190/Menkesl A

PerNIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan

"Perbekalan_ Kesehatan Rumah Tangga;
‘Peraturan Menteri Pertanian. Nomor 61/Permen-
dan.

tan/OT.140/10/2010 " tentang Organisasi
Tata Kerja Kementerian Pertanian; '

Keputusan Menteri Pertanian Nomor .642/Kpts/ |
. OT.160/2/2012 tentarig Komisi Pestisida;
24,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permen-

tan/HK. 300/ 11/2013 tentang Pelayanan Perizinan |
‘Pertanian Secara Online {Berita Negara Rapubhk

_ Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);

i 25,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permen-

tan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida

- {Berita Negara Republik - Indone3|a Tahun 2014

Nomor 1274)

Memperhatlkan

- Instruksi PreS|den Nomor 3 Tahun 1986 tentang !

. Peningkatan’ Pengendailan Hama Wereng Coklat
pada Tanaman Padi; S

2 Surat Ketua Komisi Pestlsrda Nomor 3/Kompes/201 5

Menetapkan
PERATURAN MENTER!

tanggal 5 Juni 201 b;

_ MEMUTUSKAN:

PENDAFTARAN PESTISIDA.

1.

.. BABI .-

KETENTUAN UMUM - .
. - Pasal 1 ‘
- Dalam Peraturan Menten ini yang d1maksud
‘dengan: ; : ‘
. Pestisida adalah semua zat klmla dan bahan lain

serta jasad renik dan vnrus yang dlpergunakan

: _untuk ‘
. a. memberantas atau mencegah hama hama.

dan penyakit yang merusak tanaman, baglan-
~ bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
b. mémberantas rerumputan;:

" c.. mematikan dauni dan mencegah pertumbuhan

yang tldak dungmkan.
d. mengatur  atau merangsang pertumbuhan

_ tanaman atau bagian- baglan "tanaman tldak 1

] termasuk pupuk;
e. . memberantas atau mencegah hama—hama
. luar pada hewan- hewan _piaraan dan ternak;
f. memberantas atau mencegah hama-hama air;

/ g. memberantas - atau mencegah blAnat.ang-
binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah
tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengang-

kutan; dan/atau

h. memberantas . atau . mencegah binatang-

C bin.atang vang dapat menyebabkan penyaki.t‘
pada manusia atau binatang yang peftu dil-

indungi ‘dengan penggunaan pada tanaman,
. tanah atau air. '

2 Pendaftaran Pestus:da adalah proses ‘untuk mem-

-peroleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan -
-memenuhi persyarajcan yang ditetapkan.
-Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan

. _alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau

Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau

‘peng‘a'ruh biolagis lain terhadap organisme sasaran.

4. Bahan Aktif Standar adalah Bahan Aktif murni yang

_ dlgunakan sebagai pembandlng dalam proses anall-" ‘
'sis kadar Bahan Aktif Pestisida. :
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 han pengotdr ikutan (impurities)- atau dapat juga

10.,
11.

" nyatakan jenis dan kadar Bahan Aktlf dan Bahan‘_c
Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu -
“. suatu Pestisida .déngan menggunakan Bahan Tek- |

‘nis atau Bahan Aktif dan b'éh_an penyusun lainnya.

12. Peredaran adalah. impor-ekspor dan jual- -beli di '

13,
14,

15.

7.

Bahan Teknis adalléh‘ bahan baku pembuétan For-
muiasi yang dihasitkan dari suatu pembuatan Ba-
han Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan ba-

mengandung bahan Ialnnya yang dlperlukan
Bahan Teknis ‘Asal adaiah bahan’ yang dihasil-
kan Iangsung dari proses sintesis, ekstraksi atau

proses lainnya untuk menghasilkan Bahan' Aktif.

Bahan Tekni‘s_Olaha-n édallah bahan yang dihasii-

“kan dari proses pengolahéanahan Teknis Asal
~dengan’ tujuan tertentu seperti keamanan, sta-
- bilitas atau keperluan tertentu dalam proses pem-

buatan Formulasi, pengangkutan

pewa‘daha‘n,'
dan Penyimpanan. :

Formulasi ,adalah campuran. Bahan: Aktlf dengan

Bahan Tambahan-dengan kadar dan bentuk ter-

~ tentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pesti-
' sida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
.. Bahan  Tambahan Pestisida adalah bahan yang .

drtambahkan ke dalam bahan aktif untuk mem-
buat Formulasn Pestisida. S

Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hu—
kum yang memiliki suatu resep Formulasi Pestumda
Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang me-

Formulasi Pestisida dan/atau .cara memformuilasi

dalam negeri- termasuk pengangkutannya
Penyimpanan adaiah persediaan Pestisida di hala-

- man atau dalam ruang yang digunakan olehi impor-
i, pedagang atau pada ‘Usahé-qsahé_pertaﬁian.l .
Pestisida Aktif adalah Pestisida yang telah terdaf-
tar dan memiliki izin edar untuk d:edarkan oleh '

penyalur dan kIOS di wilayah sasaran.
Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan
atau tanpa alat.

.'Wadah adalah tempat yang terkena Iangsung'
dengan Pestnsnda untuk menynmpan selama dalam .

penanganan

Label adalah tulisan dlsertai dengan gambar atau
simbol- untuk memberikan kt_:.\,te.rangan tentang §

- Pestisida ‘dan melekat "pada 'Wadah, atau pem-

18.

bungkus Pestisida.

Pemusnahan adalah menghllangkan s:fat dan."

funQSI Pest|5|da

" 1 9 Sertifikat Penjgunaah Vadala'h surat keterangan

yang menyatakan telah luus pelatlhan Penggu-

~ haan Pestisida Terbatas K :
20. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang
" menggunakan Pestisida. - '

~21. Periamaan Formulasi adalah nama dagang suatu For— '

- _mulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon. ' _
22. Penamaan Bahan Teknis adalah nama suatu Ba- :
han Teknis yang didaftarkan oleh pemohon. ‘

' 23. Dlrektur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang'

melaksanakan tugas dan fungs: prasarana dan sa-
rana pertanian.:

© 24, Kepala Pusat adalah. Kepala Pusat yang melak-

- sanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian. . -

| Pasal 2 * _ .
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai
dasar hukum dalam: penyelenggaraan pendaftaran dan

_perizinan, dengan tuluan untuk:

a. menjamin mutu dan efektlfltas Pestisida yang
" * diedarkan; '

b 'mellndungl rﬁasyarakat dan Imgkungan hldup dari.

pengaruh yang membahayakan sebagai akibat Pe-.
nylmpanan Peredaran, dan Penggunaan Pestisida; '
C. memngkatkan efIS|en5| dan efekn\ntas Penggu- |
“naan Pestisida; dan

d. memberlkan kepastian usaha dan’ kepastian hu-

kum bagl pelaku usaha dalam melakukan keg-
jatan prodUksi pengadaan Penylmpanan dan -
Peredaran PestISIda :

' PasaIS ‘
Ruang lingkup Peraturan Menten ini mehputl

bidang Penggunaan, klas_lflkaSI, jenis izin Pestlslda,_

syarat Pendaftaran Pestisida, tata cara Pendaftaran
Pestisida, Wadah dan Label Pestumda kewajsban petu--
gas dan pemegang nomaor pendaftaran blaya pendaf- . ‘

“taran dan biaya pengujian, Pes’usnda untuk pengupan
- dan sanksi administrasi. :

N

‘ BAB II ‘
BIDANG PENGGUNAAN
) . Pasal 4
(1) Bidang Penggunaan Pestisida meliputi:

a. pengelolaan tanaman

b peternakan '

c. penkanan

d. kehutanan;
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(3)

(4

(b}

(6}
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-Penyimpanan hasil pertaman

- permukiman, bangunan.dan rumah tangga
karantina dan pra- pengapalan,‘dan

moda’ transportasu

Bldang Penggunaan penge!olaan tanaman ‘se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakah- Pestisida yang .digunakan untuk
n’iengendalikan organisme sasaran atau mening-
katkan: pertumbuhan pada tanaman. :

‘Bidang Penggunaan peternakan sebagalmana dl-
maksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pesti- '

sida yang digunakan untuk'mengendalikan‘ﬁama

pada ternak/bmatang yang perlu d|l|ndung| dan/

atau kandangnya:

Bidang Per‘iggunaan perlkanan sebagalmana_

dlmaksud_ pada ayat {1} huruf ¢, merupakan

_Pestisida yang-digunakan untuk mengendalikan
organisme sasaran/mencegah hama-hama air -
. pada budldaya perlkanan air tawar, alr payau

dan air laut.
Bidang Penggunaan kehutanan sebagalmana d|-

- maksud pada ayat {1) huruf d, merupakan Pesti-
“sida yang digunakan éntuk mengendalikan organ- |

isme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan
hasil hutan.

Bidang Penggunaan penylmpanan hasil perta- ;

nian sebagmmana dimaksud pada ayat {1} huruf

e, merupakan Pestisida yang dlgunakan untuk -

mengendahkan organlsme sasaran pada gudang

" Penyimpanan hasil pertaman

(7)

Bidang Penggunaan permuklman bangunan dan

rumah tangga sebagalmana d:maksud pada ayat

(1) huruf f, merupakan Pestisida untuk mengen-
“dalikan dan/atau mencegah organisme penggang-

‘gu dan vektor penyakit pada manusia.

(8)

{9)

Bidang Penggunaan. karantina dan pr.a—per_\ga‘pa'-‘

lan sebagaimana dimaksud pada.ayat (1) huruf
g, merupakan Pestisida yang digunakan untuk

mengendalikan organlsme sasaran dalam pelak-

sanaan tindakan karantma dan pra- pengapalan

Bldang Penggunaan moda transportasu sebagalma-'
na dimaksud pada ayat (1} huruf h, merupakan .

Pestisida yang . digunakan untuk mengendalikan

_organisme sasaran pada moda transportasi. .

*

 BAB Il
'KLASIFIKAS!
Pasal 5

(1)

(2}
. ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang ber- -
- bahan aktif satu atau Ieblh Bahan Aktlf senyawa

{3)

{4).

Berdasarkan Bahan Aktlf Pest|5|da dlkIaS|f|kaSI-
kan ke dalam:
a. - Pestisida smtetik dan

'b. Pestisida alami.

Pestisida sintetik sebagalmana dlmaksud pada

sintetik, - : . .

Pestisida alami sebagalmana dtmaksud pada ayat b

(1). huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan
aktif berupa bahan-bahan alami- yang berasai dari
makhluk hldup atau mineral.- ‘

Pestisida alami sebagalmana dlmaksud padaayat -
“(3) terdiri atas: )

" a. Pestisida biologi;
" b. Pestisida metabolit; dan

{5)

: (6}

c. Pestisida mineral.
Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada

‘ayat (4) huruf a, merupakan Pestisida yang ber- |
‘bahan’ aktif makhluk hldup (mlkro organlsme) :
“atau virus..

Pestislda metabolit sebagalmana dimaksud pada

ayat {4) huruf b, merupakan Pestisida yang ber- |

bahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hid-

S Up.

: )

._m

(2}

Pestisida mineral sebagaimana - dimaksud pada:

ayat (4) huruf c, merupakan Pestisida yang berba-
han aktif berupa bahan alami berasal dari mineral.

Pasal 6

Berdasarkan bahaya, Pestisida diklasifikasikan ke

dalam:

a. Pestisida dilarang;

b. "Pestisida dapat didaftarkan. .

'Pest|5|da dilarang sebagalmana dlmaksud pada-.
-ayat {1} huruf a, dengan kriteria sebagau benkut
E:D FormuI351 Pestisida termasuk kelas la {sangat, :

berbahaya sekall) dan kelas Ib {berbahaya

sekah) menurut k!asnﬁkasn Warld Health Orgam—'

zatmn {(WHO);

b. Bahan Aktif dan/atau _Bahah._Tam"bahan yang ‘|

-. mempunyai efek karsihogenik (kategori | dan

a berdasarkan kiasifikasi International Agency

for Research on Cancer (1ARC), mutagenik dan
~ teratogenik berdasarkan Food and Agriculture
~ Organization (FAQ), dan ‘World Health Organi-
zation (WHO);

c. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang'
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{7

1

{3)

1@

(5)

- (B)

menyebabkan resistensi obat 'péda- manusia;
dan ‘ ‘ SRR o

d. .Bahan Aktif dan/atau Bahan T‘ambahan"yahg_
- masuk klasifikasi POPs (Persistent Organic Pol-

lutants) baru berdasarkan Konvensi Stockholm.

Karsinogenik sebagaimana dimaksud pada ayat“

(2} huruf b, merupakan sifat suatu bahan yang

.memicu atau mendorong terjadinya kanker.

Mutagemk sebagenm/@a dimaksud pada ayat
{2) huruf b, merupakan sifat bahan k|m|a ‘yang

- mengakibatkan pemngkatan terjadmya mutasi

gen dalam populasi sel dan/atau organisme.
Teratogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, merupakan efek tok5|k.bahap kimia terha-
dap fungsi seksual, fertilitas laki-laki dan perem-
puan serta perkembangan janin (teratogenik).

Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} huruf-a sebagalmana tercantum . dalam

Lamplran 1 yang merupakan bagian tidak terplsah- ) o

kan dari Peraturan Menteri ini.-

'Bahan Aktif atau Bahah T_ambah'an seb'agéimané
dimaksud pada ayat {2) huruf b sebagaimana ter--

~ cantum dalam Lampiran Il yang merupakan ba-

(8)

(1)

2

_ gian tidak terplsahkan dari Peraturan Menterl ini.
Pestisida dapat didaftarkan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1} huruf b, merupakan Pes'tisida' a0
yang tidak termasuk klasifikasi Pést_isida dilarang -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7- - -
Berdasarkan lingkup Penggunaan 'Pestisida dlkla-
sifikasikan ke dalam:
a. Pestisida Terbatas, dan .
b. Pestisida untuk Penggunaan umum.

Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada
, avat {1} hiruf a, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Formulasi Pestisida yang menyebabkan keru-
sakan tidak d_apat pulih pada jaringan okular,

mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi

sampai 7 {tujuh) hari atau Ieblh
b. Formulasi Pestisida koros:f terhadap kulit
yah_g' mé‘nyebabkan kerusakan jaringan dalam
dermis_dan/atau luka bekas atau mengakibat-
kan iritasi berat sampai 72 {tujuh puluh dua)
jam atau lebih;!

“C. mempunyai LC50.|nhaIa51 Bahan Aktif lebih
~ kecil dari, 0, 05’ mgll selama 4 (empat} jam’

perlode pemaparan; dam’atau '

(3)

_ 7 PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH ;

d. apabita digunakan dan/atau menurut ﬁraktek.

dalam Penggunaan Pestisida “secara tunggal
-dan majemuk, Pestisida ata'u‘ residunya me-
nyebabkan ‘keracunan yang nyata secara sub-
kronik, kronik atau tertunda bagl manusia.
-Pestisida untuk Penggunaan urmum sebagalmana
dimaksud pada ayat {1) huruf b, merupakan Pes-

tisida yang tidak termasuk klaSIfIkaSI Pestisida

" Terbatas sebagalmana,dlmaksud pada avat (2). .

(1)

Pasal 8

,Bahan Aktif Pestisida yang dltetapkan sebagal
Pestisida Terbatas sebagaimana- _tercantum‘dalam_
“Lampiran- 11l yang merupakan ‘bagian tidak: ter-

- pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

{2y

Bahan Tambahan Pestisida yang drtetapkan se-

' “naannya untuk bidang pengelolaan ‘tanaman se-

)
(2}
o
" batas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

{2}

bagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang
merupakan bagian tidak terplsahkan dan Per-
aturan Menteri ini. :

Pasal 9
Perubahan. kIas:flkaS| Pestisida dapat. dllakukan
setelah memperoleh saran’ dan pertimbangan
Komisi Pestisida.. :

Perubahan kIas:fukasn sebagaimana | dimaksud

'pada ayat {1) dltetapkan lebih |anjut dengan,
Keputusan Menteri. '

. Pasal 10 -
Setlap orang yang menggunakan Pest|5|da Ter-

{1) hutuf a, Wajlb memifiki Ser'tlflkat Penggunaan
Pestisida Terbatas. :
Sertifikat Penggunaan Pest|3|da Terbatas seb-

agalmana dimaksud pada ayat (1) diberikan. kepa- |
da orang yang lulus pelatihan Penggunaan Pesti- |
, sida’ Terbatas yang diterbitkan oteh Ketua Komisi |

- Pengawasan Pupuk dan Pest|5|dal Provinsi.

@3

(4).

ag'aimana.d_imaksud pada ayat {1) beriak_u di se-
luruh wilayah negara Republik Indonesia untuk

"_}angka waktu selama 5 (Ilma) tahun dan dapat

dlperpamang :
Pelatihan . Penggunaan Pestisida terbatas seba-
gaimana dimaksud 'pada ayat’ (2) dilaksanakan

oleh pemegang nomor pendaftaran sesuai petun-
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

juk teknis dan berkdordinesi dengan Komisi Penga-
* ', wasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
&

Ketentuan mengenai- petunjuk teknis pelatihan

. sebagaimana.dimaksud pada ayat (4} ditetapkan
- - .dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani

Direktur Jenderal atas nama Menteri. .
BAB IV

JENIS IZIN PESTISIDA
Pasal 1 T '

Jenis izin Pestmnda terdiri atas:

a.
. b.

(1)
'~ Pasal 11 huoruf a dlbenkan kepada pemohon | -

(2)

izin percobaan; §

"izin tetap.

Pasal 12
Izm percobaan sebagaimana dlmaksud ‘dalam

untuk dapat membuktikan’ kebenaran klaimnya

‘mengenai mutu, eﬂkasn dan keamanan Pestmda,

yang didaftarkan.
Izin percobaan sebagalmana dimaksud pada ayat

_ (1} dlberlkan oleh Direktur Jenderal atas Hama

(3

- {4)

M

(2)

Menteri yang berlaku untuk ja'n‘gka waktu 1 {satu)

- tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk

jangka waktu 1 {satu) tahun.
Perpanjangan izin percobaan sebagalmana dimak-

sud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu)

bulan sebelum masa berlaku habis.

Pestisida yang memperoleh izin percobaan se--.

bagalmana dimaksud pada ayat (2} dllarang

untuk, dledarkan dan/atau dtgunakan secara‘

komersnal

Pasal 13 .

Izin tetap sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11°

huruf b diberikan oleh Menten atas saran danl
atau pertimbangan Komisi Pestisida.

Izin tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat {1)
terdiri dari: :

.a. izin tetap Pestisida;

{4}

b. - izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan

.| ' .c. izin tetap Pestisida untuk ekspor.
-1 A3)-

Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk jangka waktu B. {Ilma) tahun dan
dapat didaftar ulang. ©=~

Pestisida yang telah memperoleh izin tetap seb-
agaimana dimaksud pada ayat {2) huruf adanb

|

(1)

@)

{5)

(6}

Pestisida yang telah memperoleh izin tetap un-

tuk ekspor sebagsimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ dapat diproduksi untuk keperluan ekspor. -

Pestisida yang telah memperol¢h izin tetap se-
bagaimana dimaksud. pada ayat (1) diterbitkan

- sertifikat oleh Dlrektur yang membldangl Pesti- -

sida.
Sertifikat sebagalmana dimaksud pada ayat (6}
sesuai dengan format 1. sebagalmana tercantum

~dalam Lamplran X yang merupakan bagian t|-

" dak terplsahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1}

(2}

(3

dan/atau kelestarian lingkungan hidup, izin tetap’

' setelah dievaluasi secara |Im|ah dan transparan,
‘oleh Korn|3| Pestisida. ‘ : '

(1)

Pasal 14
Pestnmda yang - mendapatkan
agalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat {1}

_ dapat diperluas penggunaannya khusus pada sa-

saran yang belum terdaftar setelah mendapatkan

izin perluasan terhadap organlsme dan/atau ko-

moditi sasaran
Izin perluasan terhadap organisme dan/atau ko-

moditi sasaran sebagalmana dimaksud pada ayatl

{1} ditujukan bukan untuk perluasan bldang Peng-

~ gunaan dan/atau jenis Pestisida.
1zin perluasan terhadap organisme danlatau ko-

moditi sasaran sebaganmana dimaksud pada ayat

{1) diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau

pertimbangan Komisi Pestisida.

Pasal 15 .
Dalam hal Penggunaan Pestisida menimbuikan
dampak ‘negatif terhadap - kesehatan manusia

sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 13 atau izin
perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi

 sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
_dapat dicabut.

Pencabutan izin tetap atau izin perluasan ter-
hqdap_orgamsme danjatau komoditi sasaran se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan

-BAB V
- SYARAT PENDAFTARAN PESTISlDA
-Pasal 16 .
Permohonan Pendaftaran Pest|3|da dapat dilaku-

~ kan oleh badan usaha yang. berbadan hukum

dapat dlproduksn diedarkan dan dlgunakan

'maupun tidak berbadan hukum
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(2)

Instansi Pemerintah yang mempunyai.

melakukan pendaftaran untuk Pestisida Biologi.

‘Pasal 17 - . .
Permohonan Pendaftaran. izin 'Percobaan Pesti-
sida seb!agaimana‘dimaksud dalam Pasal 12 ha-
rus memenuhi persyaratan pendaftaran sebaga:

 berikut:

|-

- (3)

a.’ _akta pendlnan dan perubahannya

b. Surat lzin- Usaha Perdagangan (SIUP}ITanda
Daftar Usaha Perdagangan {TDUP) Pestisida;

c. Nomor Pokok Waijib Pajak {NPWP);

d. surat, keterangén domisili perusahaan;

e.. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu |dent|tas
penanggung jawab perusahaan

f.. ‘pernyataan yang berhak menandatangani su-

i ‘rat dalam rangka pendaftaran dan periz_inani
sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
surat jaminan suplai Formulasi/Bahan Aktif/Ba-

T Q

" han Teknis dari pemasok Formulasi/Bahan Ak-

tif/Bahan Teknis dan/atau akses data pehdaf-'
: taran dari- Pemasok FormulasHBahan Aktlf/
‘ Bahan Teknls (Letrer of Access) bagi yang
" tidak memproduk51 sendiri ‘dan/atau Letter of
Authonzatfan bagi ‘yang memprodukm sendm
i, surat pernyataan sesuai dengan format 2 se-
bagaimana tercantum .dalam Lamplran X
yang merupakan baglan tidak terplsahkan dari
" 'Peraturan Menteri ini;

. j.' surat izin produk3| dari badan yang berwenang

tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis
_ (manufactunng Ilcense} vang dikeluarkan oleh
. 'badan yang berwenang di negara asal;
k. formullr Pendaftaran Pestisida yang telah diisi;
I. sertifikat analisis (certificate of analys.-leOA)
dari Iaboratorium uji mutu; dan

- m. sertifikat kompoms: formuiasn (ceitifiéate of

. composition/COC) dan pembuat Formuiasnl
produsen asal. :

Selain persyaratan dimaksud pada ayat {1 ), pemo-

hon pendaft_aran‘ :wajib memenuhi persyarata_n

kepemilikan” sarana ‘pro',duksif {pabrik Bahan Ak-
tileaha:n' Teknis, pabrik Formuiasi_, atau pabrik
pengemasan di dalam negeri) yang dibuktikan

dengan surat izin industri, ‘
Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada

tugas l
dan. fungsu perlmdungan tanaman hanya dapat |

(1)

: PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH i

o wapb bekerja sama dengan pabrik Formulasu atau

(1)

.pabnk pengemasan dalam negeri-yang dnbuktlkan'

denga_n surat keterangan kerja sama produksi.

Pasal 18
Permohonan pendaftaran pestisida - bl0|OgI se-

.bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
‘ harus memenuhi persyaratan se_bagai berikut:

a. pernyataan yang berhak menandatangani su-

" rat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; -

b. - sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;

c. pernyataan bahan aktif dan formulasi-pesti-
“sida hasil produksu sendm ‘

d. pernyataan‘kebenaran_dokumen sesuai den- |

@
© . Hon. pendaftaran harus memenuhi persyaratan
- kepemilikan sarana produksi. '

~gan format 2 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XHl yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

e. formulir pendaftéi‘an Pestisida yang telah diisi.

Selain persyaratan dimaksud pada ayat {1) pemo- .|

Pasal 19 :
!nstans: Pemermtah dalam melakukan per- |

-mohonan pendaftaran sebagalmana dlmaksud dalam

Pasal 16 ayat (2} dapat dllakukan untuk pelaksanaan_

1)

(2)

_program pemerintah,

Pasal 20
Permohonan pendaftaran PestISJda bI0|OgI ber-
bahan aktif baru darq luar negeri dapat dilakukan

'setéla_h'memperoleh izin pemasukan dari Menteri.

Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimak- .

. sud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan per- '

' aturan’ perundang undangan

(1},

2

Pasal 21 ;-
Bagi pemilik Formulasi yang berasal dari luar
negeri, Pendaftaran Pestisida dilakukan melalui
penunjukan oleh kuasa/perwakilan yang berbadan
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Penunjukan kuasaiperwakllan sebagalmana di-
maksud pada ayat {1} hanya dapat ditakukan oleh

" 1 {satu) kuasa/perwaklfan badan hukum.

o Pasal 22

'Pestlslda yang dapat didaftarkan merupakan Pes-
- tisida yang . tidak termasuk klasifikasi Pes'usnda

ayat (2) tidak dipenuhi, pemohon pendaftaran
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(2}

dnlarang dan/atau tidak mengandung Bahan Tam- -

bahan yang dilarang.

Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
harus memenuhi syarat kemdurnian -kadar Bahan -

. Aktif sesuai spesifikasi dari Food and Agriculture

(1)

‘tion (WHO) :

Organization (FAO) atau Won’d Health Organiza-

Pasal 23

Untuk permohonan pendaftaran izin tetap selam;
memenuhi persyaratan administrasi sebagmmana :

dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhu per-

syaratan teknis sebagai berikut:

a. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuai: fero-
mon dan atraktan :

b. Iaporan hasil uji tok3|é|tas akut oral dan akut '

_ dermal, kecua!r untuk Pestisida bl0|Ogl ZPT
feromon, dan atraktan;. ‘
c. laporan hasil uji toksisitas fingkungan untuk
" komoditas padi'sawah;

~ d. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian

(2)

@

(1

(2)

efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ke-

tentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada.

2 {dua) lokasi sentra komoditi berbeda) un-
tuk masihg-masi_ng organisme sasaran kecuali

'~ ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida;
e. 1 {satu}tunit pengujian efikasi hanya untuk 1

{satu} komoditi dan 1 (satu) -organisme sasa- -

ran; dan

f. hasil pengujian antagonls untuk pendaftaran
" Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk
bidang Penggunaan pengelolaan tanaman, ke-

cuali.ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan '

dan rodentisida.
1 (satu) Bahan Aktif dapa't didaftarkan pal:ng

banyak untuk 3 {tiga) Formulasi atas nama 1
{satu) pemohon pendaftaran, | o

Pendaftaran Pestisida ‘Sebagaimana dimaksud pada

ayat {2} dilarang dilakukan oleh perusahaan.dengan |-
-kepemilikan dan/atau manajernen yang sama.

Pasal 24 .

Pestisida vang dldaftarkan harus diberi. nama da—

gang/merek sebagai identitas dan _setiap - Formu-
lasi Pestisida. o .

Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama
dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama
perusahaan lain. :

{IE)!

| PENCUMUNAN/PERATURAN PEMERINTAN | '

(3) Penamaan sebagalmana dlmaksud pada ayat {1)

(1}

(2)

{2)

" b. format 4 untuk Pendaftaran Pestisida blologll '
,atral_(tan/feromonlzat pengatur tumbuh tana-

* harus memenuhl persyaratan sebagai berikut: -
a. setiap Formulasi hanya diberi 1 {satu} nama
- dagang/merek yang terditi atas 3 {tiga) unsur:
1} Nama dagang/merek yang tidak berkaitan

‘dengan nama umum dan/atau nama Bahan

Aktif;

2} Angka yang menunjukkan kadar Bahan 1,

Aktif ke(;uah Pestisida blOl-OgI dan atraktan/
feromon; dan. .

3) Kode huruf yang menunjukkan bentuk For-
mulasi.

b. Penamaan Formulasi Pestisida yang didaftarkan

harus dilampiri bukti telah dilakukan pendaftaran
pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan di bldang Hak
Kekayaah Intelektual (HKI); dan ‘

. Penamaan Formulasi tidak bersifat agttatlf atau
bomb@stl_s, antara lain Penggunaan frasa atau

kata ”d_ahsyatf’,‘ “hebat”, -“super”, “ampuh”,
“paling” serta “top”. . '
BABR Vi .
TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA
Pasal 25

Untuk mendapatk'zan izin Pestisida. sebagaimana
- dlmaksud dalam Pasal 11, pemochon mengajukan
: permohonan kepada Menterl melalui Kepala Pusat.

Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat
-{1) dilakukan secara online sesuai ketentuan per-

aturan perundang undangan

Pasal 26
Permohonan
Pasal 25 untuk jenis izin percobaan melam-
pirkan persyaratan administrasi ‘'sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dan untuk jenis izin
tetap ﬁ‘lelampirkan persyaratan édminisfrasi se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan.Pasal T

23 ayat (1). :
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menggunakan formulir sesuai dengan:

a. format 3 untuk Pendaftaran Pestisida sintetik/
metabolit/mineral; ‘

© man;

c. 'format 5 untuk Pendaftaran Pest|3|da rumah
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3

tangga dan/atau bengendralian vektor penya-
kit pada manusia; atau
'd. format 6 untuk Pendaftaran Bahan Tekms _
sebagalmana tercantum dalam Lampiran  XIli

yang merupakan baglan tidak terplsahkan dari .

Peraturan Menten ini.

.Kepala Pusat dalam jangka waktu palmg lama 3
(tiga) - hari kerja setelah menerima permohonan .|
_pendaftaran Pestisida secara Iengkap, selesai

memeriksa kelengkapan dan kebenaran per-
syaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan membenkan 1awaban menerl-

o ~ma atau menolak.

(4)

(5)

hon disertal alasan penolakan

(1

@

@)

(5}

.2 (dua) hari kerja sejak diterimanya !_(eputusan '7

(6)

81

Permohonan diterima sebagalmana dlmaksud ‘
pada ayat (3} apabila telah memenuhi persyaratan.

administrasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal

17 ayat {1) selanjutnya oleh Kepala Pusat. drsam—,

paikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan
penilaian teknis.

Permohonan ditolak sebaganmana dlmaksud pada
ayat (3) dlsampalkan secara online kepada pemo-

Pasal 27
Direktur Jenderal dalam melakukan p'enilaian' tek-
nis - sebagalmana dimaksud daiam Pasal 26 ayat
{4) dlbantu oleh -Komisi Pestisida melalm Tim Tek-
nis Evaluasi Pendaftaran Pestumda “
Tim Teknls Evaluasi Pendaftaran Pestisida dalam
melakukan penilaian teknis sebagalmana‘dlmak-
sud pada ayat (1) dengah pertemuan secara pe-
riodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan,

Hasil penilaian Tim Teknis Evaluasi. Pendaftaran .
~ Pestisida befupa ‘saran dan/atau pertimbangan,
disampaikan secara tertuhs kepada Dlrektur Jen-
deral sebagai bahan untuk memutuskan meneri-

ma, menunda, atau menolak permahonan. R
Permohgnan diterima sebagaimana dimaksud

‘pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama

20 (dua puluh) hari kerja, Direktur. Jenderal atas
nama Menteri membenkan izin percobaan -Pesti-
sida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

- dan disampaikan kepada Kepala Pusat.

Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama

Menteri telah disampaikan kepada pemohon.
_Permohonan'ditunda atau ditolak sebagaimana

(2)

| @)

(1

{3)

] _ PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH |

dimaksud pada ayat (3} oleh Direktur - Jenderal
diberitahukan secara tertulis kepada pemohon
disertai alasan penundaan atau penolakan melalui
Kepala Pusat.

Pasal 28 .
Pemohon yang telah diberikan izin percobaan se-

_bagalmana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) ha-

rus menyediakan contoh Pestisida.
Pengambilan contoh untuk pengujian mutu seb-

~ agaimana _dim.aksud pada ayat {1) dilakukan oleh
_petugas pengambil contoh atay petugas yang di-
 tunjuk oleh Direktur Jenderal. - '

Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang -

- dimaksud pada ayat. (2) diserahkan kepada Di-

rektur Jenderal untuk disegel:guna keperluan uji

" mutu, Uji toksisitas, u1| antagoms dan/atau uji

. efikasi. .

Petunjuk teknis pengambllan contoh’ Pest|S|da

- lebih fanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

{n

2)

-Pasal 28 .

_Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaima-

na dimaksud ‘dalam ‘Pasal 28 ayat (3} diserah-

kan kepada lembaga penguiji untuk dilakukan uji

mutu dengan disertai su\'at pengantar dan Direk-
tur Jenderal.

Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |
dilakukan oleh laboratorium uji terakreditasi atau
yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercahtum B

~ dalam Lampiran IV yang merupakan bagian ti-

dak terpisahkan: dari Peraturan Menteri ini sesuai

' dengan permohonan yang disampaikan kepada

{3}

.Dlrektur Jenderal melalui Kepaia Pusat.

Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat

{2} oleh Jaboratorium penguji disampaikan k'epada

Direktur Jenderal untuk dilakukan p’énilaian uji

_ utu sesuai dengan batas toleransi sebagaimana:
- tercantum dalam Lampiran V. ‘yang merupakan ba—
- gian tidak terp:sahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4)

{5)

Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3
{tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil uji mutu

-sebagjaimana dimaksud pada ayat (3) telah me-

mutuskan memenuhl atau tldak memenuhl per-
syaratan. ) :
Apabila hasﬂ penllalan sebagalmana d:maksud

‘pada ayat (3} memenuhi persyaratan, selanjutnya

diserahkan kepada Iembaga pengu;l terakredlta5|
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(6)

- (3)

(2}

atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercan-

tum dalam Lampiran Vi dan Lampiran VIl yang
merupakan: bagian tidak terpisahkan dari Per-

aturan Menteri ini, untuk dilakukan uji toksisitas,
uji antagonis, uji penilaian risiko 'dan/atau uji
{2

efikasi.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak. me-

menuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak

permohonan melalui Kepala Pusat disertai a!asan
‘ penolakan : :

Pasa! 30 .
Pengupan toksisitas dan efikasi sebagalmana di-
maksud ‘dalam Pasal 29 ayat (5) wajib mengikuti
‘metode standar yang .ditetapkan oleh Direktur
~ Jenderal atas nama Mentaeri. :
Laporan hasil uji toksisitas dan uji eftkas; seba-
gaimana dimaksud pada ayat (2) oleh lembaga
uji disampaikan kepada D|rektur Jenderal melalui
Kepala Pusat.

(1)

{2)

Pasal 31
. Laboratorium uji. yang ditunjuk sebagaimana
yvang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat*
() dalam jangka waktu paling lama 2 {dua} tahun.
setelah Peraturan Menteri ini berlaku harus mem-

‘peroleh akreditasi.

| Pasal 32
(1} Dlrektur Jenderal meélakukan.
- honan - pendaftaran izin tetap Pest15|da, yang
pelaksanaannya dllakukan oleh Tim Teknls Evalu—
"asi Pendaftaran Pestisida. :
Evaluasi sebagaimana yang dlmaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan Kriteria teknis se-

bagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lam- -

_piran IX, atau Lampiran- X yang merupakan ba-
' gian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) selanjutnya dibahas pada rapat plerio Komisi
Pestisida. ' '

Pasal 33 ._ '

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud

Pasal 32 ayat {3) Komisi Pestisida mengusulkan un- -

tuk menunda, menolak atau menerima permohonan
pendaftaran '

Apabila hasil pemlalan uji mutu: contoh Pestisida .

evaluasi permo- -

{1)

Pasal 34

Penu’ndaan_sebagaimana dimaksud - dalam Pasal -

33 diberitahukan kepada pemohon oleh Direk-

. tur Jenderal melalui Kepala Pusat. dlsertal alasan

‘ penundaan

Pemohon ' harus’ memenuhi

rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida

. periode berikutnya.

{3)

()

- waktu pallng lama 7 (tu;uh) hari kerja telah me-
nyampaikan penolakan kepada pemohon dengan

(2)

A3}

Apabila dalam . jangka waktu 5 {lima) harl ker;a
sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran
‘Pestisida periode berikutnya, pemohon beium
- memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan_ !

dlanggap dltarlk kemball

-Pasal 35

Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menolak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direk-

tur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka

disertai alasan penolakan.

'Pemohon setelah menenma pemberitahuan peno-
- lakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat» :
memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal .,

melalui Képaia Pusat.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) |
" ofeh Direktur Jenderal disampaikan. kepada- ‘Komi-
s Pest|3|da untuk dlbahas daiam Rapat Pleno

- berlkutnya

L.

(4)

Pasal 36

Apabtla hasil evaluasi Kom|5| Pest:mda menerlma

sebagasmana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua

‘Komisi Pestisida mengusulkan kepada Menteri
untuk memberikan . persetuguan nomor pendaft-
‘aran dan izin Pestisida.

keteng’kapan i
-penundaan sampal 5 {lima) hari keria sebelum |

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH -

Menteri dalam jangka waktu paling lama 90

{sembilan puluh} hari kerja sejak menerima usu- '

lan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;elah
memutuskan menerima atau menaclak,

Keputusan “menerima’ sebagaimana d:maksud

pada ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan

. izin Pestsslda yang dltetapkan dengan Keputusan |

Menteri. .

Keputusan menolak sebagalmana dlmaKSUd pada
ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Di-
rektur Jenderal. .
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lahir,

- (2)

(1)

(2)

Pasal 37

‘Tata cara penomoran izin Pestisida meliputi
bidang Penggunaan, jenis Pestisida, jenis izin, tatun
nomor digit pada tahun yang bersangkutan
sebag'aimana' tercantum dalam Lampiran XH yang’

merupakan baglan tidak terpusahkan darl Peraturan
Menten ini.

" Pasal 38

(n Apabila dalam jangka waktu paling Iambat 90 |
, (sembllan puluh} hari kerja sejak menerima usulan_

1@

Ketua Komisi Pest|5|da .sebagaimana dimaksud

~dalam Pasal 36 ayat (2), Menteri belum memu-

tuskan menerima atau menolak maka permo- .

‘honan dlanggap diterima. . e

pada ayat (1} dlbenkan nomor pendaftaran dan

. izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jen-
deral atas nama Menteri. . '

-Pasal 39

Keputusan Menteri sebagalmana dlmaksud'

dalam Pasal 36 ayat (3) atau dalam Pasal 38 ayat {2)

) dlsampankan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal 40 .
Pemohon . yvang telah mendapatkan nomor

pendaftaran dan izin sebagaumana dlmaksud dalam

Pasal 36 ayat {3) dan Pasal 39:
a. untuk pestisida rumah tangga, clalam jangka wak—
+tu paling lama 2 (dua} tahun Wajtb memproduk3|
. atau mengimpor Pestisida sebagal Pestisida Aktif;

b. 7 Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam Jang-

- ka waktu paling Iama 1 (satu) tahun Wa]lb mem-

produksi atal mengimpor PestIS|da sebagal Pestl--‘

‘sida Akt|f
Pasal 41
taran dan izin tetap sebagaimana dimaksud datam
" Pasal 36 ayat (3} dan’Pasal 39 dapat melakukan

perluasan terhadap organisme dan/atau komioditi
sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

“sud. pada ayat {1) pemohon mengajukan per-

mohonan kepada Menten melalui Kepala Pusat -

F'emohon yang telah mendapatkan nomor pendaf-.

Permohonan dlterima sebagaimana dlmaksud _

i {5)
Untuk meléku'kan ‘perluasan terhadap organisme’ !
“dan/atau komoditi sasaran sebagairmana dimak-.

(3)

{3)

PENGUMUMAN /PERATURAN PEMERINTAH

dengan melamplrkan hasil penguuan ef:kasu ter- |
hadap organisme dan/atau komoditi sasaran.
‘Untuk perluasan - terhadap organisme dan/atau
komoditi sasaran pada tanaman padi sawah se-
lain dilengkapi persyératan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2} harus dllengkapl hasil pengujian
toksisitas lingkungan. -
Hasnl pengullan efikasi terhadap orgamsme sasa-
ran sebagaimana: dimaksud pada ayat (2} untuk
bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2
' {dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk
. _masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT,
feromon atraktan, dan rodentlsu;la

Pasal 42 .
Tata cara. Pendaftaran PEStISIda sebagmmana
dsmaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 41
secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran

,Bahan Teknis Pest|5|da dan Pest:mda untuk ekspor ke-

cuali pengujian efikasi, toksnkologl Imgkungan resur-
jensi, dan residu. :

: Pasal 43 .
(1) Nomor pendaftaran dan |zm tetap dapat beralih
atau dialihkan dalam hal: N
a. setelah 3 (tlga) tahun sejak’ tanggal dlterblt-
. kan nomor pendaftaran dart ‘
b. penunjukan pihak lain sebagai pemegang no-
. mor pendaftaran akibat adanya penggabungan
~ perusahaan, akuisisi atau divestasi. - o
Pengalihan nomor pendaftaran dan izin Pestisida
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di-
- buktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau |
pengalihan yang disahkan dengan Akta Notaris,
Penerima pengalihan sebagai pemegang nomor
- pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib melakukan perjanjian tertulis dengan
pemegang nomor pendaftaran sebelumnya. '
Perjanjian tertulis. sebagaimana dimaksud pada
_ayat {3) oleh Pemegang Nomor Pendaftaran
Baru dil'aporkan kepada Direktur Jenderal melaluj -
'Kepala Pusat untuk dlcatat dalarn buku nomor
~ pendaftaran. ‘
Permohonan pengajuan pengallhan nomor pendaf-
_taran dengan melengkapi perswaratan administra-
si sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 kecuah
ayat (1} huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf I.
(6} Pengallhan nomor pendaftaran sebagalmana di--

(2}

4)
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(3}
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

maksud pada ayat (5} dltetapkan dengan Kepu-

tusan Menten

Pasal 44

A1)

Perubahan -yang menyangkut Pestisida yang di- ¢ (2)

. daftarkan, meliputi perubahan:

. nama Formulasi dan/atau nama Bahan Aktlf
Wadah danlatau pembungkus;
alamat pemegang nomor pendaftaran; -
abal FormulasrlBahan Aktlf/Bahan Teknis;
kadar pelarut;
kadar pengemu!si'

g. kadar pembawa.

Perubahan sebagaimana dlmaksud pada ayat {1) !

huruf d sampai dengan huruf g dapat disetujui

- setelah dilakukan' pengujian ulang mutu, toksisi-
tas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasa-
ran dan hasiinya memenuhi persyaratan teknis dan -

efikasinya minimal sama dengan produk awal.
Perubahan sebagmmana dimaksud pada ayat {1)
wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaf-

" taran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala

(1)

Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaf-

taran dan diusulkan penetapan perubahannya.

7

Pasal 45

Izm tetap Pestisida dapat dldaftarkan ulang-

dengan mengikuti ketentuan tata cara Pendaf-

_taran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam

Bab VI dengan dilengkapi:

a. hasil uji mutu ulang Formulasi bagi Pesﬂs:da

(2)

(3}

pendaftaran ulang ganijil (pertama, ketiga ....dst);
b. hasil uji mutu ulang Bahan- Teknis Pestisida
untuk setiap melakukan pendaftaran ulang;

¢. hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap

‘semua organisme sasaran bagi Pestisida pendaf-
taran ulang genap (kedua, keempat..... dst.).
Pengupan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) di-

lakukan terhadap semua organlsme sasaran yang
" telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih. '
‘Pengujian terhadap organisme sasaran sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan pada 1

. (satu) lokasi atau 1 {satu) unit untuk ma'si_ng-

{4)

{5}

masing organisme sasaran/tujuan Penggunaan.
Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90

{sembilan puluh} hari kalender sebelum masa izin .

berakhir. :
Apabila pendaftaran ulang izin tetap telah me-
lewati waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat

{4), pendaftaran ulang ditolak.

(3 .
T bagalmana dimaksud pada ayat {1) m|n|mal ha-=

Pasal 46
izin tetap pendaftaran ulang dapat dilakukan
dengan persyaratan sebagan;nana dimaksud dalam

" Pasal 45. ,
Pemberian izin tetap pendaftaran'ul'ang sebagaima-
na dalam ayat (1} dilakukan dengan mempertim-

bangkan hasil evaluasi pengawasan Pestisida.
Formulasi-pestisida“ yang didaftarkan: ulang se-

' Tus dlkemas di dalam negeri. -

{1)

Pasal 47

Apabila perm‘ohonan pendaftaran ulang sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 45 diterima, pafing lambat

- dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah

diterbitkan Keputusan Menteri tentang Pendaftaran .

~ dan Pemberian izin tetap Pestisida:

(2)

{(3)

Apa_blia dalam waktu 80 (sembilan. puluh) " hari
kerja Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan
Pemberian izin tetap Pestisida sebagaimana di-

- maksud pada ayat. {1) belum diterbitkan, Direktur
- Jenderal atas nama Menteri menerbltkan Keputu-

san Menteri,

Apablla pendaftaran ulang sebagalmana dlmak-'
. sud dalam Pasal 45 tidak d|Iakukan atau ditolak,

" -nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.

1(4)

{6}

(1)

" (2)

Pestisida yang nomor dan izin pendaftaran telah

_‘berakhlr atau pendaftaran ulang ditolak harus d|-
tarik dari Peredaran.

Penarikan dari Peredaran sebagalmana dlmaksud
pada ayat (4) dlllakukan paling fambat 6 {enam)

~ bulan sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin

pehdaftarén atau penclakan pendaftaran ulang.

BABVH .
WADAH DAN LABEL PESTISIDA
Pasal 438 '

Pestisida yang terdaftar dengan izin tetap harus
.ditempatkan dalam Wadah.

Wadah sebagaimana dimaksud pada a\jat {1} ha-

rus tidak miudah pecah atau robek, dan dilindungi

Wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi

dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dam- .

pak terhadap’ manusaa dan hngkungan dapat d|—

" hindarkan.

(3)

Setiap Wadah harus: dltutup atau dilipat sehingga

tutup atau lipatan maupun Wadah tidak dapat -

dibuka tanpa merusaknya kecuali. Wadah dibuat
sedemikian rupa sehlngga tanpa ' merusak -tu-

tupnya, Pestisida hanya dapat keluar dalam ben- .

‘tuk asap atau kabut.
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PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

lem-baga- pénguji wajib menjaga kebenaran dan-

(4) Spesifikasi Wadah Pestisida harus diuraikan se-

' cara lengkap yang mencakup volume, nama ba- kerahasiaan data serta informasi mengenai Pesti-

- han, bentuk, ukur_an; ketebalan bahan, warna, * ‘sida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan
bahan ‘lapisan permukaan Wadah bagian dalarn Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan penge—
dan bahan tutup Wadah-sebagaimana tercantum lolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat se- |

" dalam Lampiran X| yang merupakan baglan tldak ~gala- mutasi baik ‘subyek maupun obyek’ Pendaf-
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. taran Pestisida.

{5) Pewadahan kembali suatu Formulasi Pestisida o
hanya dapat dilakukan. oleh pemegang nomor Pasal 51"

Peridaftaran Pestisida atau pihak lain yang ditun- Pemegang nomor pendaftaran wajib mencan-
juk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- | tumkan seluruh ketefangan yang dipersyaratkan pada 1
‘undangan. ' ' Label Pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercan-

’ - tum dalam Lampiran Xi yang merupakan baglan tidak

: . " Pasai 49 terplsahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1} Wadah Pestisida harus diberi Labe| yang dltem- _
pelkan dan tidak mudah lepas atau ducetak pada ] : Pasal 52

" Wadah. ' : : (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib -menyam-

(2) Pemegang nomor pendaftaran Wajlb menyerah- . paikan laporan tahunan untuk Pest:sma aktif dan
kan Label yang telah dicetak kepada Dlrektur Jen—' laporan 6 {enam) bulanan mengenar produksi dan

- deral melalui Kepala Pusat, - ~ Peredaran Pestisida Terbatas kepada Menteri

{3) Keterangan pada Label dan lampiran petunjuk _ dalam hal ini Direktur Jenderal melalui Kepala Pu- _

' Penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa in- sat dengan-menggunakan formulir sesuai dengan
donesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agi- format 7 S’ebagaima‘na tercantum dalam Lampi-
tatif atau bomnbastis, antara lain frasa "dahsyat”, “ran XHI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

_ “hebat” "‘super" “ampuh”, "pahng dan “top”. dari Peraturan Menteri ini. _
" {4). Dilarang mencantumkan gambar organisme sasa- L.aporan tahunan untuk Pestisida aktif sebagaima-
: ran dan komoditasnya yang tidak terdaftar, " na dimaksud pada ayat (1) memuat produksi dan

(5} - Dilarang membandingkan dengan Pestisida lain . Peredaran Pestisida, serta bahan aktifnya yang
yang. telah terdaftar. -mehputl -impor, ekspor dan jual beli- di dalam

(8) Penggunaan bahasa asmg dapat dlgunakan un- negeri, disertai dengan penyerahan yang terakhir
tuk menterjemahkan hal penting yang tercantum * diproduksi' paling lambat 2 (dua) bulan setelah
dalam bahasa Indonesia. tahun kalender berakhir. .

{7) I(eterangan dan tanda penngatan pada Label Pemegang nomar pendaftaran yang tldak me-
harus dicetak jelas, mudah dibaca atau difthat, nyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada |
mudah dipahami'dan-tidak mudah terhapus. . ayat {1). diberi!_(én surat peringatan sebanyak 2
Keterangan Label meliputi isi Label, kalimat ~ {dua) kali dengan tenggang waktu 3 {tiga) bulan.

» peringatan dan petunjuk keamanan, gejala kera- Pemegang -nomor pendaftaran Pestisida waijib

" eunan, petunjuk pertolongan’pertama, penyim-. ‘melakukan pembinaan dan pengawasan terha-

_panan, Penggunaan, pencantuman tanda gambar dap Pestisida “aktif dan bertanggungjawab atas |
atau piktogram bahaya, Label Pestisida Terbatas, penarikan -Pesti_sida kadaluarsa, Pestisida yang
dan penyusunan Label sebagainiana tercantum terkena larangan dan Pemusnahan.
~dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak : o
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. : ‘ Pasal 53

{9) Ketentuan mengenai Label Pestisida diatur lebih Tata cara Pemusnahan Pestisida dilakukan
lanjut oleh - Dlrektu( Jenderal atas nama Menteri. sesuai dengan peraturan perundang-undangan - di

‘ ' ' : bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
BAB VI Beracun.
" KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMEGANG )
NOMOR PENDAFTARAN BABIX .
- Pasal 50 , BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PENGUJIAN
{1} Petugas yang melayanl pendaftaran dan petugas * * . ‘Pasal 54 '

f
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g " PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH I

(1} Pemohon .pendéftaran dan pemohon pengujian wa-

jib membayar biaya pendaftaran, biaya pengujian,

dan. biaya pengambilah contoh. Pestisida sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. _
(2) Biaya pendaftaran sebagaimana- dimaksud. pada
‘ ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan
Pajak {PNBP) dan harus disetor ke Kas Negara
yang besarnya dltetapkan berdasarkan peraturan
perundang undangan '
(3) Biaya pengujian yang dilaksanakan oleh Iembaga_

pengujian - milik Pemerintah ‘merupakan Peneri- -
maan Negara Bukan Pajak (PNBP} dan harus di--
setor ke kas Negara ‘yang besarnya ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
{4) Biaya Pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga
pengujian milik swasta, besar dan tata caranya
. ditetapkan oleh lembaga penguiji bersangkutan.

. "BAB X ‘
PESTISIDA UNTUK PENGUJIAN
Pasal 65 '

(1) P.emasukan Pestisida wuntuk . pengujian -daiarh ]
" rangka pendaftaran pestisida. dapat dl[akukan'

setelah mendapatkan izin percobaan.,

{2)..Jumlah dan jenis pestisida untuk pengujian seba-

gaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan sesuai
dengan rekomendasi impor dari Direktur Jenderal.

.BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
' Pasal58 ' .
dan/atau

Lembaga penguiji laboratorium

penguiji. yang terbukti tidak menjamln kerahasiaan -

. dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya,

diberikan teguran tertulls oleh Direktur Jenderal dan

~ dilaporkan kepada. pejabat yang berwenang untuk
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan per-
-‘aturan perundang undangan ‘

: Pasal 57
Petugas yang melayani pendaftaran terbuktl
" tidak menjamin kerahasiaan data Pestisida sebagaima-
' na dimaksud dalam Pasal 50 dan tidak melaksanakan

pelayanan pendaftaran sesuai'peraturan' ini dikena-
kan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan 1

perundang undangan '
Pasal 58

(1) Pemohon yang terbukti mengedarkan Pest|5|da
yang sedang dalam proses pendaftaran, permo- .

" honan pendaftaran dianggap batal demi hukum.

{2) ‘Sanksi. pembatalan permohonan pendaftaran dan

izin Pestisida. sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} diberikan oleh Direktur Jenderal yang disam-

paikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal b9

{1 F’emegang 'nombr-pendaftaran yang terbukti ti-

. dak mencantumkan seluruh keterangan yang di-

persyaratkan pada Label sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 49 ayat (8} dan/atau tidak melapor-

kan adanya.perubahan pemegang pendaftaran,

dlkenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran

" dan izinnya.

{2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti t|dak
menjamin mutu Pestisida yang diproduksi dan/

‘atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan.
nomor pendaftaran dan izinnya.

(3) Pemegang nomor pendaftaran y‘ang tidak mem- -

produksi dan/atau tidak mengimpor Formulasi

' Pestisida yang didaftarkannya dan tidak ter-
masuk Pestisida aktif sebagaimana ' dimak-

- sud dalam Pasal 40 atau tidak inelaporkan ‘se-
.bagalmana dimaksud dalam Pasal 52 ayat {2),
dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran

‘ dan izinnya, -
(4) Pemegang nomor pendaftaran yang tldak melapor—
"~ kan perubahan asal Bahan Aktif sebagalmana di-
‘maksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf T, dikenakan
sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
{5). Nomor pendaftaran yang dicabut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4},
' pemegang nomor pendaftaran wajib menarik Pes-
- tisida dari Peredaran paling lambat 3 {tiga) bulan

sejak diterbitkannya Pencabutan Nomor Pendaf» n

-taran dan izin Pestisida.

-{8) Pemohon atau pemegang nomor pendaftaran yang | -

. terbukti tidak memberikan data/informasi yang se-
- benar-benarnya atau m'enggunakan data yang bu-
* kan menjadi haknya, dikenakan sanksi pembatalan

atau sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan

izinnya.

 Pasal 60 L __
Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pes-

tisida selain karena sanksi sebagaimana, dlmaksud

dalam Pasal 59 dapat dilakukan karena:

a. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak lagi
’ ditunjuk oleh pemilik Formulasn Pestisida ber- |-

. sangkutan;

b. atas permintaan Pemegang Nomor Pendaftaran;
c. masa berlaku habis dan tidak dlperpanjang oleh
~ Pemegang Nomor- Pendaftaran :
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d..

ditemukan. dokumen pendaftaran yang palsu atau
tidak benar;

Pemegang Nomor Pendaftaran yang tldak melaku-. i

. kan Peredaran sebagai Pestisida aktif selama 2

" (dua) tahun berturut—turut\sejak pembenan nomor -

(1)

. mendapat izin dari Kepala Badan Penelitian dan -

- (2)

(3)

[

pendaftaran ‘dan/atau

- Pemegang Nomor Pendaftaran melakukan ‘tinda-
_ kan hukum terkait dengan Pestisida atau Bahan

Aktif yang terdaftar dan telah dinyatakan oleh

pengadtlan yang mempunyai kekuatan hukum

BAB XiI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 61 °
Pemasukan Bahan Aktif danlatau Formulasi Pes-
tisida untuk penelitian dan p_engembangan harus

Pengembangan sesuai kewenangannya.
Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau
Formulasi Pestisida sebagai'mana dimaksud pada
ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan
pengembangan.’

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diberi-
kan untuk jangka waktu 3 (tiga)’ bulan dan jum-
lah Bahan Aktif/Formulasi sesuai, kebutuhan ber-
dasarkan usulan yang telah dievaluasi.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sé-
bagaimana pada ayat {1} dalarh menerbitkan izin

. terlebih dahulu harus ada rekomendam dari Komi-

_(1‘)

si Pestumda

‘ Pasal 62
Penelitian dah pengembangan sebagaimana di-

méksud dalam Pasal 61 dildkukan dibawah penga-.

- wasan Kepala Badan Penehnan dan Pengembangan

(2)

(1}

(2)

. .sesuai kewenangan.
Hasil penelitian dan pengembangan dilaporkan ke-

pada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

sesuai kewenangan,

‘ BAB Xli ‘

KETENTUAN PERALIHAN °
Pasal 63

Pestisida 'yang telah mendapat nomor ‘pendaft—‘

aran dan-izin tetap atau izin sementara sebelum

 berlakunya Peraturan Menten ini, dmvatakan ma-

sih tetap berlaku. ‘
Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap

Iz

(3)

‘sesual Peraturan Menteri Pertanlan Nomor 24/ -

Permentan/SR. 140/4/2011 tentahg Tatacara dan |
Pendaftaran Pestisida. \ :
Permohonan nomof pendaftaran dan izin tetap
atau izin sementara yang belum dilakukan pengu-
jian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, di-
proses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri- :
ini. T -

 BABXWN - . ‘
KETENTUAN PENUTUP o
-Pasal 64 ‘ :
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku

\
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentanl !

SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaf- .
“taran Pest:mda (Berita Negara Repubhk Indonesua Ta-

hun 2011 Nomor 232) dlcabut dan dmyatakan tidak

beﬂaku

(enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan ;

penempatannya dalam Berlta Negara Republlk Indo-
neS|a

- Catatan Redaksi :

Pasal 65 -
Peraturan ‘Menteri ini mulai berlaku setelah 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

- Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015
MENTERI PERTANIAN
" REPUBLIK INDONESIA,

T td
AMRAN SULAIMAN

" Diundangkan di Jakarta '
~ pada tanggal 14 Juli 2015
MENTERi HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
‘ . 'REPUBLIK INDONESIA,
o .
YASONNA H. LACLY

" BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1047

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak-Dihﬁuat

atau |Z|n sementara yang sedang atau sudah di- | -

lakukan pengujlan mutu, toksisitas, dan efikasi |

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses

(BN
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' NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN
PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN
KOIVIITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS
-KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

(Peraturan Badan Penyelénggara‘Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 27 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA :
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN,

: Memmbang .
| a. bahwa untuk menlngkatkan efisiensi ‘dan efek- ,
jaminan kesehatan, |
BPJS Kesehatan selain mengembangkan sistem
juga mengembangkan -

, tivitas penyelengg_araan

pelayanan .\kes—ehatan
sistem kendali. mutu pelayanan dan sistem

.pembayaran . pelayanan keseha’tan'rhelalui pola
. pembayaran kapitasi kepada fasnlltas kesehatan-‘

tingkat pertama

b. bahwa : berdasarkan pertlmbangan sebagalma-
na dimaksud’ dalam huruf a, perlu menetapkan .

N Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
‘ Kesehatan tentang Norma Penetapan Besaran

Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pe- |

. menuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasalltas Ke-
'sehatan Tlngkat Pertama; -

Menglngat

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistern Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-

h aré‘Repuink Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Nomor 4456);: ’

2. 'Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang )

.Badan Penyelenggara Jamman Sosial ‘(Lembaran
“Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan L.embaran Negara Republlk Indo~
nesia Nomor 52586);
3. Peraturan ‘Presiden Nomor 12 Tahun 2013 1en-
‘ tang Jaminan Kesehatan
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29} se-

bagaimana tetah diubah d_engan Peraturan Pres-

* iden.Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan

(Lembaran 'Negara |

- Peraturan Pres‘iden Nomor 12 Tahun 2013 ten-

1tang Jaminan Kesehatan {Lembaran Negara Re-

- publik indonesla Tahun 2013 Nomor 255);

4. - Peraturan Menteri ‘Kesehatan Nomor 71 Tahun'

2013 tentang Pelayanan Keseha_tan Pada Jami-
nan Kesehatan Nasional {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun |

- 2014 tentang Standar. Tarif Pelayanan Kesehatan

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kes- '

. - ehatan {(Berita Negara Republik Indonesna Tahun
.-2014 Nomor 1287), S
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jamman Sosial
' Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peny-
. .elenggaraan Jaminan- Kesehatan (Berita Negara
'Republlk Indonesia Tahun 2014 Nomer 1);-

- MEMUTU_SKAI\]":

Menetapkan :
'PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN '
| -SOSIAL KESEHATAN TENTANG NORMA PENETAPAN .
"BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI !
. BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN

PAD_A F,ASILI_TAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.
) BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal, 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaml— '

nan 'S'osllalzKesehatan. ini yang dlmaksud dengan: :

1. -Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa. per-'
. lindungan kesehatan agar Peserta memperoleh‘

' _manfaat pemellharaan kesehatan dan perlind-
: ungan dalam memenuhl kebutuhan dasar kese-
~hatan yang diberikan kepada setiap orang yang
.telah membayar iuran atau lurannya dlbayar oleh

‘ ._pemerlntah A
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-2,

Badan Penyelenggara Jaminan _Sosnal Kesehat—

~an yang- selanjutnya disingkat BPJS .Kesehat-

an adalah badan. hukum yang dibentuk. untuk

menyelenggarakar program Jaminan Kesehatan.

luran Jaminan Kesehatan adalah. sejumlah uang

gram Jamlnan Kesehatan.

" yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta,
. Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah’ untuk pro-

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang as--

mg yang bekerja paling singkat 6 {enam) bulan d|.

Indonesua, yang telah membayar |uran

" Manfaat adalah faedah jaminan .sosml‘ yang men-
_ jadi hak Peserta dan/atau anggota kéluarganyé. :

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selan-
jutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan

. yang melakukan fpela’yanan'_ kesehatan peroran-

gan yang' bersifat non spésialistik untuk keper-.
- promotif, preventif, diagnosis,
,dan/atau pelayan'an

luan observasi,
perawatan, ' pengobatan,
kesehatan lainnya.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya B

disebut Puskesmas adal_a_h fasilitas pelayanan kes-

ehatan yang menyelenggarakan upaya kese,hatan, P

'masyarakat dan .upaya kesehatan perseorangan
tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

" upaya promotif dan preventif, untuk mencapai’
"dera;at kesehatan masyarakat .yang setlnggl—

tlngglnya di wilayah. kerjanya.

Klinik Pratama adalah fasilitas ‘kesehatan yang |
menyele‘nggarakan pelayana’h 'medik dasar umum  _
dalam rangka upaya kesehatan perseorangan:?
: .tmgkat pertama.

- ter prlbadl/perorangan yang menyelenggarakan

. pelayanan medik dasar umum dalam rangka upa- -
, _ ya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
10.

11

. Dokter - Praktik Perorangan selanjutnya disebut .
.praktlk dokter adalah dokter umum praktik dok--

Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran. per- |

bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehat-

an kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama |

berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa

memperhitungkan jems dan jumlah pelayanan ke- . .

, m
._.Komltmen pelayanan adalah komltmen Fasnl:tas )
- Kesehatan Tingkat Pertama uniuk menmgkat- -

sehatan yang diberikan.

kan mutu pelayanan melalui pencapalan mdlka— E

tor
dlsepakatl

pelayanan kesehatan perseorangan yang»‘

12

KapltaSi berbams pemenuhan kom|tmen pelay-
anan adalah penyesuaian besaran’ tarif kapitasi

berdasarkan hasil pemlalan pencapaian mdnkator
- pelayanan kesehatan perseorangan yang dlsepak—

ati berupa komitmen pelavanan Fasilitas Kesehat-

_an ngkat Pertama dalam rangka pemngkatan

P mutu pelayanan.
13.

Angka kontak adalah indikator untuk mengetahui
aksesabnlltas dan pemanfaatan pelayanan primer

'dl FKTP oleh Peserta dan kepedulian serta upaya

FKTP terhadap kesehatan Peserta pada setiap ‘

. 1000 (seribu) Peserta terdaftar di FKTP yang

1.

15,

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Rasio rujukan rawat 1alan kasus non spesmltstlkA
adalah 1nd|kator;untuk mengetahui . optimalnya _‘
koordinasi dan kerjasama antara’ FKTP dengan

‘Fasilitas Ke'sehatéh‘ Tingkat Lanjutan sehingga
sistem rulukan terselenggara sesual indikasi me- |-

dis dan kompetensinya.

‘Program ‘Pengelolaan Penyaklt Kronis yang se-

g Ianjutnva 'disebut - Prolanis adalah suatu sistem

16.

" yang memadukan antara penatalaksanaan pelay— ,
“anan. kesehatan dan komunikasi bagi sekeiompok -
peserta dengan. kond|5| penyaklt tertentu melalui

upaya penanganan penyaklt secara mandm _
Rasio Peserta Prolanis Rutln Berkunjung ke FKTP
adalah mdlkator untuk mengetahm pemanfaatan |

-FKTP oleh Peserta Prolanis dan kesinambungan

- FKTP. dalam melaksanakan pemel:haraan kes-

17.
18.

- dihubungi,
~ {tujuh) hari seminiggu.

i

(2)

ehatan Peserta Prolanis. :
Norma Penetapan Besaran Kaplta3| adalah kntena
mengenal tlngkat kelengkapan sumber daya dan
pelayanan FKTP. yang digunakan untuk peneta-
pan besaran kaptta5| bagi FKTP. .

Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam adalah mem-
beri pelayanan di Iuar jam kerja dengan menye--

'diakan pahng sedikit satu orang: perawat/bidan di - .

FKTP dan satu orang dokter yang dapat hadir jlka Y
24 (dua puluh empat) jam sehari, .7

F’asal 2 . ‘
Manfaat 1am|nan kesehatan yang dtselenggara-

“kan oleh BPJS Kesehatan diberikan oleh fasilitas

kesehatan yang men;aim kerjasama dengan BPJS

) Kesehatan

Fasilitas kesehatan sebaganmana dimaksud pada

_ ayat (1) merupakan fasilitas kesehatan milik
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Pemerlntah pemerlntah daerah dan/atau swasta.
(3)

Bentuk fasilitas kesehatan sebagalmana dimak-

sud pada ayat (2) dapat berupa FKTP, yang terdiri

atas:’ k .
a. puskesmas atau yang setara
praktik dokter;
praktlk dokter gigi; i
klinik pratama atau yang setara; dan
‘Rumah Sakit Kelas D Pratama atau ‘yang
setara. ' :
FKTP sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) milik:
- a. Pemerintah dan pemerintah daerah yang me-
' menuhl persyaratan wajib bekerjasama den-
gan BPJS Kesehatan; atau
b. swasta yang memenuhi persyaratan dapat
bekerjasama dengan BPJS Kesehatari.

poomT

(4)

(5)
- dilakukan melalui perjanjian ker;asama .antara
BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan
I(.abupaten/Kota dan/atau pimpinan FKTP,

Pasal 3

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan |
FKTP diberlakukan pengembangan sistem pengenda-- -

lian. mutu dan sistem pembayaran melalui:

a. nhorma penetapan'besaran tarif kapitasi; dan

b. pembayaran kaplta5| berbasis pemenuhan komit-
men pelayanan. :

BAB Ii
NORMA PENETAPAN BESARAN TARIF KAPITASI
Bagian Kesatu
Urmnum
‘ " Pasal 4 .
(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada
FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas
- jumiah Peserta yang terdaftar di FKTP.-
(2)

suatu wﬂayah ditentukan berdasarkan kesepak-
atan BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas

Kesehatan di wilayah setempat dengan mengacu . -

pada standar tarif kapitasi yang telah ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan. ' '

{3}
pada ayat (2) dltetapkan sebagai berikut:

©  a. puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se-

tara sebesar Rp.3. 000,00 (tiga ribu rupiah)

Kerjasama sebagaimana’ dimaksud pada ayat {4) -

Standar tarif ~kapitasi sebaggimana dimaksud :

Besaran tarif kapitasi sebagaimana dlmaksud
_pada ayat (1) yang dibayarkan kepada FKTP pada -

"56)

7

‘sampai dengan Rp.6.000,00. (enam r|bu ru- -
piah); . ‘
b. rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama,
praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang
setara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu ru-
piah) sampai dengan Rp. 10 000 00 (sepuluh
- tibu rupiah}; dan
~ ¢. praktik perorangan dokter -
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
(4) Penetapan besaran tarif kapitasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) bagi masing-masing FKTP -
dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kes-
- ehatan Kabupaten/Kota berdasarkan seleksi dan
kredensialing dengan mempertimba{ngkan:
a.  sumber dayé manusia; :
b. kelengkapan sarana dan prasarana;
¢. lingkup pelayanan; dan
~d. komitmen pelayanan. ‘
{5} Pertimbangan sumber daya manusia sebagaima-
'na dimaksud pada ayat (4) meliputi: -
a. ketersediaan dokter berdasarkan rasio per-
" bandingan jumlah dokter ldengan ium|ah
peserta terdaftar; dan - T
b. ketersediaan dokter gigi, perawat, bldan ter-
- masuk jejaring bidan dan tenaga administrasi.
Pertlmbangan kelengkapan sarana dan prasarana
sebagalmana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
a. keiengkapan sarana prasarana FKTP yang di-
- perlukan dalam memberikan pelayanan; dan
b. waktu pelayanan di FKTP. -
"Pertlmbangan tingkup pelayanan sebagaamana di- |
maksud pada ayat {4} meliputi: '
a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai
peraturan perundang- undangan
b. pelayanan obat; dan
. c. pelayanan laboratorium tingkat pratama.

gigi. sebesar

_ Baglan Kedua
" Norma Penetapan Besaran Tarif KapltaSI
Bagi Puskesmas Atau Fasilitas Kesehatan
Yang Setara
Pasal b
Settap Puskesmas atau fasilitas kesehatan
yang = setara yang bekerjasama dengan_ BPJS
Kesehatan harus memer_\uhi‘persyaratan:
a. memiliki perawat;
b. -memiliki bidan dan/atau jejaring bldan
c. memiliki tenaga admlmstrash ' ‘
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i.  memberikan pelayanan darurat d|

jumlah dokter;

e

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

d. memenuhi kriteria '

rekredensialing;

kredensialing

. e. memberikan’ pe.layanan rawat jalan tingkat?pgr- -
I a. _memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perband-

tama sesuai peraturan perundang-undangan;

f.  memberikan pelayanan obat; .
" g. memberikan

_pelayanan Iaboratorlum

pratama;

h. membuka waktu pelayanan minimal 8 (delapan)

jam setiap hari kerja; dan
Iu‘ar “jam

pelayanan

Pasal 6

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se- |
'| tara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ;
'dimaksud dalam Pasal 5§ memperoleh pemb’ayaran-‘é
dengén besaran tarif kapitasi yang didasarkan pada
rasio jumlah dokter dengan jumlah
dan waktu | - :
‘ o d. 'memlllk:dokter.‘z(clua)orangdenganperbandmgan

peserta, ada atau tldaknya dokter grgl
pelayanan. :

" Pasal 7

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se- .
tara memperoleh kapitasi sebesar Rp.3. 000,00 {tiga
ribu rupiah) apabila tidak memiliki dokter, tidak memi- -
liki dokter gigi dan membuka waktu beléyan'an kurang

dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

N 'Pasa_l 8

- Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se- |
tara memperoleh kapitasi sebesar Rp.3.250,00 {tiga

ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila :°
a. tidak memiliki dokter,

setiap hari;

b. memiliki dokter 1 (satu) orang, memiliki atau ti-
dan membuka waktu
pelayanan kurang dari 24 {dua pquh'empat) jam .

dak memlhk_l dokter gigi,

‘setiap hari; atau

c. memiliki dokter. 2 (dua) orang dengan perband- -
ingan 1 {satu) orang dokter berbanding dengan
paling sedikit 5.001 {lima ribu satu) Peserta, me-. .

. miliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan mem-

buka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh' :

: empat) jam setlap hari.

'Pasai 9

atau
© tara memperoleh kapitasi sebesar Rp._3.500,00 {tiga

ting kat N

memiliki dokter gigi pal-
ing sedikit 1 (satu} orang, dan membuka waktu j
pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam-

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se-
ribu lima ratus ruplah) apabila :

ingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan
'pallng banyak 5.000 {lima ribu) Peserta, memi-
liki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka
- waktu pelayanan kurang dari 24 {dua puluh em-
pat) jam setiap hari,; i

b. memlllku dokter paling sedlklt 3 {tiga) orang, me-

miliki atau tidak menmiliki dokter gigi, dan mem-

buka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh

empat) jam setiap hari; )
c¢. memiliki-dokter 1 {satu} orang dengan perband—
' ingan 1 {satu) orang dokter berbandmg dengan
paling sedikit 5.001 {lima ribu satu} Peserta, me-
‘miliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan mem-
buka waktu pelayanan 24 (dua puiuh empat) jam
setiap hari; atau

1 (satg) orang .dokter berbanding dengan paling
sedikit 15.001 {lima belas ribu satu) Peserta, me-
" miliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan mem:-
buka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat} jam

. setiap hari. - :

_ ~ Pasal10
Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se-

. tara memperoleh kapitasi sebesar Rp.4.000,00 (em-

pat ribu rupiah) apabila :
a. mem|I|k| dokter 1. {satu) orang dengan perband- :
ingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan

paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memi- | -

* liki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka
waktu pelayanan 24 (dua puluh . empat) 1am se-
tiap hari; ‘

b. memiliki dokter 2 {dua) orang dengan perband-.

“ingan 1 {satu) orang dokter berbandlng dengan'
paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) sampai den- -
gan paling banyak 15.000 {lima belas ribu) Peser- |

" ta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan
membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat)
'}am setiap hari;

¢. -memiliki dokter pallng sed|k|t 3 (tlga} orang den-
' gan perbandingan 1. {satu) orang dokter berband-
ing dengan paling sedikit 15.001 {lima belas ribu |
.~ satu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan
membuka waktu pelayanan 24 {dua puluh empat)
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jam setlap hari; atau
gan perbandingan 1 (satu) orang dokter berband-

- satu) PeSerta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1
{satu} orang, dan membuka waktu pelayanan 24
(dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasal 1 1

pat ribu lima ratus ruplah) apablla ‘
a. "memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perband-

paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memi-

tiap hari;

gan perbandmgan 1 {satu) orang dokter berband-
ing. dengan paling sedikit:5:001" {lima ribu -satu)
sampai dengan paling banyak 15.000 (lima be-
las ribu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan

jam setlap hari; atau
i C.

ing dengan paling sedikit 15.'001‘ {lima belas ribu

dikit 1 {satu) orang, dan membuka waktu pelay-
anan 24 {(dua puluh empat) jam setiap hari.

"Pasal 12

tara memperaleh kapﬂasu 'sebesar. Rp 5.000,00 (!ima
ribu rupiah) apabila: - y

a.- memiliki dokter paling sedikit 3 {tiga) orarig den-
- .gan perbandingan‘_ 1

Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka
waktu pelayanan. 24 (dua puluh empat) jam se-
tiap hari; atau ' :

b. memiliki dokter pallng sedlklt 3 (tlga) orang den-
gan perbandlngan 1 (satu) orang dokter berband-

d. memiliki dokter paling sedikit 3 (ttga) orang den— _

Puskesmas atau, faS|I|tas kesehatan yang se—
tara memperoleh kaplta3| sebesar Rp.4. 500 00 (em- )
ingan 1 (satu) orang dokter berbandmg dengan ,

liki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka:
waktu pelayanan 24 {dua puluh empat) jam se-

b. memiliki dokter paling sedlklt 3 (tlga) orang den-

membuka waktis pelayanan 24 {dua puluh empat) :

“memiliki dokter paling sedikit 3 {tiga) orang den- -
gan perbandingan 1 {satu) orang dokter berband- -

satu) sampai dengan paling banyak 20.000 {(dua
puluh ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling se-

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se-

ing dengan paling sedikit 5.001 {lima ribu satu) -
_sampai' dengan paling banyak 15.000 {lima belas |
- ribu} Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1

v
H
i

ing dengan paling sedikit 20.001 {dua. puluh ribu |

{(satu) orang dokter ber- |
banding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu} |

i .memberlkan pelayanan darurat di

{satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24
- {dua puluh empat) 1am setlap hari.

_ Pasal 13 .
" Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang se-
tara memperoleh kapl‘laSI sebesar Rp.6.000,00 (enam

‘rlbu rupiah) apabila memiliki dokter pallng sedikit 3 |

(tlga) orang dengan perbandlngan 1 (satu) orang dok-

- ter berbanding dengan paling banyak 5. 000 ({lima ribu)

Peserta, memiliki, dokter gigi- paling sedikit 1 (satu)

orang, dan membuka waktu pelayanan 24 {dua puluh'

empat) jam setiap hari.

_ Pasal 14 -
Tabel Norma Penetapan Besaran Tarif Kapi-
‘tasi Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara

sebagaimana dimaksud d"alam Pasal 7, Pasal 8, .Pasall

9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 tercan-
tum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terptsahkan dari Peraturan BPJS Kesehatan ini.

Bagi‘an Ketiga '
Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi
Bagi FKTP selain Puskesmas
Pasal 15 _
" Setiap FKTP selain Puskesmas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} huruf b yang beker-
jasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi per-

' syaratan:

a. memlhrkl perawat;
memiliki bidan dan/atau jejaring bldan

b
“¢.  memiliki tenaga administrasi; ‘
d. memenuhi kriteria kredensuahng atau rekreden3|-

- aling;

e. memberlkan pelayanan rawat jalan tingkat per—'-'

tama sesuai peraturan perundang- undangan,
f. . memberikan pelayanan obat;
‘9. memberikan pelayanan Iabora’torium
pratama; ' : ‘
h membuka waktu pelayanan minimal 8 {delapan)
~ jam setiap hari kerja; dan f
luar: jam
'pelayanan

Pasal 16 ‘ -
FKTP selain Piskesmas yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud - dalam Pasal

15 memperoleh  pembayaran dengan besaran tanf T
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kapitasi yang didasarkén kepada jumlah dokter, r_asuo :

jumlah dokter dengan jumlah peserta, ada atau tida-

_knya dokter gigi, dan waktu‘ pelayanan.

Pasal 17

Praktlk dokter atau fasilitas kesehatan yang.
setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.000,00

{delapan ribu rupiah} apablla memiliki 1 {satu) orang

dokter dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 g

(dua puluh empat) jam.

Pasal 18 .

i

Klmlk Pratama memperoleh kapl‘l’aSl sebesar
- dokter paling sedikit 2 {dua} orang dengan perband-

Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) apabila memiliki

dokter paling sedikit 2 (dua) orang, tidak memiliki :

dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan, kurang
dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari:

. Ppasal19

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar 1.
Rp.'8.100,00 {delapan ribu seratus rupiah) -apabila |

memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan

~ perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding den-

gan paling sedikit 5.001 (iima ribu satu} Peserta, me-
miliki dokter. gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan

membuka waktu pelayanan kurang dan 24 (dua puluh i

empat) jam setiap harl ' B

Pasal 20
‘ Klinik’ Pratama memperoleh kapitasi sebesar
Rp. 8 250,00 (delapan ribu dua ratus lima puluh ru-
piah) apabila memiliki dokter paling sedlklt 2 {dua)

orang dengan perbandingan 1 ({satu) orang dokter
© gan perbandingan 1. (satu) orarig dokter berbandmg

berbandin'g'dehgan paling banyak 5.000 (lima ribu)
| -Peserta, memlllkl dokter gigi paling sedikit- 1 (satu)

orang, dan membuka waktu pelayanan kurang dan 24

{dua puluh empat) jam setlap han

Pasal 21

. " Klinik Pratama ‘memperoleh kapltaSI sebesar. -
"'Rp. 8. 500,00 (delapan ribu Tima ratus rupiah) apabila

memiliki- dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan

gan paling sedikit' 10.001 (sepuluh ribu satu) Peserta,

tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelay- *

anan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

Pasal 22 '

- perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding den- -

‘ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH .

Khmk Pratama memperoleh kapltaS| sebesar |
Rp.8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh ru-
piahj} -apabila 'memi'liki dokter paling sedikit 2 (dua)

"orang dengan peri_:_éndingahﬂ {satu) orang dokter

berbanding dengan paling. sedikit 5.001 {lima ribu
satu} sampai dengéan paling banyak 10.000 {sepuluh -

{ ribu} Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membu-

ka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap |
han

Pasal 23
Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar '

o

'R‘p.Q.OO0,00 (sembilan ribu rupiah) apabila memiliki

ingan 1 (satu) orang dokter ‘b‘erband'ing dengan pal- |

' ing banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, tidak memiliki

dokter g‘igi, dan m_embuka waktu pelayanan 24 {dua
puluh empat) jam setiap hari.

: Pasal 24 -
Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar
Rp 9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupi-

ah}-apabila memiliki dokter paling sedikit 2 {dua) orang

dengan perbandingan 1- {satu) orang dokter berband-
ing dengan paling sedikit 10.001 (sepuluh ribu satu)
Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 {satu) |

orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh
© empat) Jam set:ap hari.. - .

_ 'Pasal- 25 -
_ Klihik‘ Pratama memperoleh kapitasi sebesar
Rp.9.500,00 {sembilan ribu lima ‘ratus rupiah) apa-
bila memiiliki dokter palmg sedikit 2 (dua) orang den-

“dengan paling sedikit 5. 001 {lima ribu satu) sampai
jdengan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu} Peserta,
. memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan |

membuka waktu peiayanan 24 (dua’ puiuh empat) jam .
setlap hkari. .

Pasal 26
Klmlk Pratama memperoieh kaplta5| sebesar
Rpr.9.750,00 {sembilan ribu tujuh ratus lima puluh

. Tupiah} apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua)

orang dengan perbandingan 1 {satu} orang dokter .-
‘berbandmg dengan paling banyak 5,000 (lima ribu} !

Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 {satu) .
. orang, dan membuka waktu. pelayanan 24 {(dua puluh
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e
empat) jam 'setiap hari.

_— Pasal 27
-Rumah Sakit: Kelas D Pratama memperoleh

H

:

kapitasi sebesar ‘Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah} |
.| .apabila memiliki dokter paling sedikit 3-{tiga). orang, .|

~ memiliki dokter gigi paling sedikit. 1 {satu) brang dan
- membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat} jam
setiap harl

Pasal 28
Tabel Norma Penetapan Besaran Tarif Kapi-
tasi FKTP selain Puskesmas seb_agapmana dimaksud
dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Paséi

21,"Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 |-
dan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran  yang meru--

pakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan BPJS !

Kesehatan ini.

Bagtan Keempat

Penerapan ‘Norma Penetapan Besaran Tarlf KapltaSI _

Pasal 29. .
‘Norma Penetapan Besaran Tarif . I(ap:ta5|

dalam Peraturan BPJS Kesehatan ini merupakan pe-
doman dalam membuat kesepakatan dengan Asosiasi-

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di tiap provinsi.

’ Pasal 30 .

'_ Teknis Kegiatan dan Penerapan Norma Pene-
‘tapan Besaran Tarif Kapitasi oleh BPJS Kesehatan di-
lakukan melalui proses sebagaimana tercantum dalam
Lampiran il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan BPJS Kesehatan ini. '

BAB n ‘
PEMBAYARAN KAP[TASI BERBASIS
PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN
Bagian Kesatu
. Umum .‘
. - Pasal 31 o
{1) 'Pembayaran Kapitasi yang telah disepakati se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan

berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
Pemenuhan komitmen pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan pen-

~capaian indikator dalam komitmen pelayanan
yang dilakukan FKTP yang mellputl
a. Angka Kontak (AK};

(2)

P

- {(2)

@

“

12)

i

b. Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesi-
alistik (RRNS); dan

_¢. Rasio Peserta Prolams rutln berkunjung ke’

 FKTP (RPPB).”

Bagian Kedua
" Indikator Komitmen Pelayanan Dan
" Target Pemenuhannya
Pasal 32 -
'Indikator Angka Kontak (AK) sebagalmana di-
_ maksud dalam Pasal 31 ayat

: .sebaga1 berikut; ‘ .
AK = jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak x 1000
" jumiah Peserta terdaftar di FKTP

(2} Angk.a kontak sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) merupakan jumlah Peserta ‘terdaftar yang

melakukan kontak dengan FKTP dibandingkan

‘dengan total jumlah peserta terdaftar di FKTP di-

kali 1000 (serlbu) ‘

Target pemenuhan angka kontak oleh FKTP ses-

uai dengan' kesepaka’tan antara BPJS Kesehatan

dengan Asosiasi Fasﬂutas Kesehatan Tlngkat Per-

tama, sebagai. berikut : R

a. target pada zona aman paling Sedlkl't sebesar
150%. (seratus lima puluh permll) setiap bu-
lan; dan

b. target pada zona prestasi paling sedlklt sebe--

‘'sar 250% {dua ratus lima puluh perm:t) setiap
bulan. o
.Angka kontak sebagalmana dimaksud pada ayat
{1} merupakan indikator untuk mengetahui ak-

sesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer "

" di FKTP oleh Peserta dan kepedulian serta upaya
FKTP terhadap -kesehatan Peserta p'ad'q setiap
1000 . (seribu) Peserta terdaftar di FKTP yang
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

. . Pasal 33
{1) 'Indlkator Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non
- Spesnallstlk (RRNS) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat {2) huruf b dihitung dengan formu-_.

lasi perhltungan sebagai berikut:
" RRNS =

jumiah rulukan kasus non sp_esmllstl X ]00
’ jumlah rujukan FKTP '

an ;umlah Peserta yang dirujuk dengan dlagnosa
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‘Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik '
sebagalmana dimaksud pada ayat {1} merupak--
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' yéng termasuk dalam level kompetensi FKTP ses-

(3)

uai-dengan Panduan Praktik Klinis dibandingkan
dengan jumlah seluruh Peserta yang dlrLljUk ‘oleh

* FKTP dikali 100 (seratus).

Target pemenuhan rasio rujukan rawat jalan ka-

sus non spesialistik oleh FKTP sesuai dengan kes- -
~ epakatan-antara BPJS Kesehatan dengan Asosia-

si Fasilitas Kesehatan ngkat Pertama, - sebagal
berikut : :

‘a, target pada zona aman sebesar kurang dan

4)

AN

(2)

(3)

{4)

5% (lima persen) setl_ap,bulan dan
b. tal_'getrpa,da zona prestasi sebesar kurang dari
1% {satu persen) setiap bulan.

Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik -
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan

nasi dan kerjasama antara FKTP dengan Fasili-

tas Kesehatan Ti'anat Lanjutan sehingga sistem
rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan
.kompetensmya '

) Pasal 34 . -
Indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung

ke FKTP sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 31

ayat (2) huruf ¢ dihitung dengan formulasi perhi-
tungan sebagai berikut : . Co

jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP

indikator untuk mengetahui optimalnya koordi-

_RPPB = jumlah Peserta Prolanis vang'rutin berkunjung x 100 '

Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan' :
o jumlah Peserta Prolams yang-rutin berkunjung ke

FKTP dlbandlngkan dengan jumlah Peserta Prola: 1.

nis terdaftar di FKTP dikali 100 (seratus).
Target pemenuhan ‘Rasio Peserta Prolanis Ru-

tin Berkunjung ke FKTP oléh FKTP sesuai den- '

gan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan

Asosiagi Fasilitas Kesehatan Tingkat 'Pertama,-

sebagal berikut : ‘

a. target pada zona aman palsng sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) setiap bulan; dan-

b. target pada zona prestasi paling sedikit sebe-

sar 90% _(sembllan puluh perseri) setlap bu- -

lan. e . _
Rasio Peserta Prolanis yang berkunjung ke FKTP

-sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
indikator untuk mengetahui’ pemanfaatan FKTP

oleh Peserta Prolanis dan kesinambungan FKTP
dalam. melaksanakan pemellharaan kesehatan

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

" Peserta Prolanis.

-Pasal 35
' Indakator komitmen pe1ayanan sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dini-
lai setlap bulan,

(1)

(2)

.'Bagian Ketiga
Penerapan Pembayaran KapltaS|
" Berbasis Pemenuhan 'Komitmen Pelayanan .
Pasal 36 .
Hasil pen‘capaian -target i'ndikator komitmen
pelayanan FKTP menjadi dasar pembayaran. kapi-
tasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
FKTP yang memenuihi :

- a. 3 (tiga) target mdtkator komltmen pelayanan

pada zona prestasi, menerima pembayaran
“kapitasi sebesar- 115% (seratus lima belas "
persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;

~b. 2 {dua) target indikatorﬂ komitmen pelayanan

pada zona prestasi dan 1 (satu) indikator lain-
nya pada zona aman, menerima pembayaran
kapitasi sebesar 110% {seratus sepuluh pers-
. en) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
c. 1 (satu) ‘target indikator komitren pelayanan_ i
' pada zona prestasi dan 2 {dua) indikator lain-
nya pad'a Zona aman, menerima perﬁbayaran
kapitasi sebesar 105% (seratus lima persen)
“dari norma kapitasi yang ditetapkan; )
d." 3 {tiga) target indikator komitmen pelayanan
" pada zona aman, menerima pembayaran kapi-
tasi sebesar 100% (seratus persen) dari nor-
~ ma kapitasi yang ditetapkan;

e 2 {dua) target indikator komitmen pelayanan

. pada zona aman dan 1 {satu) indikator lain-
nya tidak memenuhi target pada zona aman,
menerima pembayaran-kapitasi sebesar 90% "
{sembilan puluh persen) dari ngrma kapitasi
'yang ditetapkan; - .

f. "1 {satu) target indikator komltmen pelayanan

pada zona aman dan 2 (dua) indikator lain-

nya tldak memenuhi targ.et pada zona aman, -
menerima pembayaran kapitasi sebesar 80%
" (delapan puluh persen) dari norma kapitasi

. yang ditetapkan; :
g. 2 {dua) target indikator komltmen pe[ayanan
' pada zona prestasi, dan 1 {satu) indikator lain-
nya tidak memenuhi target pada rzcma aman
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© h. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan 1

(3)

(4)

- {5)

(6)

(7}

menerima pembayarah kapitasi sebesar 98%
‘(sembilan puluh delapan perseh) dari norma
kapitasi yang ditetapkan; ‘

pada zona prestasi, 1 (satu) target indikator
pada zona aman dan 1 (satu) indikator lain-
nya tidak-memenuhi target pada zZona aman
menerima pembayaran kapitasi sebesar 95%
- (sembilan 'p'uluh lima persen) dari norma kapi-

' tasi yang ditetapkan; dan
i. 1 {satu) target indikator komitmen peléy§na|j

pada zona prestasi dan 2 {dua) indikator fain- .

nya tldak memenuhi target pada zona aman
. menenma pembayaran kapitasi sebesar 90% |

(semb:lan puluh persen) dan norma kaplta5|
yang: dltetapkan : :

FKTP vang tidak memenuhi seluruh target Indl—
kator komitmen pelayanan pad‘a zona aman, me-
nerima pembayaran kapitasi sebesar ‘75% (tu- -

juh pulub lima persen) dan norma kaplta5| yang

“ditetapkan.-

Dalam hal pemenuhan target indikator komltmen
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2}
dan ayat (3) menyebabkan besaran tarif. kapitasi

lebih rendah dari standar tarif kapitasi minimal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah .

sebesar tarif kapitasi minimal, .
Dalam hal pemenuhan target indikator komltmen

pelayanan sebagalma_na dlmaksud pada ayat (2) -

dan ayat {3) menyebabkan besaran tarif kapitasi .

lebih tinggi dari stand_ar' :_térif kapitasi. maksimal

_ sebagaimana dimaksud. dalam’ Pasal 4 ayat (3)
-maka besaran kapitasi yang dibayarkan. adalah

sebesar tarif kapitasi maksimal. --

Dalam hal FKTP memenuhi 3 indikator komit-
_men peldyanan zona prestasi yang berlangsung -
selama 6 bulan berturut-turut_dan berada pada.
* kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5},
- kompensasi kepada FKTP diberikan dalam bentuk-

peningkatan kompetensi melalui pelatihan/work-

shop/semmar untuk meningkatkan kompeten31-

dan/atau performa FKTP.

Konsekuensi: pembayaran kapltaS| berdasarkan

pemenuhan target |nd|kator komitmen’ pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat’
{3) dilaksanakan mulai bulan keempat sejak FKTP .
menerapkan 5|stem Kaplta5| Berbas:s Pemenuhan i

i

1

8)

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

Komitmen Pelayanan, .
Pembayaran . kapitasi sebagaimana dimaksud
pada-ayat (2) dan ayat {3) dilakukan penyesuaian

‘setiap 3 (tiga) bulan.

| " Pasal 37 _
Dalam hal Puskesmas menunjukkan hasil pe-

.. nilaian tidak memenuhi indikator komitmen pelayanan
pada zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32, Pasal 33 dan Pasal 34 selama 3 (tiga) bulan berti-
rut turut, maka BPJS Kesehatan memberikan’ umpan
balik kepada Puskesmas yang tembusannya disampai-

kan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, -

{1)

Pasal 38
Dalam hal FKTP selain Puskesmas menunjukan
hasil penilaian 3 (tiga) indikator tidak- memenuhi

- target pada zona aman sebagaimana dimaksud

2

dalam Pasal 32 Pasal 33 dan Pasal 34 selama 3

(tiga) bulan berturut turut, maka BPJS Kesehatan”

memberikan surat teguran pertama.

Dalam hal FKTP selain Puskesmas, setelah mendapat- |
" kan surat teguran pertama Sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pada bulan berikutnya menunjukan ha-
sil penllalan 3 {tiga) indikator tidak memenuhi target

" pada zona aman $ebagaimana dimaksud-dalam Pasal
32, Pasal 33 dan Pasal 34, maka BPJS Kesehatan

{3}

memberlkan surat teguran kedua
Dalam hal FKTP selain Puskesmas, setelah mendapat—
kan surat teguran kedua sebagaimana. dimaksud

* pada ayat (2) pada bulan berikutnya. menunjukan ha-
sil penilaian 3 (tiga) indikator tldak memenuhi target

.. pada zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

{4)

(n

{2)

32, Pasal 33 dan Pasal 34 maka BPJS Kesehatan

memberikan surat teguran ketiga.

Dalam hal FKTP selain Puskesmas, mendapat-,
. kan surat teguran ketiga, maka BPJS Kesehatan

'mempertimbangkan untuk: tidak memperpanjang
Perjanjian Kerjasama pada tahun berikutnya.

" - Pasal 39 -

Teknis Pembayaran Kapitasi-Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan me‘rupakan pedoman dalam

membuat kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas | - .

Kesehatan Tingkat Pertama di tiap provinsi.
Teknis uraian kegiatan pelaksanaan komit-

men pelayanan serta proses penerapan Pem- |’

bayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen

’ Busmess Hews B761/5-10-2015

53



|
~¢. seluruh Rumah Sakit Kelas'D Pratama, Klinik
pratama, -praktik dokter, atau fasilitas kes-
ehatan yang setara secara N|asidr_1a| ‘mulai "1
~Januari- 2017 kecuali Rumah Sakit Kelas D
P 'Pra-ta‘m'é, klin.ik pratarha, praktik.dokter, atau |

i

Pelayanan oleh BPJS Kesehatan di!akukah sesual |
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lambiran IV yang merupakan bagian tidak ter- i s
pisahkan dari Peraturan BPJS Kesehatan ini. !

BAB IV

. _ : ‘ i fasilitas kesehatan yang setara di daerah ter- |
KETENTUAN LAIN-LAIN . ‘ ! pencil dan sangat terpencit. '
Pasal 40 ‘ ' 4 (3) Dalam hal terdapat- Rumah Sakit Kelas D Pratama,

kilmk pratama, praktik dokter, atau fasilitas kes-
ehatan yang setara sebagalmana dimaksud pada

Se!aln indikator komitmen pelayanan seb- 'j
1

agaimana. dimaksud dalam Pasal 31 ayat {2) BPJS | -

. Kesehatan dan FKTP dapat mengembangkan indikator

_komitmen pelayanan lain yang dituangkan dalam per-
janjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan FKTP
dengan mendapat persetu]uan tertulis terleblh dahulu
" dari D:rek5| BPJS Kesehatan ‘

) BAB V X
KETENTUAN PERALIHAN :
' Pasal 41
_ Pada saat Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai
berlaku, bagi FKTP yang telah melaksanakan perjan-

jian kerjasama dalam rangka pembayaran kapitasi ber-
"basis’ komitmen pelayanan masih tetap berlaku sam- '%
o pada tanggal 1 Agustus 2015.

pai dengan berakhlrnya perjanjlan kerjasama

_ BABVI
KETENTUAN PENUETUP ‘
' Pasal 42 :

(1) Penerapan Norma Penetapaﬁ Besaran Tarif Kap|- |

tasi kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:

a. seluruh Puskesmas secara Nasional mulai 1- |
 Agustus 2015 kecuali Puskesmas di daerah -

terpencil dan sangat terpencil;

b. seluruh Rumah:‘Saki.t-KeIa‘s D Pratama, klinik
' pratama, praktik dokter, atau fasilitas kese- .
hatan yang setara secara Nasional paling lam- !
bat 1 Januari 2017 kecuali Rumah Sakit Ke-

las D Pratama, klinik pratama, praktik dokter,

atau fasilitas kesehatan yang setara di daerah

terpencil dan sangat terpencﬂ
(2) Penerapan pembayaran kapitasi

laksanakan dengan tahapan:

a. Puskesmas di W|Iayah Ibukota Pravinsi mulal :

dluucoba sajak 1 Agustus 2015;

b. seluruh Puskesmas secara Nasmnal mulai 1
- Januari 2016 kecuali Puskesmas di daerah '

berbasis - pe-
menuhan komitmen pelayanan kepada FKTP di- '

ayat (2) huruf ¢ yang menyatakan sepakat, -dapat
menerapkan pembayaran kapitasi berbasis pemenu-
“han komitmen pelayanan sebelum 1 Januari 2017. |

{4) Dalam hal kondisi geografis ketersediaan sumber

daya dan jaringan data pada suatu FKTP men-
gaklbatkan Kaprzam Berbasis Pemenuhan Komit:
men Pelayanan tidak dapat diberlakukan, BPJS
Kesehatan:- dapat menunda pelaksanaan Kapitasi
Berbasis Pémenuhan’ Komitmen Pelayanan pada
'FKTP tersebut. S

Pasal 43
Peraturan BPJS Kesehatan ini mulal berlaku

Agar ‘setiap orang mengetahumya, memierin-

. tahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelengga-

ra Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatan_-'

" nya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 Ditetapkan di Jakarta
~ Pada tanggal 27 Juli 2015
. DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,
. ttd - :
 FACHMI IDRIS .

" Diundangkan di JaKarta -
pada tanggal 28 Juli 2015 ,
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
o td S
YASONNA H. LAOLY

. BERITA NEGARA REPUBLIK. INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR’ 1094

-terpencil dan sangat terpehcii; o
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LAMPIRANI

TABEL NORMA PENETAPAN BESARAN TARIF KAPITASI PUSKESMAS
ATAU FASILITAS KESEHATAN YANG SETARA OLEH BPJS KESEHATAN

Rasio Dnlmsr Peserta | o - Waktu Pefayanan

lNo.' Sumber Daya Manusia ‘ i ;'I'larif Kapitasi
’ | 1:<5.000 | 1“'12‘50'(()’000' | 1 301056300— 1:>20000 | <24 Jam | 24 Jam :
1| DoKTER =3 R A Rp. 6.000
DOKTERGIGI =1 ' f ' ' ' -
2 | DOKTER =3 o 1. I ~Rp. 5.000
DOKTERGIGI . > 1. o . : o
3 | ‘DOKTER =3 . | ' Rp. 4.500
DOKTERGIGI = 1 _ o _ o : -
4 | DOKTER =23 T ) - Rp. 4.000
_ DOKTERGIGI =1 . ' ‘ ‘
5 | DOKTER - =3 S : o . * Rp. 5.000
DOKTERGIGI  © .
6 | DOKTER =3 . ' - ‘ ' ‘  Rp. 4500
DOKTERGIGI O L | B
7 | poktER =3 E , | ) R Rp. 4.000
| pokterGIGr 0 - L ' _ . _ -
8 | DOKTER . =3 | ' - Rp. 4:000
| DOKTERGIGI  © ‘ S L
9 | DOKTER 2 _ 7 ST : " Rp. 4.500
| pokTERGIGI 2 1 atau 0 . ‘ R o
10 | DOKTER i o . o . Rp. 4.000
DOKTER GIGI = 1 atau 0 o ' ' . '
11| DOKTER - 2 ' e . B Rp. 3.500
|. DOKTER GIGI 2 1 atau © B X ' ' :
‘|12 | pokTER . 2 : ) ) ) ' . Rp. 3.500 -
‘| DoKTERGIGI = 1 atau0 R ' o o
|*3| ookteR - 1 : ) e . ' . Rp. 4.000
DOKTER GIGI 2 1 atau 0 ‘ , ‘ :
14 | DOKTER 1 - . L ‘ Rp. 3.500
| DOKTER GIGI = 1 atai0 ' ' N _
15 | DOKTER™ - T C b o ' o Ap. 3.500
DOKTER GIGI = 7 atau 0 ) " o ' ‘
16 | DOKTER 1 , R . o Rp. 3.500
' DOKTER GIGI > 17atau © , ‘ . _ o
17 | DOKTER =3 o - ' Rp. 3.500
DOKTERGIGI = 1 R ' o
18 | DOKTER =3 ‘ T . - | mp.3500 .
DOKTERGIGI = 1 ‘ ' ‘
19 | DOKTER =3 | . N | re.3500
| DOKTERGIGI ~ =1 ' ‘
20| DOKTER - =23 | .- - T o - Rp. 3.500 |
DOKTERGIGI =1 ' ) | '
21| DOKTER =23 o ' | " Re.3500
DOKTERGIGI O | e o .
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No.| Sumber Daya Manusia m Pokter Pesarm : ‘ Wa‘_km‘Pelayanan i Tarif Kap'rtasi.
L _ 1.5 ;5.00-0 1 12_2&00' 1 20736800’ 1‘:'> 20000 < 24Jam 24 Jam |
22| DOKTER '~ =23 _ L - ' . . ‘ | PRe.3500
DOKTERGIGI © J v ' _ '
23 | DOKTER =3 R ' | mp.asoo
" | pokTERGIG! O N ' ‘ ‘
'124"| poKTER =3 | D ~ 1 Ro.3500
DOKTERGIGI ~ 0 - ' o ; ' |
25 | DOKTER .2 . . ' | . | Rp. 2500
DOKTER GIGI = 1 atsu 0 ' ‘ ‘ ' N
26| DokTeR - = 2 | ' o ; . | . - PRp.3.250
" | 'DOKTER GIGI = 1 atau 0 ‘ ' S '
27 | DOKTER 2 | ' ‘ : ©. Pp.3.250
| DOKTERGIGI 2 1atau0 | _ ‘ ] ‘
28 | -DOKTER L2 : ' o . o . Rp. 3.250
DOKTER GIGI = 1 atau 0 " 1 -,
29 | ‘DOKTER R L o ' " Rp.3.250
.| | obkreraiat = 1atauo ‘ _ ‘ o
|30 | DOKTER’ 1 . : o o : S Rp. 3.250
|| DOKTERGIGI = 1 atau 0 ‘ ‘ .
31| DOKTER 1 " o : : Rp. 3.260
DOKTERGIGE = 1aau0 | ' ‘ ' :
32 [ DOKTER 1 1T | - ' _ : Rp. 3.260
DOKTER GIG! = 1 atau O _ o
33 | DOKTER 0 ‘ Rp. 3,260
DOKTERGIGI = 1. ' :
34.{ DOKTER . 0 | Rp.3.000
DOKTER GIGI 0 ‘
: :
 DIREKTUR UTAMA
| © BADAN PENYELENGGARA
o S JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,
FACHMI IDRIS
LAMPIRAN Il ' L ' L oo T g
TABEL NORMA PENETAPAN BESARAN TARIF KAPTAS! FKTP SELAIN |
_ _ - PUSKESMAS OLEH BPJS KESEHATAN -
A. DOKTER PRAKTIK PERORANGAN ' L
T T [y L )
L Eg::: Gigi 2) - 8,000
. ;
8. KLINIK PRATAMA
: Rasio Dokter Peserta, ‘ < Waktu Pelayanén ) j Tarif
No. s“n';‘“::;s?:“ | Jumiah 1: < 5,000 1:1;;).50880' 15510000 | < 24 Jam 24 Jam Kapitasi
1 | DOKTER ~ =2 o ' ' B 9,750
| DOKTER GIGI | =1 ‘ | '
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Rasio Dokter Peserta : ‘ . Waktu Pelayanan ) Tarif

No: s";::;sa“ - | Jumish 1:58000 | :%.3.(;:30 T 1:>10000 | <24dem | zauam Kapitasi
2 | DOKTER e - I : , 9,500
| pokrereigt | =1 y '
3 | DOKTER =2 IR ,‘ ~9.250
DOKTER GIG =1 ' ' ' ‘
4 | DOKTER =2 o o 9,000
| ‘DOKTER GIGI =1 _ ' 1 '
5 | DOKTER ' 22 ' ' - e ; 8,750
" DOKTER GlGl 0 . ' - ‘
6 | DOKTER T =2 . ' 3.500
DOKTERGIGI | O _ ' , _ _
7 | DOKTER =2 - o ‘ : : 8250
© | DOKTER GIGI . =1 _ ‘ ' S
18 | DokTER =2 o o ‘ 8,100
DOKTERGIGI |. . =1 . ' ‘
9 | DOKTER =2 | o - : [ 8100
DOKTER GIGI =1 | . ‘ '
10| DOKTER Coem2 ‘ : _ ' " |- s.000
DOKTERGIGI | . O . " ' o -
11| DOKTER." =2 - ' o : v 8,000
DOKTERGIGI | 0 _ - -
12| DOKTER =2 - o o 8,000 - -
DOKTER GIG! o '
C. RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA
NO Sumbor ™ | Jumish ' . 2:":": Pelayanan |, Tedf
1, Dokter - : =3
Bokter Gig) =1
' DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN sos:ﬂ.. KESEHATAN,

FA'QHMI IDRIS -
- LAMPIRAN I

TEKNIS KEGIATAN DAN PROSES PENERAPAN NORMA PENETAPAN
BESARAN TARIF KAPITASI OLEH BPJS KESEHATAN

Penerapan norma penetapan besaran tarif kapitasi oleh BP.JS Kesehatan dllakukan melalul proses’
sebagai berikut: ‘

1. " sosialisasi; .

2. pembuatan kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan; dan .

3. penandatanganan perjanjlan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau p|mp|nan FKTP

‘A. SOSIALISASI : ‘ ,
1. Sebelum menerapkan penetapan besaran tanf kamtasn BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi kepada -
seluruh pemangku kepentlngan yaltu
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a. Kepala Dlnas Kesehatan Provinsi-dan Kabupaten/Kota
b. Asosiasi Fasilitas Kesehatan; dan _
c. Fasilitas Ke_sehatan Tlngkat Pertama. _ - L B
2. -‘Sosialisasi dilaksanakan déngan fujuan ' C .
a. tercapainya persepsi yang sama dengan seiuruh pemangku kepentlngan,
b. terbentuknya komltmen bersama untuk memngkatkan mutu pelayanan di FKTP;
c. terbentuknya kesadaran_FI(TP untuk meningkatkan kapasnas FKTP; dan-
d. terlaksananya pembayaran kapitasi berdasarkan norma ka‘pitasi.-

B. -‘-PEMBUATAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN ‘

1." Divisi Regional BPJS Kesehatan dengan Asosmsn Fasnlltas Kesehatan melakukan kesepakatan norma
penetapan besaran tarif kapitasi. : )
2. 'Asosiasi Fasilitas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan adalah
' a. Asosiasi Dinas Kesehatan Sethuh Indonesia {ADINKES) sebagal perwakllan pusat kesehatan ma- -
' syarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan;
" b. Asosiasi Klinik indonesia {ASKLIN) sebagai perwakllan klinik; dan
c.. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indone5|a (PKFI) sebagal perwakllan
_ klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi.
3. Dalam hal tidak terdapat Asosiasi Fasilitas Kesehatan pada suatu wﬂayah maka pembuatan kesepaka-
."tan dilakukan dengan Dmas Kesehatan Provmm
T4, Kesepakatan antara Asosnas| Fasilitas I(esehatan dengan Kantor lesn Reglonal dltuangkan dalam berita
acara kesepakatan : : ‘

C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN FKTP
' Kantor Cabang BPJS Kesehatan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau addendum PKS mengacu
pada hasil kesepakatan Asosms: Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Divisi Regional dengan peneta— .
pan kapltaS| berdasarkan hasﬂ kredenSIallng atau rekredemaltng terbaru

. DIREKTUR UTAMA
. BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
Cttd
FACHMI IDRIS

LAMPIRAN IV

.TEKNIS KEGIATAN DAN PROSES PENERAPAN PEMBAYARAN KAPITASI
BERBASIS _PEMENUHAN KOMITMEN' PEL'AYANAN

.

'

Penerapan pembayaran kapltaS| berbasis pemenuhan komltmen pelayanan oleh BPJS Kesehatan dilaku- :
kan mefalui proses sebagai berikut: :
1. sosialisasi; )
2. pembuatan kesepakatan dengan Asosmsn Fasmtas I(esehatan : :
3. penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau plmplnan FKTP
4 pembentukan Tim Penilai Dan Tirn Monitoring Evaluasi;
5 pelaksanaan perhitungan Komltmen Petayanan pada FKTP :
6 penentuan ‘hasil pencapaian Komltmen Pelayanan sebagai dasar penentuan besaran kapitasi; dan
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7.

A,

pembayaran kapitasi berbasis pémenuha'n Komitmen Pelayanan.

SOSIALISASI . : ‘ ‘
1. Sebelum menerapkan\pembayaran kapitasi berbas:s pemenuhan komitmen pelayanan BPJS Kesehatan
‘melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu: : ‘ ‘
.Kepala Dinas Kesehatan Prov1n5| dan Kabupaten/Kota S . K
Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah; : : '
Badan Kepegawaian Daerah;
. Organisasi Perwakilan Peserta; -
Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya;
Asosiasi Fasilitas Kesehatan; :
Asosiasi Pengusaha; dan
. Fasilitas Késehatan Tingkat Pertama
2. Sosialisasi dllaksanakan dengan’ tuluan
a. tercapalnya persepsi yang sama dengan seluruh pemangku kepentlngan
b. terbentuknya komltmen bersama untuk memngkatkan mutu pelayanan di FKTP

:r'tc:.—h_mn.pc'pa

. c. terbentuknya kesadaran FKTP untuk memenuhi komitmen pelayanan; dan

- d. terlaksananya pembavaran kapztam berbams pemenuhan komitmen petayangn.

PEMBUATAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

1. Divisi Reglonal BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan melakukan kesepakatan meliputl
a. penetapan standar indikator komitmen pelavanan di FKTP; dan ‘
b. penentuan besaran pembayaran kamtasu berbasus pemenuhan komltmen pelayanan

2. Asosiasi Fasilitas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan adalah:

a. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesm (ADINKES} sebagal perwakllan pusat kesehatan ma-

syarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan; - ‘

b. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN} sebagai perwakllan klinik; dan =

C. Perhlmpunan Kiinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Prlmer indonesia {PKFI} ‘sebagal perwakllan
klinik dan praktlk perorangan dokter/dokter gigi. ‘

3 Dalam hal tidak terdapat’ A503|a5| Fasilitas' Kesehatan di suatu wilayah, maka pembuatan kesepakatan ‘

dilakukan dengan Dinas Kesehatan: Provms:

4. Penetapan standar indikator komitmen pelayanan di FKTP dalam kesepakatan antara Asosiasi Fasilitas Kes—
- ehatan dengan Kantor Divisi Regional d:lakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing- masang wilayah.
b. Kesepakatan antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan Kantor Divisi Regional dituangkan dalam berita -

" acara kesepakatan sebagai dasar pembayaran kapltasa berbasis pemenuhan komltmen pelayanan

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN FKTP ‘ A :
Kantor Cabang BPJS Kesehatan melakukan Perjanjian Kerjasama {PKS} atau addendum PKS berdasar-

| kan hasil kesepakatan A303|a5| Fasﬂn:as Kesehatan dan BPJS Kesehatan Divisi Regnonal

‘ PEMBENTUI(AN TiM DALAM PELAKSANAAN KAPITASI. BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN

1. Tim dalam pelaksanaan Kapnasu Berbasis Pemenuhan Komitmen-Pelayanan terdurn dari:’
a. Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Cabang; dan *
b. Tim Monltorlng dan Evaluasi yang dibentuk berdasarkan I(eputusan Kepala Divisi Reglonal
2. Tim Penilai . ‘ .
a. Personalia Tim Penilai terdiri dariz. o x R .
" 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; - | ' '
2) Kepala Cabang BPJS Kesehatan; -
o Busmess News 8761/5-10- 2015
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. 3) Ketua Tim Kendall Mutu dan Kendali Biaya Cabang, :
4} Kepala Unit yang membawabhi fun93| pelayanan primer Kantor Cabang BPJS Kesehatan;
-B) Kepala Unit yang membawahi fungsi kepesertaan Kantor Cabang BPJS Kesehatan; .
6} Kepala Unit yang membawahi fungsi keuangan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
7} Kepala Seksi Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota;
8) Staf Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
: 9} Staf Unit yang membawahi fungsi pelayanan pnmer Kantor Cabang
b. Tugas Tim Penilai sebaga| berikut: : .
1) memastikan validitas data pemenuhan komitmen pelayaman di FKTP ' R T
2) melakukan penilaian komitmen pelayanan sesuai dengan . pemenuhan komitmen pelayanan di ¢
FKTP berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; | ‘
3) menentukan penyesuaian besaran kapitasi FKTP berdasarkan pencapalan komltmen pelayanan
4) melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan pem_b_ayaran kapitasi berbasis pemenuhan
komitmen pelayanan dan peningkatan mutu kepada Peserta; dan :
5) melaporkan progres kegiatan secara penodlk kepada Kepala DNISI Reglonal
3 Tim Monltormg dan Evaluasi : -
a. Personalia Tim Monitoring dan Evaluasi terdm darl :
1)-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2) Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Provmsn
. 3) Kepala Divisi Regional BPJS Keséhatan;
- 4) Kepala Departemen yang membawahi fungsi pe|ayanan pr:mer Divisi Reglonal BPJS Kesehatan,
'B) Kepala’ Departemen yang membawahi fungsi teknologi mformasn Divisi Regional BPJS Kesehatan;
dan
6) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dmas Kesehatan Provm3|
b. Tugas Tim Monltorlng Evaluasi sebagai berikut : :
1) melakukan monltonng dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran kapitasi berbams pemenuhan
komitmen pelayanan dan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai;
2) memberlkan rekomendasi dan koreksi atas pelaksanaan pembayaran kapltaS| berbasis pemenuhan komlt-
men pelayanan di lapangan, baik kepada FKTP, BPJS Kesehatan maupun Dlnas Kesehatan seternpat;
3} memberikan rekomendasi dan usulan -perbaikan program; dan '
4) melaporkan progres keglatan secara penodlk sebaga: bahan pelaporan ke Kantor Pusat.

E. PENENTUAN HASIL PENCAPAIAN KOMITMEN PELAYANAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN.
KAPITASI -
1. Target pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan
. .dengan A503|a5| Fasilitas. Kesehatan Tingkat Pertama terbagi atas: -
‘a. zona aman, yaitu batasan optlmal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh
FKTP agar mendapatkan besaran kapitasi sesuai hasil penetapan besaran kapitasi berdasarkan norma
kapitasi.yang dltetapkan berdasarkan sumber daya manu5|a kelengkapan sarana prasarana dan ling-
'kup pelayanan : : :
‘b. zona prestasi, yaltu batasan maksimal target mdlkator komltmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh
FKTP sehlngga FKTP bisa mendapatkan pembayaran kapitasi melebihi kapitasi yang telah dltetapkan
" berdasarkan sumber daya manusua kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan
2 Cara penilaian indikator: : -
. Indikator Angka Kontak {AK) :
1) Indlkator Angka Kontak (AK) dihitung dengan formula3| perhutungan sebagai berlkut
' AK = jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak x 1000
. ‘ : . jumiah Peserta tetdaftar di FKTP .
2 Angka kontak merupakan jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak dengan FKTP-diband-
- . ingkan dengan total jumlah peserta terdaftar di FKTP dikali 1000 {seribu) dengan hasil perhltungan
" dalam per mll e :
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. Rasio RUjukan Rawat Jalan Kasus Non Spesmhs'ak {RBNS)

3} Target pemenuhan angka kontak oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan

.dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut:
a} target pada zZona aman palmg Sedlklt sebesar 150960 {seratus.lima puluh permtl) setlap bulan
dan

. b) target pada Zona presta5| palmg sedlklt sebesar 250%0 (dua ratus Ilma puluh permll) setlap‘

bulan. - Vo s
4) Bentuk Kontak yang menjadi catatan pemlalan adalah : ‘
a} kunjungan sakit {konsultasi dan pemerlksaan kesehatan oleh dokter),
b} kunjungan | Prolanls‘ :
. €} Kunjungan posvandu bahta dan lansia (kontak dengan dokter),
d) home visit; :
. e) kunjungan kegiatan ibu hamil; dan ‘
fi bentuk kontak lain yang dapat diukur dan telah dlsepakatl antara A5031a5| Fasilitas’ Kesehatan
ngkat Pertama dan BPJS Kesehatan.
5) Pada saat dilakukan penilaian, tim penllal melakukan uji samplmg terhadap kontak yang dllapor-
kan.oleh FKTP berupa pelaporan kegiatan kunjungan ke FKTP, antara Ialn ' : :
a) daftar hadir;
b} hasil pemeriksaan yarig dilakukan, misalnya tekanan darah GDPIGDPP berat badan dII dan
c) dokumentas: kegiatan {foto atau video).
1) Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan' Kasus Non SDESlallstlk {RRNS) dihitung. dengan formulasi
perhltungan sebagal berikut ;
' . RRNS = jumlah rulukan kasus non spesialistik x 100
. jumtah ru1ukan FKTP -
2) Rasm rujukan rawat Jalan kasus -non spesialistik merupakan ;umlah Peserta yang dirujuk dengan

duagnosa yang termasuk dalam level kompetensi FKTP sesuai dengan Panduan Praktik Klinis )
dibandingkan dengan jumlah seluruh Peserta yang duru1uk oleh FKTP dikali 100 (seratus) dengan

hasil perhitungan. dalam persen.
3} Rujukan kasus non spesialistik adalah angka ru;ukan kasus yang termasuk dalam tingkat' kemam-
~ puan 4A, yaitu penyakit yang harus dikuasai penuh. oleh para lulusan dokter-fayanan primer untuk
~ dapat mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas di FKTP, atau ses-
uai dengan kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tim Penilai di
masmg masing daérah dengan tetap mengacu pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.
4) Target pemenuhan rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik oleh FKTP sesuai dengan kes-
- epakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosmsn Fasilitas Kesehatan ngkat Pertama, sebagal
berikut : ‘
a) target pada zona aman sebesar kurang dan 5% {hma persen) setuap bulan; dan
b) target pada zona prestasn sebesar kurang dati 1% (satu persen) setiap bulan.

- B} Rasw rujukan rawat jalan kasus non spesialistik merupakan indikator untuk mengetahm Op’nmal-

nya kootdinasi dan ker]asama antara FKTP dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lan]utan sehingga
‘sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensnnya :

. Rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP (RPPB)

1) Indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP d|h|tung dengan formulasi perhitungan
sebagas benkut . . : .

RPPB = jumlah Peserta Prolanis yang rutin berku_}u_ng X 106 ,
jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP

'2) Rasio Peserta ProIanis Rutm Berkunjung ke FKTP merupakan jumiah Peserta Prolanis yang rutin
berkunjung ke FKTP dibandmgkan dengan Jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100

{seratus) dengan hasil perhitungan dalam persen. .
3) Target pemenuhan Rasio Peserta Prolanis Rutm Berkunjung ke FKTP oleh FKTP sesuai dengan ke-
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‘ |
sepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asos;asn Fasuhtas Kesehatan ngkat Pertama sebagal
berikut : :

_ a) target pada zona aman palnng Sedlklt sebesar 50%~(Ilma puluh persen} setlap bulan; dan
- b) target pada zona prestasi paling sedikit sebesar 90% {sembilan puluh persen) setiap bulan.
-4) Nilai rasio Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP merupakan indikator untuk mengetahui
"~ pemanfaatan FKTP oleh Peserta Prolanis dan kesinambungan FKTP dalam melaksanakan pnemeli-
haraan kesehatan Peserta Prolanis. . :
3. Target pemenuhan komltmen pefayanan di’ FKTP pada zona aman. dan-zona. prestasi sesuai dengan
matriks sebagal benkut : ‘

62

Ty

T T : T.ﬁrge_t Indikator,

Target Indikator

No | Nama indikator ZONA AMAN ZONA PRESTASI
| Angka kontak. : > 150 per mil > 280 per mil
Rasio rujukan rawat jalan - : o ‘
non spesialistik ‘ < 5% < 1%
3 Rasio peserta Prolanis ; . P
rutin berkunjung ke FKTP > 50% > 90%

‘4. Penerapan ‘Pemb.ayaran',KJa‘pitasi Berbasis Pemenuhan_l(omi'tmen Pelayanan

Jumlah Indikator -~ . - %

‘No _ Tidak tercapai ‘Zona Aman - Zoné Prestasi ‘F.'embayaran
target Zona Aman | e : ‘ S
1 ' .3 o 0 75%
_2 2 1 0 80%
3 1 2 0 90%
4 0 3 0. 100%
5 0 2 . 1 105%
6 0 1 2 110%
4 0 0 3 115%
8 2 0 1 90%
9 1 1 1 95%
10 1 0 L2 - 98%

CARA PENILAIAN PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN DI FKTP ,
Pelaksanaan penilaian Pemenuhan Komitmen Pelayanan di FKTP dllakukan melalui tahap sebagal berikut:

1.

2.

FKTP memberikan pelayanan dan melakukan entn data pelayanan melalui apllkas: yang dltetapkan oleh
BPJS Kesehatan; - |
Kantor Cabang BPJS Kesehatan memonltor hasnl entri FKTP melalus aphkaSI yang d:tetapkan oleh BPJS |
Kesehatan;
FKTP mengirimkan Iaporan pe[avanan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan palmg lambat tanggal |
5 (lima) setiap' bulannya {melalul aphkasn maupun Iaporan manual) beserta bukti pelayanan yang telah

diberikan; .

Kantor Cabang BPJS Kesehatan mengolah data Iaporan untuk menjadl bahan pemlalan korrutmen pelay—
anan di FKTP oleh Tim Penilai; :
Penilaian Komitmen pelayanan dilakukan oleh Tim Penilai Komltmen Pelayanan berdasarkan laporan
yang telah dibuat dan dapat melakukan up samphng terhadap Iaporan dan bukt[ pelayanan yang disam- |

" paikan oleh FKTP;

Hasil penilaian pemenuhan komltmen pelayanan FKTP dlsepakau melaluu Benta Acara Hasil Penilaian -

. Pemenuhan Komitmen Pelayanan; :
. Penllalan pemenuhan komltmen pelayanan oleh Tim Pemlal dan pembuatan Benta Acara hasil pemlalan
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dllakukan sebelum dllakukannya pembayaran kap;ta3| pada tanggal 15

- 8. Penilaian pencapaian indikator pemenuhan komltmen pelayanan di FKTP drliakukan setiap 1 (satu} bulan' .

dan disampaikan. ke FKTP sebagan umpan balik;

9. Hasil penilaian pencapaian indikator komitmen pelayanan di FKTP bulan ketiga dan kehpatannya akan
menjadi dasar pembayaran kapitasi mulai bulan keempat dan kelipatannya; =

10.Konsekuensi pembayaran kapitasi berdasarkan hasil penllalan pemenuhan komitmen pelayanan dilak-

sanakan mulai bulan’ keempat sejak FKTP menerapkan sistem Kapitasi Berbasns Pemenuhan Komitmen -i"

Pelayanan dan akan dilakukan .penyesuaian kembali setiap 3 (tlga} bulan; dan
11.Ketentuan batas waktu pembayaran kapitasi sesuai dengan Peraturan Perundang undangan

G PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN

Mekanisme pembayaran kaplta5| berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kepada FKTP dllaksanakan
-sesuai dengan Peraturan Perundang undangan. : ‘ :

' DIREKTUR UTAMA -
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

: ttd
FACHMI IDRIS

iBN)

KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT

| ESENSIAL NASIONAL -
(Keputusan Menteri Kesehatan R.l Nomor HK.02. 02/MENKESI14112015
tanggal 7 Apnl 2015) ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1 tapkan Kepu’tusan ‘Menteri Kesehatan tentang

|
* MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esen~
' - i o sial Nasnonal :
Menimbang :
a.” bahwa Daftar Obat Esensial Nasional sebagalma-t Menglngat
na telah d:tetapl_can ‘dalam Keputusan Menteri | 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
* Kesehatan Nomor 312/Menke$/SKllX/2013 ten- © Praktik Kedokteran {Lembaran Negara Repub-
tang Daftar Obat Esensial Nasional 2013 perly lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tamba-
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengeta- 5 han Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor
huan dan teknologi di bidang farmasi dan kedok- 4431);
teran, pola penyakit, program kesehatan, serta | 2. Undang- -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang |
‘perbaikan status kesehatan masyarakat; |~ Kesehatan {Lembaran Negara Repubirk Indonesia
' b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat | - Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran -
Esensial Nasional perlu dibentuk Komite Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional; . 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik -

di maksuld dalam huruf a dan huruf b perlu mene- | . Indongsia Tahun 2014 Nomo_r-244} sebagaima'na.
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| telah dlubah dengan Undang Undang Nomor 2

Tahun 2015 {Lembaran Negara Republik Indone-
sia- Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran .

- Negara Republik Indonesia ' Nomor 5589); -
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 “Tahun 1998

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat

Kesehatan {Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran’

Negara Republik'ln_donesi-a Nomor 3781); - .
b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

‘tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah ,

-Kabupateanota {Lembaran Negara Republlk in-

donesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lem- -

baran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menk-
es/SK/IIl/2006 tentang Kebijakan Obat'Nasional;.- |

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menk-
es/Per/VIll/2010 tentang Organisasi dah Tata
‘Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), seb-

agaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri |
‘KEEMPAT:

Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
' Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

8." Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menk-

esISK/IX!2013 tentang Daftar Obat Esensial Na-
sional 2013;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI" KESEHATAN TENTA‘NG
KOMITE:NASIONAL PENYUSUNAN DAFT,‘AR..‘O‘BAT

ESENSIAL NASIONAL. -

I(ESATU

‘nyusunan Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana

- tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian ‘

yang tidak terplsahkan dari Keputusan Menterj ini.

KEDUA

Komite Nasaonal Penvusunan Daftar - Obat

EsenSIaI Nasnonal yang selanjutnya di sebut Komite
terdiri dari Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing- |

i

masing bertugas:
1. Tim Ahli bertugas
. a. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat
" Esensial Nasional 2013;dan
b. menilai usulan obat vyang akan dlkeluarkan

Susunan keanggotaan Komite Nasmnai Pe-

* dari Daftar Obat Esensial Nasional 2013 dan
‘dimasukkan ke dalam’ Daftar Obat Esensial
Nasional.
. 2. Tim Pelaksana bertugas: :
a. memper31apkan prosedur dan pedoman pelak- :
- sanaan; o : B
b." mengkompilasi usulan/masukan;
c. mempersiapkan usulan rancangan Daftar
'Obat Esehsml Nasional; ' :
d, memfasnhtasn rapat pembahasan teknis dan
sidang pleno; dan :
e. melaksanakan dokumentasi, finalisasi dan pe-
nyebaran Daftar Obat Esensial Nasional.

KETIGA:

Dalam melakukan tugasnya Komlte bertang-
gung jawab dan menyampalkan laporan 1 {satu) bulan |

- setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehat-
‘an melalui Direktur Jendral yang tugas dan fungsmya

di bldang Kefarmaman dan Alat Kesehatan

. Segala pembiayaan yang timbul 'atas pelaksa-
naar tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat
Bina Pe]ayanan Kefarmasian Tahun 2015.

K E L 1 M A .

Pada saat Keputusan Menteri ini mulal ber-
taku, Keputusan Menteri
Menkes/SK/V/2013 tentang Komite Nasional Penyu- |
sunan Daftar Obat Esensial Nasional 2013 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Menteri ini mulal berlaku pada
tanggal dltetapkan ‘

- Ditetapkan di Jakarta
- pada tanggal 7 April 2015
. MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
~ NILA FARID MOELOEK

Catatan Redaksn

- Karena alasan teknis, Lamplran tidak dlmuat..

C(BN)
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